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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Lingkungan sosial terbentuk melalui pola masyarakat yang terpadu serta 

bersepakat agar diadakannya tata tertib atau hukum yang mengikat satu sama lain. 

Hal tersebut di atas bermaksud, bahwa melalui kehadiran hukum, diharapkan 

muncul penghormatan terhadap eksistensi hak dan kewajiban masyarakat. 

Adapun penghormatan terhadap hak dan kewajiban masyarakat sangat diperlukan, 

mengingat agar tidak hanya tenvujudnya bentuk penghormatan saja, akan tetapi 

bagaimana dapat tenvujud pula sikap saling menghargai serta saling mendukung 

kehidupan yang aman, damai serta berorientasi kepada kesejahteraan sebagaimana 

apa yang menjadi tujuan dari kebijakan sosial' . 

Hukum yang benvujud aturan-aturan atau dapat diistilahkan dengan 

peraturan perundang-undangan, pada hakekatnya akan mengatur sikap serta 

perilaku masyarakat dalam membangun hubungan hukum. Proses perancangan, 

serta pengesahan terhadap perundang-undangan tersebut merupakan kewenangan 

representasi rakyat yang menduduki kursi di pemerintahan serta di parlernen. 

Mengapa diistilahkan dengan representasi rakyat? Karena masyarakat telah 

sepakat, untuk menyerahkan segala urusan yang terkait dengan pemenuhan 

kesejahteraan sebagai sebuah tujuan dari kebijakan sosial kepada kekuasaan yang 

dilegitimasi oleh kepercayaan masyarakat. 

1 Membahas mengenai kebijakan sosia1,maka akan terkait dengan upaya menanggulangi 
masalah-masalah sosial guna tercapainya kesejahteraan. Umurnnya muatan dari ha1 tersebut dapat 
dilihat didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 yang. notabene merupakan 
tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan negara 



Konsep sebagaimana tersebut di atas, merupakan konsep yang sejalan 

dengan pendapat Hanif Nurcholis, yakni menjelaskan bahwa pada mulanya 

satuan-satuan komunitas yang menamakan dirinya sebagai masyarakat, berupaya 

untuk mempertahankan kelangsungan hdup mereka, dengan cara membuat 

lembaga yang diperlukan dalam mencakup bidang politik, ekonomi, sosial , dan 

budaya, serta pertahanan dan keamanan.2 

Setelah terbentuknya lembaga sebagaimana tersebut di atas, maka dimana 

peran langsung dari masyarakat yang dipimpin oleh penguasa, dalam turut serta 

merancang suatu perundang-undangan yang nantinya akan menjadi hukum atau 

"rambu-rambu" bagi masyarakat dalam berperilaku sosial satu sama lain? 

Pertanyaan ini muncul, mengingat peran langsung dari masyarakat terhadap 

dirancangnya peraturan perundang-undangan, merupakan jaminan konsep 

demokrasi yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga 

dalam proses perancangan, serta pembentukan suatu perundangan-undangan 

untuk nantinya disahkan, haruslah dilakukan secara demokratis. 

Pendapat sepaham disampaikan juga oleh Afan Ghafar dalam teori 

hubungan antara tipe regim dengan karakteristik produk hukumnya, dimana 

maksud dalam teori ini, bahwa rezim yang demokratik pembentukan hukumnya 

dilakukan oleh berbagai pihak, yang artinya bahwa keterlibatan masyarakat bukan 

hanya ada, tetapi juga tinggi karena terdapatnya pluralisme politik dalam 

masyarakat, b aik yang tergabung dalam partai politik, maupun pressure group, 

Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, cetakan ke 2 
(Jakarta : PT Grasindo, 2007), hal. 2 



mass media, lembaga swadaya masyarakat, dsb3, sehingga ada kontrol sosial yang 

marnpu membantu mewujudkan kebijakan sosial yang terlindungi. 

Membahas perlindungan terhadap suatu kebijakan sosial, maka selain 

adanya kontrol sosial dalarn upaya perlindungan kebijakan sosial, penerapan 

rumusan kebijakan perlindungan sosial pun merupakan ha1 yang juga sangat 

lumrah untuk dihadirkan keberadaannya. Kebijakan perlindungan sosial atau 

dengan istilah lainnya adalah kebijakan penanggulangan kejahatan, salah satunya 

memuat aspek yang bernama kebijakan kriminal atau dengan istilah lain politik 

kriminal. Prof. Sudarto pernah mengemukakan 3 (tiga pengertian) mengenai 

kebijakan kriminal, yaitu :4 

a. dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar 

dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana; 

b. dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, 

termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; 

c. dalam arti paling luas (yang beliau kutip pendapat dari Jorgen Jepsen), 

ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan 

dan badan-badan resmi, serta bertujuan untuk menegakkan norma-norma 

sentral dari masyarakat. 

Saifudin, Partisipasi Publik Dalam Pembentuknn Perat~lrnn Perundang-Undangan, 
Cetakan Pertama (Yogyakarta : FH UII Press, 2009), hal. 32. 

4 Dapat di lihat dalam Barda Nawawi, Bunga Rnmpai Kebijaknn Hukum Pidana 
(Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), cetakan ke 3,  Prenada Media Group, Jakarta, 
2011, hal. 3 



Kebijakan kriminal/politik knminal sendiri memiliki ruang lingkup yang 

dibedakan menjadi 2 hal, yakni kebijakan hukum pidana (kebijakan penal), serta 

kebijakan non hukum pidana (kebijakan non penal)5. 

Khusus mengenai kebijakan hukum pidana yang merupakan salah satu 

bagian dari kebijakan kriminal/politik kriminal, maka dapat diambil pemaharnan 

bahwa usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya 

merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya hukurn pidana). Oleh 

karena itu, sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana, merupakan 

bagian pula dari kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, usaha 

penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada 

hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat 

(social welfare). Berdasarkan ha1 tersebut, wajar apabila kebijakan hukum pidana 

juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial .6 

Pelaksanaan dari kebijakan perlindungan sosial dengan menggunakan 

sarana kebijakan hukum pidana pada tataran implementasi, dapat dilihat di banyak 

peraturan perundang-undangan, baik dalam perundang-undangan pidana, maupun 

kebijakan h u h  pidana yang terdapat di dalam sub atau bagian undang-undang 

yang sifatnya, administratif, keuangan atau perdata lainnya. Salah satu komponen 

dari undang-undang perdata7 yang di dalamnya terdapat muatan kebijakan hukum 

pidana adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Kebijakan perlindungan sosial atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya 
mempakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat ( social defence) dan upaya 
mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain ada garis linier yang saling terintegrasi 
antara kebijakan sosial, dengan kebijakan perlindungan sosial. Ibid, Hal. 4 

Ibid, Hal. 28 
" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat 1 

Huruf a 



konsumen, dimana di dalamnya ada bermuatkan pelarangan dengan disertai 

ancaman pidana terhadap pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku 

bernuansakan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku. 

Klausula eksonerasi adalah klausula yang berisikan syarat-syarat yang 

menghapuskan atau membatasi tanggung j awab seseorang dalam melaksanakan 

perjanjian.8 Selain itu klausula eksonerasi juga merupakan salah satu klausula 

baku yang seringkali ada di dalarn suatu perjanjian baku. Berdasarkan paparan 

tersebut, jelas bahwa keberadaan klausula eksonerasi sebagai sebuah klausula 

baku, tidak dapat lepas dari perjanjian baku sebagai wadah dari dicantumkannya 

klausula eksonerasi. Polemik yang hadir seiring dengan adanya klausula 

eksonerasi ini adalah seringnya penggunaan klausula eksonerasi ini dijadikan alat 

yang sah bagi pelaku usaha dalam membangun kondisi hubungan hukum yang 

tidak seimbang di antara pelaku usaha dengan konsumen, melalui pembebanan 

tanggungiawab, atau kerugian sepenuhnya kepada konsumen, Sehingga 

keberadaan klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian baku ini dirasakan sangat 

memberatkan salah satu pihak, yakni konsumen (mengacu pada Undang-Undang 

P erlindungan ~onsurnen) .~ 

Legitimasi pelarangan klausula eksonerasi sendiri tercantum dalam Pasal 18 

Ayat 1 Huruf a Undang-Undang-Undang lVomor 8 Tahun 1999 Tentang 

- 

* Purwahid Patrik, Asas Iktikad Baik dun Kepatuan Dalam Perjnnjian, Ctk I ,  Penerbit 
Undip, Semarang, 1986, ha1 1 

Salah satu contoh dari klausula eksonerasi dalam perjanjian baku : "Pengangkut tidak 
bertanggungjawab atas kerugian apa pun juga yang ditimbulkan oleh pembatalan dan atau 
kelambatan pengangkutan ini, termasuk segala kelambatan datang penumpang dan atau 
kelambatan penyerahan bagasi". Dapat di lihat di Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dnri Sudut 
PnndangHukum Bisnis), Cetakan Kedua, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hal. 99 



Perlindungan Konsumen. Pelarangan yang disertai dengan ancaman pidana10 pada 

pelaku usaha yang mencantumkan klausula bernuansakan eksonerasi, 

mengisyaratkan adanya keinginan pemerintah dalam melakukan kriminalisasi 

terhadap pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku bernuansakan klausula 

eksonerasi dalarn perjanjian baku. 

Berdasarkan paparan tersebut di atas, maka ada beberapa ha1 yang menjadi 

perhatian penulis dalam rancangan penelitian ini dengan mendasarkan latar 

belakang pennasalahan sebagai berikut: 

Pertama, klausula eksonerasi merupakan bagian dari lahirnya perikatan atas 

dasar perjanjian. Perikatan diatur dalam Buku I11 KUH Perdata. Pengertian dari 

perjanjian sendiri juga diatur dalarn Pasal 1313 KUH Perdata yang memberikan 

definisi perjanjian adalah suatu pe rjanjian atau persetujuan dengan satu orang atau 

lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih." Klausula eksonerasi 

hidup dalam perjanjian dengan klasifikasi perjanjian baku. Apakah perjanjian 

baku merupakan perjanjian sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata 

mengingat sifat dari perjanjian baku lebih terkesan sepihak? Dalam ketentuan 

Burgerlijk Wetboek (BW) Belanda yang baru Pasal 213 (6.5.1 .l) dengan 

terjemahan bahasa inggris sebagai berikut: "a contract in the sense of this title is a 

multilateral juridical act whereby one or more parties assume an obligation 

10 Pasal62 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun1999 Tentang Perlndungan Konsumen, 
yang muatannya antara lain : "Pelaku Usaha yang melanggar ketentun sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8, Pasal9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2) ,  Pasal 17 ayat (1) huruf a,huruf b, huruf c,huruf 
e, ayat (2) dan Pasal 18, dipidana dengan penjara paling lama S(lima) tahun atau pidana 
denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah). 

11 Abdulkadir Muhammad, Hukum Pevjanjian, Alumni, Bandung, Ctk 11, 1986. Hal. 93 



towards one or more other parties".12 Bahan perbandingan lain dapat dilihat 

dalam Pasal 1 Restatement of Contracts dari American Law Institute yang 

menyatakan : " A contract is apromise or a set ofpromise for the breach of which 

the law gives remedy, or the performance of which the law in some way 

recognizes as a duty".13 Sehingga dalam restatemefit diberikan beberapa 

penjelasan yang menyatakan kontrak dapat terdiri atas : " 
1. suatu janji dari seseorang kepada orang lain; 

2. janji timbal balik oleh dua orang satu sama lain; 

3. dapat pula sejumlah janji-janji; 

4. satu orang dapat membuat beberapa janji kepada satu orang atau 

kepada beberapa orang, atau beberapa orang dapat bersama-sama 

membuat satu janji kepada satu orang atau lebih. 

Berdasarkan definisi yang tersebut di atas, dalam restatement ditegaskan 

bahwa kata kontrak mengandung makna :I5 

1. adanya perbuatan yang menciptakan hubungan hukum diantara 

pihak; 

2. jika perbuatan dinyatakan dalam suatu tulisan, maka itulah yang 

merupakan bukti dari perbuatan hukum itu. 

Sedangkan dilihat dari segi sifatnya, di dalam restatement tersebut 

ditegaskan bahwa kontrak dapat diklasifikasikan ke dalam :'' 

I2 Taryana Soenandar, Prinsip-Prinsip Unindroit (sebngai Swnber Hukurn Kontrak dun 
Penyelesaian Sengketn Bisnis Internasional, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 105 

l 3  lbid 
14 Ibid, Hal. 106 
l5 [bid 
l6 Ibid 



1 . kontrak formal; 

2. kontrak informal; 

3. kontrak sepihak; 

4. kontrak timbal balik. 

Dari keseluruhan rumusan mengenai perjanjian sepihak tersebut di atas, 

maka dapat ditegaskan bahwa masalah perjanjian baku yang seringkali dikenal 

dengan perjanjian sepihak merupakan permasalahan hukum perdata, 

khususnya masalah hukum perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 

13 13 l7 KUH Perdata. Sehingga melalui adanya kriminalisasi klausula baku yang 

bernuansakan klausula eksonerasi sebagaimana yang terdapat di dalarn Undang- 

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, berarti sama 

halnya seperti terkesan "memaksakan" penempatan posisi klausula eksonerasi 

yang hidup dalam perjanjian baku, serta secara jelas merupakan ruang lingkup 

hukum perdata ke dalam ruang lingkup pengaturan hukum pidana. 

Sejalan dengan pemikiran tersebut di atas, Taryana Soenandar juga 

menyatakan bahwa pengaturan klausula baku (klausula eksonerasi) dalam 

undang-undang perlindungan konsumen ini terasa janggal dan menyesatkan, 

ditambah lagi dengan adanya ancaman pidana, padalah masalah 

kontraklperjanjian ini jelas merupakan masalah perdata. l 8  

Kedua, dengan adanya pelarangan yang disertai ancaman pidana terhadap 

pelaku usaha yang mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku, 

secara rasionalitas hukum, ~naka muncul stigma atau anggapan bahwa 

17 Pasal 13 13 KUHPerdata menyatakan perjanjian atau persetujuan adalah perbuatan 
dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. 

Taryana Soenandar, Op.Cit, Hal. 1 18 



pencanturnan klausula baku bernuansakan klausula eksonerasi yang dilakukan 

oleh pengusaha adalah perbuatan yang dikategorikan jahat, knminal, atau dalam 

istilah hukum pidana dikenal dengan perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, 

bahwa perbuatan pidana berdasarkan wujud atau sifatnya, adalah bertentangan 

dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Tegasnya, perbuatan 

pidana adalah perbuatan yang merugikan masyarakat, dalam arti menghambat 

akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Dapat 

pula dikatakan bahwa karena perbuatan pidana itu merugikan masyarakat, maka 

terrnasuk perbuatan anti sosial. Sehingga perbuatan pidana itu dilarang keras atau 

pantang untuk dilakukan. Pengertian kejahatan sendiri dijabarkan sebagai berikut : 

"Suatu Perbuatan aktif, atau pasif, terutarna yang sifatnya serarn (menakutkan), 

yang dikenai sanksi berdasarkan hukum sebagai pelanggaran terhadap statute 

(undang-undang), atau membahayakan keselamatan/kemakmuran ~rnum". '~  

Selain itu dengan adanya stigma jahat dalam suatu perbuatan, sama halnya 

perbuatan tersebut telah dikriminalisasikan melalui kebijakan serta nilai. 

Kebijakan kriminalisasi merupakan proses menetapkan perbuatan yang semula 

bukan tindak pidana, menjadi tindak pidana dalam suatu aturan perundang- 

~ n d a n ~ a n . ~ '  Berdasar pemaparan rnengenai perbuatan pidana sebagai suatu 

perbuatan jahat yang bersifat antisosial serta tanpa kompromi tersebut, Sangat 

jelas bahwa suatu perbuatan setelah dikriminalisasikan dalam bentuk perundang- 

undangan, maka tidak ada kelenggangan, celah, ataupun kompromi agar 

19 Leden Marpaung, Kejahntan Terhadap Perbankan, Cetakan Pertama, Erlangga, 1993, 
Hal. 3 

20 Teguh Prasetyo, Kriminnlisasi Dalarn Hukum Pidnna, Cetakan Pertama, Nusa Media, 
Bandung, 2010, Hal. 133 



perbuatan tersebut untuk dilakukan. Berbeda halnya dengan pencantuman 

klausula eksonerasi dalam perjanjian baku, yang menurut perkembangan teori 

perjanjian memiliki celah agar perbuatan tersebut memungkinkan untuk 

dilakukan. Menurut Arthur Lewis, ada beberapa syarat sahnya mencantumkan 

klausula eksonerasi dalam perjanjian baku :21 

1. keberadaan klausula tersebut hams diketahui oleh pihak lain; 

2. ltlausula eksonerasi atau rujukan pada klausula eksonerasi haruslah 

tercantum dalarn "a contractual document and not in a mere voucher or 

receipt ". 

Mengingat perjanjian baku sangat dibutuhkan dalarn dunia perdagangan, 

maka langkah yang harus dilakukan adalah bukan dengan melarang atau 

membatasi penggunaan perjanjian baku, melainkan melarang atau membatasi 

penggunaan Idausula-klausula baku seperti ltlausula eksonerasi. Klausula 

eksonerasi dalarn suatu perjanjian dapat terlegitimasi pencantumannya, dengan 

memperhatikan syarat-syarat antara lain : 

1. menonjol dan jelas; 

2. disampaikan tepat waMu; 

3. pemenuhan tujuan-tujuan penting; dan 

4. adil; 

Perlu diulas kembali juga, bahwasanya pelarangan klausula eksonerasi dan 

disertai ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen, oleh karena dengan adanya klausula eksonerasi dala~n 

21 Arthur Lewis, Dasar-Dasar Hukum Bisnis dan Kewajiban Sekunder, Cetakan I ,  Nusa 
Media, Bandung,2009, Hal. 102 



perjanjian baku, akan berpotensi tidak terpenuhinya kedudukan konsumen yang 

setara atau ~ e i m b a n ~ . * ~  Namun sidharta menjelaskan berbeda, bahwa kondisi yang 

tidak seimbang antara produsen dengan konsumen, saat ini secara kontekstualnya 

dapat terjadi sebaliknya, dimana konsumen mampu lebih kuat daya tawarnya 

dibanding produsen.23sehingga tidak tepat apabila dengan hadimya klausula 

eksonerasi justru langsung dikatakan melanggar keseimbangan para pihak, perlu 

pemaharnan yang lebih utuh terhadap proses bisnis atau muatan dari perjanjian 

tersebut. 

Melalui konsepsi singkat mengenai klausula eksonerasi tersebut, maka 

sebenarnya ada ruang yang cukup agar pelaku usaha khususnya di ruang lingkup 

perbankan mampu mencantumkan klausula baku yang bemuansakan klausula 

eksonerasi dalam perjanjian baku. Bila dikomparasilkan dengan kriminalisasi I 

terhadap suatu perbuatan, ha1 ini cenderung bertolak belakang dengan konsepsi 

perbuatan yang telah dikriminalisasi menjadi bentuk tindak pidana sebagai sebuah 

perbuatan yang jahat, anti sosial, serta pantang untuk dilakukan. Sehingga sangat 

terlihat ada gradasi konsepsi pemikiran dalam memandang klausula baku yang 

bernuansakan klausula eksonerasi adalah perbuatan jahat(knmina1). 

Penggunaan klausula baku yang bernuansakan klausula eksonerasi 

merupakan kebutuhan dalam merumuskan perjanjian baku baik yang dilakukan 

oleh pelaku usaha maupun yang dilakukan oleh konsumen. Ruang lingkup 

2 2  Dapat di lihat di Penjelasan Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
Tentang Perlindungan Konsumen, dimana muatannya adalah : "Ayat 1, Larangan ini dimaksudkan 
untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip 
kebebasan berkontrak." 

23 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, CTK 6,  PT Grasindo, Jakarta, 
2006,hal. 147 



klasifikasi pelaku usaha yang menggunakan klausula eksonerasi dalam perjanjian 

baku yang diterbitkanpun juga beraneka ragam. Namun dalam penelititan ini, 

penulis memfokuskan din pada pelaku usaha lembaga keuangan perbankan. 

Pilihan kepada pelaku usaha perbankan diarnbil penulis, oleh karena penulis 

melihat pentingnya kontribusi lernbaga keuangan perbankan dalam menjaga 

kestabilan perekonomian suatu negara. Melalui peran sentralnya tersebut, maka 

kecepatan akan pelayanan kepada nasabah akan terakomodir dengan penggunaan 

perjanjian baku oleh perbankan yang di dalamnya juga seringkali memuat 

klausula eksonerasi, sedangkan dalam realitanya, posisi penggunaan klausula 

baku yang bernuansakan klausula eksonerasi telah lama dikriminalisasi melalui 

hadimya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen. Beberapa alasan perrnasalahan tersebut di atas, mengkerucut pada 

terjadinya posisi dilematis bagi lembaga keuangan perbankan dalam 

melaksanakan peran dan fungsinya yang seringkali berkaitan erat dengan 

perjanj ian baku yang memuat klausula baku bemuansakan klausula eksonerasi. 

Sudut pandang akademis tersebut memunculkan ketertarikan bagi penulis untuk 

mengangkat sebuah penelitian dengan rumusan judul "'KEBIJAKAN 

LEGISLATIF KRIMINALISASI KLAUSULA BAKU (Klausula Eksonerasi) 

PADA PERJANJIAN BAKU DI LEMBAGA KEUANGAN PERBAlVKAN 

(Suatu Pendekatan Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana dan Perspektif Hukum 

Bisnis). 



B. RUMUSAN MASALAH 

Mengingat latar belakang pennasalahan di atas, Maka rumusan 

permasalahan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Apakah dasar pernbenaran dari pembentuk Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dalam mengkriminal- 

isasi klausula baku yang bernuansa klausula eksonerasi sebagai bentuk 

tindak pidana ? 

2. Bagaimana akibat positif dan akibat negatife, atau ekses positif dan 

negatif klausula baku bernuansakan klausula eksonerasi dalam lalu 

lintas perdagangan dan ekonomi, khususnya pada lembaga keuangan 

perbankan, yang dikaitkan dengan nasabah masyarakat (konsumen)? 

3. Bagaimanakah pendapat ahli hukum pidana, ahli hukum bisnis 

terhadap kriminalisasi klausula baku bernuansakan klausula 

eksonerasi sebagai tindak pidana khususnya apabila dikaitkan dengan 

lembaga keuangan perbankan? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Dalarn rencana penelitian ini, penulis bertujuan untuk mendapatkan hasil 

yakni : 

1. untuk dapat mengetahui dasar pembenaran terhadap kriminalisasi 

klausula baku bernuansakan klausula eksonerasi sebagai bentuk tindak 



pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen 

2. untuk dapat mengetahui akibat atau ekses positif dan negatif 

penggunaan klausula baku bernuansakan klausula eksonerasi dalam 

lingkup perbankan khususnya terkait dengan nasabah masyarakat 

(konsumen) ; 

3. untuk dapat mengetahui pandangan serta pendapat dan perspektif ahli 

hukum bisnis dan ahli hukum pidana terhadap dikriminalisasinya 

klausula balm bernuansakan klausula eksonerasi sebagai bentuk tindak 

pidana apabila dikaitkan pada lembaga keuangan perbankan. 

D. DEFINISI OPERASIONAL 

Ada kata kunci dalam rumusan masalah yang penulis pandang perlu untuk 

diulas dalam wujud batasan definisi, agar tidak menimbulkan multiintepretasi. 

Kata kunci tersebut adalah "akibat atau ekses" sebagaimana yang tertera di dalam 

rumusan masalah kedua. Dalam penulisan penelitian ini, penulis akan 

menempatkan pemahaman mengenai definisi kata "akibat atau ekses", pada 

tataran implikasi apa yang memiliki kemungkinan baik kecil maupun besar, 

positif maupun negatif terhadap eksistensi klausula baku bernuansakan klausula 

eksonerasi dalam perjanjian baku khususnya di ruang gerak lembaga keuangan 

perbankan. Dengan memberikan batasan pengertian dari kata "akibat atau ekses" 

dalam penulisan penelitian ini, maka dalam penulisan penelitian ini, penulis tidak 

akan menyentuh pada aspek implementasi penegakan hukum pidana apa yang 



telah berjalan selama ini terhadap kriminalisasi klausula eksonerasi di perjanjian 

baku. 

E. TEORI DAN DOKTRIN 

Penggunaan teori adalah untuk menganalisis secara sistematis, setidaknya 

untuk menjelaskan, memberi arti, memprediksi, meningkatkan sensitivitas 

penelitian, membangun kesadaran hukum dan sebagai dasar pemikiran dalam 

konteks bahasan knminalisasi klausula baku yang berunansakan klausula 

eksonerasi ini, maka diperlukanlah sejumlah teori yang relevan sebagai b e r i k ~ t ~ ~  : 

a. Perjanjian, Perjanjian Baku, dan Klausula Eksonerasi 

Pengertian Perj anjian menurut Soedikno Mertokusumo sebagai suatu 

hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk 

menirnbulkan akibat h u k ~ r n . ~ ~  

Sedikit agak berbeda sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata tepatnya 

Pasal 13 13, yang menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan 

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau 

lebih. 

Kebanyakan para pakar menyatakan bahwa rumusan pasal 1313 KUH 

Perdata memiliki banyak kelemahan, Menurut J Satrio, kata perbuatan terlalu luas 

dapat berupa perbuatan hukum dan perbuatan bukan hukum, juga bisa termasuk 

24 Sabian, Hukum Masyamkat Nelayan Sakn Dalam Sistem Huk~ln? Nnsional (Studi 
Pengz~asaan, Pemilkan, dun Pengelolnan KonJik ynda Nelnynn Trndisionnl Tumbnng Nusn 
Pedalamnn Knlimantan Tengah), Ringkasan Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Program 
Pascasarjana UII, Yogyakarta, 2012, Hal. 12 

25 Sudikno Mertokusumo, Mengennl Hukum, Ctk.1, Liberty, Yogyakarta, 1988, Hal. 97. 



perbuatan melawan hukum. Adapun kata-kata "mengikatkan diri terhadap satu 

orang atau lebih" dapat diartikan hanya cocok untuk perbuatan ~ e ~ i h a k . ' ~  

Dalam pengertian yang telah dijelaskan juga dapat dilihat adanya kata 

"sepakat antar pihak yang saling mengikatkan diri", sepakat dalarn ha1 ini 

merupakan penerapan salah satu asas yang esensial dalam perjanjian, yakni asas 

konsensualisme. Sebagaimana diketahui pula bahwa asas konsensualisme ini 

mempunyai hubungan yang sangat berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak 

(contractvrijheid) dan atas kekuatan mengikat yang terdapat di dalam pasal 1338 

ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi : "Semua persetujuan yang dibuat secara sah 

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang r n e m b ~ a t n ~ a " . ~ ~  

Secara umum, perjanjian diatur dalam Buku 111 KLTH Perdata, serta sistem 

yang dianut di dalamnya yakni sistem terbuka, dimana maksud dari sistem terbuka 

ini adalah para pihak yang membuat perjanjan mempunyai kebebasan dalam 

menentukan serta mengatur bentuk maupun substansi dari perjanjian asalkan 

sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Asas yang sangat terkait dengan 

sistem terbuka dalam KUH Perdata ini adalah asas kebebasan berkontrak. 

Asas kebebasan berkontrak di dalarn pustaka-pustaka yang berbahasa 

inggris dituangkan dengan istilah " Freedom Of Contract" atau "Liberty Of 

Contractmatau "Party Autonomy". Asas kebebasan berkontrak merupakan asas 

26 J. Satrio, Hukum Perikntan Ynng Lahir Dari Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 
1995, Hal. 26 

27 Mariam Dams Badmlzaman, Hukum Kompilasi Periliatan, Ctk. I ,  Citra Adiya Bhakti, 
Bandung, 2001, hal. 83 



yang universal sifatnya, artinya dianut oleh hukum perjanjian di semua negara 

pada ~ m u r n n ~ a . ~ ~  

Menurut Munir Fuady asas kebebasan berkontrak berarti para pihak bebas 

membuat kontrak dan mengatur sendiri isi kontrak tersebut , sepanjang kriteria 

tersebut mernenuhi kriteria sebagai berikut : 

a) Memenuhi syarat sebagai suatu kontrak; 

b)Tidak dilarang oleh Undang-undang; 

c) Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku; 

d) Sepanjang Kontrak tersebut dilaksanakan dengan Iktikad baik.29 

Kebebasan berkontrak merupakan landasan yang kuat bagi perkemb angan 

kontrak atau perjanjian yang seiring dengan dinamisasi zaman lebih 

mengedepankan adanya efisiensi waktu, biaya serta tenaga. Melalui landasan yang 

kuat inilah maka jenis perjanjian baku atau perjanjian yang bersifat standar mulai 

mengedepan serta merambah aspek-aspek hubungan hukum yang dibangun oleh 

karena adanya perjanjian. 

Perjanjian baku adalah suatu kontrak yang dibuat hanya oleh satu pihak 

dalam kontrak tersebut, bahkan seringkali kontrak tersebut sudah tercetak 

(boilerplate) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang 

dalam ha1 ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umurnnya para pihak hanya 

dengan mengisikan data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa 

perubahan dalam klausula-klausulanya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut 

28 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi 
Para Pihak Dalarn Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, Ctk I, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 
1993, ha1 18 

29 Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudzlt Pandang Hukum Bisnis), Ctk. 111, Citra 
Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hal 30 



tidak mernpunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk dapat 

bernegosiasi atau mengubah klasula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu 

pihak tersebut, sehingga biasanya perjanjian baku sangat berat ~ebelah.~' 

Semakin lazirnnya penggunaan perjanjian baku atau perjanjian standar 

sangat mengindikasikan mulai sadarnya para pihak memiliki keterbatasan 

kemarnpuan merancang suatu kontrak atau perjanjian, selain itu pula adanya suatu 

anggapan mahalnya tarif untuk meminta nasehat kepada seorang yuris (pengacara, 

notaris). Oleh karena itu para pihak mulai berinisiatif untuk mempergunakan 

perjanjian-perjanjian yang pernah dibuat serta dicetak secara massal. Dengan 

diberlakukannya perjanjian baku, maka muncul satu pertanyaan, yakni dengan 

sifatnya yang dicetak secara massal, serta baku, apakah perjanjian baku itu sendiri 

telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian? 

Sebagaimana diketahui bahwa syarat sahnya suatu perjanjian secara penuh 

diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dimana dalam beberapa ketentuan 

tersebut, dijelaskan untuk syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, 

yakni : 

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3) Suatu ha1 tertentu; 

4) Suatu sebab yang halal. 

Dari paparan di atas, dapat dilihat bahwa legitimasi perjanjian standar atau 

baku berdasarkan unsur kesepakatannya, dimana pihak yang disediakan perjanjian 

30 Ibid, ha1 76 



standar atau baku menandatangani perjanjian tersebut, selain itu kecakapan secara 

hukum juga menjadi perhatian penuh, dimana secara mutlak hanya seorang subjek 

hukum yang telah cakap di hadapan hukumlah yang diperolehkan melakukan 

hubungan hukum. Adanya objek serta tujuan yang halal juga menjadi suatu 

keharusan bagi para pihak yang membangun hubungan hukum melalui suatu 

perjanjan atau perjanjian baku. 

Perjanjian baku atau standar yang berimplikasi terhadap kurangnya posisi 

tawar menawar hak konsumen, tentunya berrnula dari adanya klausula eksonerasi 

di dalam perj anjian standar atau baku tersebut. Klausula eksonerasi yaitu klausula 

yang berisi pembebasan atau pembatasan pertanggungjawaban dari pihak pelaku 

usaha yang lazirnnya terdapat dalam jenis perjanjian tersebut. 

Klausul-klausul eksonerasi itu dapat muncul dalarn berbagai bentuk. 

Klausul tersebut dapat terbentuk pembebasan sama sekali dari tanggung jawab 

yang hams dipikul oleh pihaknya apabila ingkar janji (wanprestasi). Dapat pula 

berbentuk pembatasan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut. Dapat pula 

berbentuk pembatasan waktu bagi orang yang dirugikan untuk dapat mengajukan 

gugatan atau ganti rugi. Dalam ha1 yang terakhir ini batas waktu seringkali lebih 

pendek dari batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang bagi seseorang 

untuk dapat mengajukan gugatan atau ganti rugi3' 

3' Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit, ha1.76 



Menurut Engels dalam literatur AZ nasution3' menyebut adanya tiga bentuk 

yuridis dari perjanjian dengan syarat-syarat eksonerasi. Ketiga bentuk tersebut 

terdiri atas: 

1) Tanggung jawab untuk akibat-&bat hukum, karena kurang baik dalam 

melaksanakan kewajiban-kewajiban perjanjian. 

2) Kewajiban-kewajiban sendiri yang biasanya dibebankan kepada pihak 

untuk mana syarat dibuat, dibatasi atau dihapuskan (misalnya, pe rjanjian 

keadaan darurat). 

3) Kewajiban-kewajiban diciptakan (syarat-syarat pembebasan oleh salah 

satu pihak dibebankan dengan memikulkan tanggung jawab pihak lain 

yang mungkin ada untuk kerugian yang diderita pihak ketiga). 

Klausula eksonerasi yang membebaskan tanggungjawab seseorang pada 

akibat-akibat hukum yang terjadi karena kurangnya pelaksanaan kewajiban- 

kewajiban yang diharuskan oleh perundang-perundangan, antara lain tentang 

masalah ganti rugi dalam ha1 perbuatan ingkar janji. Ganti rugi tidak dijalankan 

apabila dalam persyaratan eksonerasi tercantum dalam ha1  it^.^^ 

Klausula eksonerasi yang terdapat dalam perjanjian baku banyak yang 

menafsirkan sebagai perjanjian yang melanggar asas keseimbangan padahal 

tidaklah selamanya demikian. Klausul eksonerasi hanya dapat digunakan dalam 

pelaksanaan perjanjian dengan iktikad baik. Eksonerasi terhadap kerugian yang 

timbul karena kesengajaan pengusaha adalah bertentangan dengan kesusilaan. 

32 AZ Nasution, Hzrkzrm Pevlindungan Konsumen, Ctk.1, Daya Widya, Jakarta, 1999, hal. 
100 

33 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungnn Konsumen, Ctk. 2, Sinar Grafika, 
Jakarta, 2008, ha1.142 



karena itu pengadilan mengesampingkan eksonerasi tersebut. Menurut Houwing, 

eksonerasi karena sengaja tidak memenuhi perjanjian adalah sama dengan 

pembatalan perjanjian itu. Bagaimanapun juga, eksonerasi hanya dapat digunakan 

jika tidak dilarang oleh Undang-undang dan tidak bertentangan dengan 

kesusilaan. Dari paparan inilah yang merupakan penjelmaan substansi dari 

perspektif keseimbangan menurt KUH Perdata, terutama pada pasa11337, 1339, 

1338 KUH ~ e r d a t a . ~ ~  

b. Politik Hukum Pidana, dan Kejahatan 

Hukurn pidana lahir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalarn suatu 

entitas hukum. Hukum pidana memberikan wibawa kepada citra hukum melalui 

sifatnya yang memiliki daya ancaman, serta daya paksa demi terwujudnya hukum 

yang tegak dan berkeadilan. 

Hal senada persis sebagaimana yang terdapat dalam 2 (dua) unsur pokok 

hukum pidana, dimana pertarna adalah adanya suatu norma, yaitu suatu larangan 

atau suruhan (kaidah). Sedangkan kedua, adanya sanksi (sanctie) atas pelanggaran 

norma itu berupa ancaman dengan hukum pidana.35 

Melalui hukum pidana, menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara semata-mata dimaksudkan untuk 

merealisasikan negara hukurn sebagaimana dimuat pada penjelasan resmi 

34 Shidarta, Opcit, hal. 152 
35 Wirjono Projodikoro, Asns-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Cetakan Pertama, PT 

Refika Aditama, Bandung, 2003, Hal. 13 



Undang-Undang Dasar 1945 sehingga hukum berperan sebagai pengatur 

kehidupan nasional. 

Mengingat hukum pidana dalarn urgensi perannya untuk mewujudkan cita- 

cita yang termaktub dalarn Undang-Undang Dasar 1945, maka hukum pidana 

sejatinya memiiki tujuan, yang antara lain di antara pendapat sarjana hukum 

diuatarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut :37 

1. untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik 

secara menakut-nakuti orang banyak (generale prevantie) maupun secara 

menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar 

dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (spesialepreventive); 

2. untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan 

suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya 

sehingga bermanfaat bagi masyarakat. 

Melalui hukum pidanalah maka segala ketentuan-ketentuan hukum yang ada 

akan tegak wibawanya mengingat unsur, sifat, serta tujuan hukum pidana seperti 

yang telah dikemukakan tersebut di atas. 

Hukurn pidana juga dapat bahngs i  dalam mengawal perkembangan yang 

ada khususnya pada perkembangan tekhnologi, atau modernisasi. Modernisasi 

merupakan proses penyesuaian diri dengan konstalasi dunia pada waktu ini. 

Secara umum penyesuaian yang dilakukan dalam memodernisasi diri suatu negara 

berupa pergantian teknik produksi dan cara-cara tradisional ke cara-cara modern 

yang tertampung dalarn pengertian revolusi industri. Walaupun dalam arti ini 

36 Leden Marpaung, Asas-Teori Prnktik Hukzlm Pidnna, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, 
Jakarta, 2005, Hal. 1 

37 Wirjono Projodikoro, Op.Cit, Hal. 19-20 



hanya sebagian dari proses yang lebih has. Modernisasi suatu masyarakat adalah 

proses tranformasi, suatu perubahan masyarakat dalam a ~ ~ e k n ~ a . ~ ~ .  

Norma tertinggi dalam proses penyelenggaraan negara di Indonesia adalah 

Pancasila, sehingga seyogyanya instrument hukum yang dibangun dalam proses 

pembangunan hukum, harus direncanakan untuk mernbangun tatanan hukum 

nasional yang modern dengan mengacu pada cita-cita hukum Pancasila. Yang 

dimaksud dengan cita hukurn Pancasila yakni bangunan Tata Hukum Nasional 

Indonesia yang tersusun secara hierarkhis, Berintikan Cita Hukum Pancasila, dan 

yang dioperasionalkan ke dalarn kenyataan, melalui asas-asas hukum nasional, 

baik dalam proses pembentukan hukum positif perundang-undangan maupun 

yurisprudensi. Asas -asas hukum nasional ini harus merupakan penjabaran dan 

mengacu pada cita hukurn Pancasila dimana hams memuat : asas-asas hukurn 

(yang berlaku dan diakui) secara universal; asas-asas hukum yang didistalisasi 

dari hukum adat; asas-asas hukum yang diderivasi secara langsung dari Pancasila; 

serta asas-asas hukum teknis s e k t ~ r a l . ~ ~  

Terhadap pemaparan tersebut di atas, terdapat suatu kontruksi pandangan, 

dimana tanpa adanya sinkronisasi intrumen hukum yang di bangun di Indonesia, 

seperti mengabaikan asas-asas universal yang telah hidup terlebih dahulu, maka 

instrument hukum yang dibangun tersebut akan berpotensi mendistorsi cita-cita 

hukurn Pancasia sebagai norma tertinggi, dan ideologi dalam kehidupan 

38 Sudarto, Huk~lm Pidana dan Perkembangan Masynrakat, Kajian Terhndnp Peinbaharzran 
Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1983, Hal. 39. 

39 ~ e r n a r d  Arief Sidharta, Rejleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum (sebuah penelitian 
tentang fundasi kefilsafatan dan sfat  kelimuan ilmu hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu 
Hukum Nasional Indonesia), Cetakan Pertama, PT Mandar Maju, 1999, Hal. 8 1 



berbangsa dan bernegara di Indonesia, serta akan semakin jauh dalam 

mewujudkan masyarakat yang sadar akan hukum (berhukum).. 

Eksplorasi lebih jauh lagi terhadap pemaparan di atas, dimana dapat kita 

temukan bahwa setiap kajian tentang hukum akan terdapat kajian filosofis dan 

dimensi politis, yang dimana akan selalu kita temukan dan hams dilihat sebagai 

dua ha1 yang tidak boleh diabaikan, yaitu sebagai berikut : 

1. Dimensi politis dalam kajian hukum melihat adanya keterkaitan yang erat 

sekali antara hukum dan politik, bahkan ada yang melihat law as political 

instrument, yang kemudian menjadi lebih berkembang dan melahirkan 

satu bidang kajian tersendiri yang disebut "politik hukum" yang 

kelihatannya dapat mengarah pada perlunya apa yang disebut political 

gelding van het recht atau dasar berlakunya hukum secara politik, 

disamping apa yang ada sekarang yaitu landasan sosiologis, dan landasan 

filosofis; 

2. Dimensi filosofis dalam kajian hukum melihat sisi lain dari hukum 

sebagai perangkat ide-ide yang bersifat abstrak dan merupakan 

penjabaran lebih jauh dari pemikiran filosofis, yaitu apa yang dinamakan 

filsafat huk~rn.~'  

Berdasarkan ha1 ini maka politik hukum lebih banyak mengarah pada 

perumusan konkret tentang apa dan bagaimana seharusnya hukum yang akan 

datang (ius constituendum), yang akan dibentuk, dirumuskan, dan filsafat hukum 

40 Abdul Latif, Hasbi Ali, Politik Hukum, Cetakan Pertama, PT Sinar Grafika, Jakarta 
Timur, 2010, Hal. 17 



yang lebih banyak meramu ide-ide tentang hukum, maka berkembanglah apa yang 

kita bicarakan tentang "ilmu h~kum".~'  

Dalam proses pembangunan hukurn yang dikonsepsikan dalam suatu 

pembuatan peraturan perundang-undangan, politik hukum memiliki peranan 

sangat penting. Pertama, sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu 

peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk menentukan apa yang hendak , 

diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi rumusan pasa1.42 I 

Ruang lingkup politik hukurn menurut Mahfud ~ ~ ~ ~ , s e k u r a n ~ - k u r a n ~ n ~ a  

meliputi tiga kelompok, yakni : pertama, arah resmi tentang hukum yang akan 

diberlakukan atau tidak diberlakukan (legal Policy) guna mencapai tujuan Negara 

yang akan mencakup- penggantian hukum lama dan pembentukan hukum yang 

baru sarna sekali; kedua, latar belakang politik dan sub sistem kemasyarakatan 

yang lain di balik lahirnya hukum, termasuk arah resmi tentang hukum yang akan 

diberlakukan atau tidak diberlakukan; ketiga, persoalan-persoalan di sekitar 

penegakan hukurn, terutama implementasi atas politik hukum yang telah 

digariskan. 

Terhadap segala pemaparan mengenai politik hukum sebagaimana di atas, 

tentunya juga tidak terlepas dengan adanya politik hukum pidana sendiri. Hal 

tersebut mengingat posisi politik hukum pidana yang terdapat sebagai sub sistem 

dari sebuah makro sistem yang dinamakan politik hukum nasional. 

4' Ibid, Hal. 18 
42 Ibid, Hal. 19 
43 Moh Mahfud MD, PerguIatan Politik don Hukum di Indonesia, Gama Media, 

Yogyakarta, 1999. 



Dalam kajian mengenai politik hukum pidana, beberapa literatur Indonesia 

lebih banyak digunakan istilah kebijakan hukum pidana, "kebijakan kriminal", 

"kebijakan legislatif" dan lain-lain. Penggunaan istilah ini juga memerlukan 

kajian lebih lanjut tentang ketepatan dan makna substansinya, karena kebijakan 

memiliki padanan dari kata "policy" (bahasa Inggris) yang penggunaanya lebih 

bersifat teknis eksekutif atau admini~tratif.~~ 

Bertolak dari pengertian mengenai politik hukum pidana sebagaimana yang 

telah dikernukakan sebelumnya, bahwa pelaksanaan politik hukum pidana berarti 

melakukan pilihan untuk menciptakan atau menyusun perundang-perundangan 

pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna bagi 

masyarakat, dalam kesempatan lain, melaksanakan "politik hukum pidana" 

berarti, usaha mewujudkan peraturan perundangan-undangan pidana yang sesuai 

dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan 

datang.45 

Dengan demikian , dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik 

hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan 

merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang merumuskan suatu 

perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam 

definisi "penal policy" dari Marc Ancel yang telah dikemukakan pada uraian 

sebelurnnya, yang secara singkat dapat dinyatakan sebagai "suatu ilmu sekaligus 

44 Mukhammad Najih, Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi (Implementasi Hukum 
Pidana Sebagai Instrumen Dalam Mewujudkan Tujuan Negara), Cerakan Pertama, In Trans 
Publishing, Malang, 2008, Hal. 29 

45 Ibid 



seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dimmuskan 

secar lebih baik".46 

Menurut A Mulder, "Strafrechtspolitiek" ialah garis panduan arah untuk 

menentukan :47 

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau 

diperbaharui; 

2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; 

3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana 

hams dilaksanakan. 

Sebagaimana diketahui bahwa pernbuatan hukum pidana adalah bagian 

dalam kerangka upaya menanggulangi kejahatan, artinya setiap perbuatan negatif 

yang ada dalarn masyarakat tentunya mendapat reaksi dari masyarakat dalarn 

kerangka untuk menekan kejahatan tersebut. Masyarakat tidak akan membiarkan 

adanya perbuatan negatif yang terjadi, oleh karenanya dilakukan berb.agai upaya 

untuk menanggulangi kejahatan itu. Usaha masyarakat untuk menanggulangi 

kejahatan ini disebut dengan istilah politik kriminal atau "c r i~n ina2~ol ic~" .~~  

Kejahatan adalah salah satu penyebab terhalanginya perwujudan atau 

realisasi dari kebijakan sosial. Pelaku dan perilaku kejahatan sesungguhnya tidak 

mengenal adanya strata sosial dalam kehidupan masyarakat. Kedudukan dan 

status sosial, ekonomi, politik, hukum, dan budaya tidak bisa dijadikan tolak 

46 Ibid 
47 /bid 
48 Teguh Prasetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Penerbit Nusa 

Media, Bandung, 2010, Hal. 25 



u k ~ r . ~ ~  Pemaharnan kejajatan pada masa lampau seringkali kehilangan maknanya 

karena melepaskan dirinya dari konsep masyarakat sebagai suatu totalitas yakni 

dari ternpat kejadian dan pemahaman kejahatan itu. Istilah kejahatan dalam ha1 ini 

seringkali dibedakan antara konsep yuri dis, y aitu sebagai perbuatan y ang dilar ang 

oleh undang-undang pidana, dan sebagai konsep sosiologis dan atau psikologis 

yang sering disebut dengan istilah perilaku menyimpang, yakni perilaku yang 

secara empiris dapat diamati sebagai realitas sosial dan merupakan bagian integral 

dari struktur sosial. Kedua konsep tersebut tidak sepenuhnya identik. Dalarn 

tulisan ini, kedua konsep tersebut digunakan secara bersama-sama. 50 

c. Kriminalisasi 

Usaha dalam rangka menanggulangi kejahatan tersebut dilakukan dengan 

kebijakan kriminal (politik kriminal), yang dibedakan menjadi dua pendekatan, 

yakni melalui kebijakan hukum pidana (kebijakan penal), serta kebijakan non 

hukum pidana (kebijakan non penal). Melalui fokus pembahasan mengenai 

kebijakan hukum pidana (kebijakan penal), maka ada dua masalah sentral dalam 

kebijakan hukum pidana tersebut, yakni masalah penentuan :51 

1. Penentuan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana (kriminalisasi); 

2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. 

49 Teguh Sulistia, Aria Zumetti,Huk~int Pidana, Horizon Baru Pasca Reformasi, Cetakan 
Pertama, Rajagrafmd Persada, Jakarta, 201 1, Hal. 35 

50 I .S. Susanto, Statistik Kriminal Sebagai Konstruksi Sosinl (Penyusunan,Penggunnnn dan 
Penyebarannya Suatu Studi Kriminologi), Cetakan Pertama, Genta Publishing, 2010, Yogyakarta, 
Hal. 1 

51 Barda Nawawi, Bungn Rampai Kebijnkan Hukum Pidana, Cetakan ketiga, Hal. 30 



Dalam fokus masalah kriminalisasi, maka hal-ha1 yang hams diperhatikan 

pada intinya sebagai berikut :52 

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan 

nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata 

materiil, spiritual, berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini, maka 

penggunaan hukurn pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan 

mengadakan tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan 

pengayoman masyarakat; 

2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan 

hukum pidana, harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yang 

mendatangkan kerugian (materiil, spiritual) atas warga masyarakat; 

3. Penggunaan hukum pidana hams memperhatikan' kapasitas atau 

kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum,yaitu jangan 

sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting). 

4. Diperhatikan pula "Cost and bene$tprinciplen. 

Hasil simposium pembaharuan hukum pidana nasional, juga memberikan 

pandangan yang serupa dalam memberikan pedoman, kriteria mengenai 

knminalisasi, yakni :53 

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena 

merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan, atau dapat 

mendatangkan korban; 

52 Ibid, Hal. 3 1 
53 Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Semarang, Tahun 1980 

dalam Teguh Prasetyo, Op. Cit, Hal. 155 



2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasil yang akan 

dicapai, artinya cost . pembuatan undang-undang, pengawasan, dan 

penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku, dan 

pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum 

yang akan dicapai; 

3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak 

seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang 

dimilikinya; 

4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita 

bangsa Indonesia, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan 

masyarakat. 

Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau 

penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat 

atau golongan rnasyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidanas4 atau 

proses penetapan suatu perbuatan menjadi perbuatan yang dilarang dan diancam 

dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut." 

Kebijakan kriminalisasi merupakan bagian menetapkan perbuatan yang 

semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana dalam suatu peraturan 

perundang-undangan. Pada hakikatnya, kebijakan luiminalisasi merupakan bagian 

54 Black Law Dictionary dikemukakan bahwa :criminalitation is the rendering of an act 
criminal and hence punishable by government in a proceeding in itsnama. Black,Henry Campbel, 
Fifth Ediiton. Sint Paul Minn : West Publishing Co., 1979,Jal. 337, dalam Disertasi Dr. Salman 
Luthan, S.H.,M.H, "Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan Studi 
Terhadap Pengaturan Tindak Pidana dun Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Perbankan, 
Perpajakan, Pasal Modal, dun Pencucian Uang", Disertasi, UI, Jakarta, 2007, Hal. 52. 

55 Soerjono Soekanto, Kriminologi : Suatu Pengantar, Cetakan Pertama, Jakarta : Ghalia 
Indonesia 1981, Hal. 62. Dalam Disertasi Dr. Salman Luthan,S.H.,M.H, Ibid, Hal. 52-53 



dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana, dan oleh 

karena itu tennasuk bagian dari kebijakan hukum pidana.56 

Karena fokus dalam penelitian ini adalah kriminalisasi terhadap klausula 

eksonerasi, maka penulis dalam penulisan hasil penelitian ini mencoba 

menempatkan dua teori kriminalisasi yang dianggap relevan terhadap isu 

kriminalisasi, yakni teori liberal individualistik, serta teori "ordeningsstrafrecht". 

Titik tolak teori liberal individualistik memiliki persamaan dengan dasar 

teori knminalisasi yang dikemukakan oleh Beccaria yang memakai istilah "Injury 

done to society" diganti dengan istilah "social harm" atau "harm to society". 

Konsep "social harm" ini menurut Jerome Hall, merupakan kata kunci untuk 

menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan.j7 dalam teori liberal individualistik 

ini, fokusnya adalah pada pencegahan terhadap terjadinya kerugian yang 

ditimbulkan oleh orang lain. 

Penerapan prinsip kerugian dalam kriminalisasi dilakukan dengan dua cara. 

Pertama, tindakan yang merugkan merupakan alasan untuk mendukung 

pembenaran kriminalisasi suatu perbuatan. Kedua, perbuatan yang normal tidak 

seharusnya dkriminalisasikan meskipun perbuatan itu menyebabkan kerugian. 

sehingga dengan adanya pemikiran di atas, maka terdapat pula pendapatlargument 

bahwa pemikiran kejahatan oleh negara adalah tidak sah.j8 Latar belakang 

pemikiran seperti tersebut di atas, juga menstimulasi hadirnya pemikiran sejenis 

Teguh Prasetyo, Op.Cit, HaI. 133 
57 Dr.Salman Luthan, SH,MH, Up. Cit, hal. 8 1 
58 Ibid, Hal. 86 



bahwa kriminalisasi terhadap suatu perbuatan merupakan teori konsensus yang 

diterima publik sebagai konsensus umum tentang pelarangan mereka.59 

Teori libertarian individualistik berusaha meminimalkan penggunaan 

kekuatan dan kecurangan dan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Namun, 

kenyataan sosial yang lebih komprehensif berusaha memaksimalkan 

kesejahteraan sosial, dengan memperhatikan larangan-larangan libertarian, tapi 

sekaligus melewatinya untuk dimun&nkan bentuk-bentuk peraturan dan 

perpajakan tertentu dapat mengatasi masalah-masalah ini.60 

Teori lain mengenai dasar pembenaran knminalisasi yang dibahas, yakni 

teori ordeningsstrafrecht. Teori ini menekankan penggunaan hukum pidana 

sebagai instrumen kebijakan pernerintah.61 Penetapan kriminalisasi dalarn teori ini 

bukanlah apa yang dipandang oleh masyarakat sebagai tindakan hukurn yang 

ditunjuk sebagai perbuatan pidana, melainkan apa yang bertentangan dengan 

kebijakan pemerintahlah yang ditetapkan sebagai perbuatan pidana itu.62 

Sedangkan teori pembenaran krirninalisasi yang mengkombinasikan teori- 

toeri liberal individuallistik dan teori ordenering strafrecht, mempunyai asumsi 

bahwa penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana bukan hanya karena 

perbuatan tersebut merugikan orang lain, tapi karena perbuatan tersebut 

bertentangan dengan kebijakan pem&ntah.63 

59 Ibid,Hal. 87 
60 Ibid, Hal. 88 

Ibid, Hal. 107 
62 Ibid 
63 Ibid, Hal. 50 



F. METODE PENELITIAN 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian yang telah dilakukan yakni penelitian normatif, dimana lebih 

mengedepankan pengkonsepsian hukum sebagai law in doctrine meliputi nilai- 

nilai, norma-norma hukum positif atau pun putusan pengadilan. Dalam 

penelitian ini, cakupan penelitian yakni seperti penelitian terhadap azas-azas . . 

hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf 

sinkronisasi hukum, yang keseluruhannya ternaung dalam pendekatan 

konseptual penelitian.64 

Pertimbangan memilih jenis penelitian ini karena bahan utarna penelitian ini 

adalah bahan hukum sekunder yakni berupa risalah pembentukan undang- 

undang yang merupakan arsip Dewan Perwakilan rakyat (DPR). Karena 

penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka penelitian bahan 

kepustakaan merupakan penelitian yang utama. Penelitian lapangan berfungsi 

sebagai penunjang terhadap penelitian kepustakaan. 

Penelitian ini menggunakan 3 pendekatan, yaitu :65 

a. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan dalam memaharni hukum dari 

kaidah normatif aturan hukurn tersebut beserta penjelasannya; 

b. Pendekatan kebijakan, yakni pendekatan dalam pembuatan keputusan 

yang berorientasi kepada tujuan yang hendak dicapai; 

64 SoeYjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ctk. 3, UI Press, Jakarta, hal. 51 
65 Ibid, Hal. 40 



c. Pendekatan nilai, memahami keberadaan suatu aturan undang-undang 

dari sudut nilai-nilai yang melandasi pembentukan undang-undang 

tersebut. 

2. Sumber Bahan Hukum 

a. Penelitian Normatif 

1) Bahan Penelitian 

Bahangenelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah bahan hukum primer dan bahan hukurn sekunder, dan apabila 

diperlukan maka dimungkinkan juga menggunakan bahan hukum tertier. 

Adapun bahan h u h  primer yang digunakan antara lain : 

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 

1 0 Tahun 1 998 Tentang Perbankan; 

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. 

Bahan h u h  sekunder yang dipergunakan antara lain, Risalah Sidang 

Penetapan Kriminalisasi pencanturnan klausula eksonerasi dalam risalah 

pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen, beberapa buku dan referensi yang berkaitan dengan perjanjian 

dalam arti urnum yang di dalarnnya memuat teori mengenai klausula 

eksonerasi, serta literatur-literatur terkait dengan politik hukum pidana, 

kriminalisasi, hukum perlindungan konsumen, dan hasil-hasil penelitian 

sebelumnya yang terkait dengan masalah yang diteliti, serta hasil wawancara. 



Kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif, yaitu analisis yang menguraikan data penelitian menjadi komponen- 

komponen melalui rangkaian kata-kata dan atau gambar.66 Analisis kualitatif lebih 

menekankan analisis terhadap kualitas data daripada kuantitas data itu sendiri 

untuk mengungkapkan karaktemya yang khas, pengertiannya, konteks sosialnya, 

dan relasinya satu sama lain melalui desknpsi dan i n t q r e t a ~ i . ~ ~  

Model analisis halitatif dalam rancangm penelitian ini mengikuti "proses 

melingkar" yang melibatkan tiga proses : memberikan, menggolongkan, dan antar 

hubungan, seperti dalam gambar beriht  

Memberikan 

Menghubungkan \ enggolongkan 

Analisis Kualitatif sebagai proses melingkar 

Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa ada tiga langkah analisis 

kualitatif, yaitu langkah memberikan, menggolongkan, dan menghubungkan. 

Memberikan adalah langkah menguraikan data, menggolongkan adalah 

pengelompokan data berdasarkan pertimbangan tertentu, dan menghubungkan 

66 Ibid, Hal. 48 
67 Ibid. 

Ibid. Hal. 48-49 



adalah upaya mencari hubungan logis antara data yang satu dengan data yang 

lain.69 

Langkah memberikan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan uraian 

menyeluruh mengenai kebijakan hminalisasi terhadap klausula eksonerasi 

berdasarkan risalah sidang penetapan klausula eksonerasi sebagai tindak pidana 

dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, serta hasil wawancara. 

Sedangkan tahap pengklasifikasian atau menggolongkan yakni dengan 

mengklasifikasi hasil wawancara mengenai kriminalisasi klausula eksonerasi yang 

di himpun dari masing-masing kelompok-kelompok responden. Sehingga akan 

dapat terlihat jelas perbedaan desluipsi data hasil dari penelusuran risalah sidang 

dengan wawancara narasumber. Data-data yang sudah diklasifikasi tersebut, 

kemudian dihubungkan satu sama lain dengan cara memperbandingkan hasil 

penelusuran perkembangan kriminalisasi terhadap klausula eksonerasi dengan 

hasil wawancara di lapangan. 

Terhadap karakteristik khas yang muncul dari pengklasifikasian data 

tersebut, maka karakteristik yang muncul tersebut dianalisis dengan teori 

pembenaran knminalisasi (Teori liberal individualistik dan teori ordening 

straftrcht), politik hukum pidana, dan teori klausula eksonerasi. 

G. KERANGKA TESIS 

A. Bab I, 

Dalam bab 1 ini disajikan ulasan mengenai pendahuluan serta latar belakang 

masalah dengan mengangkat beberapa alasan yang menjadi penyebab lnengapa 



penulis tertarik untuk mengambil penelitian ini. Selain itu dalam Bab 1 ini akan 

dibahas pula mengenai tujuan penelitian, bahan-bahan hukurn yang akan 

digunakan dalam penelitian ini, serta cara analisis yang digunakan penulis dalam 

meneliti permasalahan di penelititan ini. 

B. Bab I1 

Dalam Bab 2 ini penulis menyajikan ulasan mengenai teori-teori yang akan 

digunakan dalam penulisan tesis ini, yakni dimulai dari ulasan mengenai tinjauan 

umum mengenai perjanjian, perjanjian baku, dan klausula eksonerasi 

C. Bab 111, 

Dalam Bab 3 Ulasan selanjutnya yakni mengenai Politik Hukum Pidana. 

Dalarn konteks ini penulis menjabarkan teori-teori secara umum mengenai hukum 

pidana, teori mengenai kejahatan, serta teori mengenai kriminalisasi dan dasar 

pembenaran kriminalisasi. 

D. Bab IVY 

Bab ini akan memuat hal-ha1 pemaparan yang dibagi menjadi 5 (lima) 

bagian, bagian yang pertama yakni akan membahas latar belakang ekonomi, sosial 

dan politik terhadap perancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan 

Konsurnen, serta bagian kedua membahas mengenai tujuan dari pembentukan 

Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya bagian ketiga 

yakni pemaparan mengenai knminalisasi klausula baku yang bernuansakan 

klausula eksonerasi pada perjanjian baku yang di dalamnya akan memuat 

diskursus pemikiran legislator dan pemerintah dalam menetapkan pencantuman 

klausula baku bernuansakan klausula eksonerasi sebagai tindak pidana, 



keseluruhan ha1 tersebut guna mendapatkan pemikiran utuh terkait dengan apa 

yang menjadi dasar pembenaran dalam mengktlminalisasi klausula baku 

bernuansakan klausula eksonerasi dalam pe rjanjian baku. Bagian keempat akan 

membahas mengenai akibat atau ekses positif dan negatif klausula baku yang 

bernuansakan klausula eksonerasi dalarn perjanjian baku yang diimplementasikan 

oleh lembaga keuangan perbankan. Sedangkan bagian terakhir yakni bagian 

kelima yang di dalamnya akan memuat bagaimana pandangan ahli hukum bisnis 

maupun ahli hukum pidana baik dari prediksi hasil wawancara langsung, maupun 

hasil riset literatur, dalam memandang klausula baku bernuansakan klausula 

eksonerasi dalam perjanjian baku dianggap sebagai bentuk tindak pidana dalam 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya apabila dikaitkan dengan 

lembaga keuangan perbankan yang pastinya sarat akan menggunakan ltlausula 

baku yang bernuansakan klausula eksonerasi. 

E. Bab V, 

Dalam bab 5 ini, penulis menyajikan ulasan mengenai hasil kesimpulan 

serta saran yang menjadi rekomendasi dari akhir penelitian d& penulisan ini. 



BAB I1 

PERJANJIAN, PERJANJIAN BAKU, DAN KLAUSULA 
EKSONERASI 

A. Pengertian perjanjian 
Sebagaimana diketahui bahwa sebelum membicarakan mengenai perjanjian, 

hendaknya lebih tepat membicarakan perikatan terlebih dahulu. Perikatan 

merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "verbintenis". Perikatan artinya ha1 

yang mengikat antara orang yang satu dengan orang yang lain.?' Hal yang 

mengikat itu adalah peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, misalnya jual 

beli, hutang piutang, dapat berupa kejadian, misalnya kelahiran, kematian, dapat 

berupa keadaan, misalnya pekarangan berdampingan, rumah bersusun.?' Peristiwa 

hukum tersebut menciptakan hubungan h ~ k u m . ? ~  Sedangkan dalam pasal 1233 

KUH Perdata dijelaskan bahwa perikatan itu lahir karena perjanjian dan undang- 

undang. Istilah Verbintenis dalam KUH Perdata ternyata diterjemahkan berbeda- 

beda dalam kepustakaan hukum ~ndonesia .~~ Ada yang menterjemahkan dengan 

istilah perutangan.74 Ada juga yang menterjemahkan dengan istilah perjanjian.75 

Selain itu ada beberapa definisi lain mengenai perikatan. Suatu perikatan adalah 

suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, 

berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu ha1 dari pihak yang 

lain , dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan  it^.'^ Di dalam 

70 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, 11lm. 198 
71 Ibid 
72 Ibid 
73 Ridwan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas H~~lcum Perdata, Ctk 11, PT Alumni, 

Bandung 2006, Hlm. 195 
74 E. Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Ctk lV, Ikhtiar, jakarta, 1957, hlrn. 252 
75 Achmad Ichsan, Hulcum Perdata IB, Pembimbing masa, Jakarta, 1969, hlm. 7, 14 
76 Rldwan Syahrani, Op.cit, hlm. 200 



suatu perikatan itu sendiri terdapat sekuang-kurang 4 (empat) unsur di dalamnya, 

yaitu : 

a. Bahwa perikatan itu adalah suatu hubungan hukum; 

b. Hubungan hukum tersebut melibatkan dua orang (pihak) atau lebih; 

c. Hubungan hukum tersebut adalah hubungan hukum dalam lapangan 

hukum harta kekayaan; 

d. Hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban pada salah satu pihak 

dalam perikatan.77 

Hukum perikatan sendiri dalam KUH Perdata diatur dalarn buku I11 KUH 

Perdata, dimana pengaturan hukum perikatan dilakukan dengan "sistem terbuka", 

artinya setiap orang boleh mengadakan perikatan apa saja baik yang sudah 

ditentukan namanya maupun yang belum ditentukan namanya dal am undang- 

~ n d a n ~ . ~ ~  

Sesuai dengan penggunaan sistem terbuka, maka Pasal 1233 KUH Perdata 

menentukan bahwa perikatan dapat timbul baik karena perjanjian maupun karena 

~ n d a n ~ - u n d a n ~ . ~ ~  Dalam perikatan yang timbul karena perjanjian, kedua pihak 

mempunyai hak dan kewajiban yang hams dipenuhi, dimana pihak debitur wajib 

memenuhi prestasi dan pihak kreditur berhak atas prestasi.80 

Perjanjian dalam dunia hubungan hukurn memang bukanlah ha1 yang baru 

untuk diulas, dari adanya kebutuhan akan terjaminnya perlindungan kepentingan 

para pihak, hingga dapat dijadikannya perjanjian sebagai alat bukti pada proses 

77 Gunawan Widjaja, Seri Aspek Dalam Bisnis Arbitrase Vs Pengadilan Persoalan 
Kompetensi (absolute) Yang Tidak Pernah Selesai, Ctk 1, PT Prenda Media group, 2008, hlrn. 94 

78 Abdulkadir Muhammad, 0p.Cit hlrn. 200 
79 Ibid, hlrn. 201 

Ibid 



pengadilan. Istilah dari perj anjian itu sendiri tidallah hanya seb atas itu, seringkali 

banyak pihak juga menyebutkan kata perjanjian dengan istilah kontrak. Selain itu 

ada juga istilah yang sepadan dengan kontrak yakni istilah transaksi yang 

merupakan terjemahan dari istilah inggris "tran~action".~~ Selain itu ada juga 

pengertian perjanjian menumt fiqh muamalah, dimana menurut fiqh muamalah 

istilah perjanjian yakni aqad. Pengertian akad adalah suatu perikatan antara ijab 

(pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang dinginkan) dan qabul 

(pernyataan pihak kedua untuk menerimanya) dengan cara yang dibenarkan oleh 

syara' menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.'* Agar ijab qabul 

benar-benar mempunyai akibat hukum, maka diperlukan adanya tiga syarat 

sebagai berikut: 

a. Ijab dan Qabul hams dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya 

telah mencapai umur tamyiz (dewasa) yang sudah dapat mengetahui dan 

menyadari isi , perkataan-perkataan yang diucapkan sehingga ucapannya benar- 

benar merupakan keinginan hatinya. Dengan kata lain , ijab dan qabul hams 

diucapkan oleh orang yang cakap melakukan tindakan-tindakan hukum. 

b. Ijab dan qabul hams tertuju pada suatu objek yang merupakan objek aqad. 

c. Ijab dan qabul hams berhubungan langsung dalam suatu majelis, apabila 

kedua pihak sama-sama hadir, atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui 

ada ijab oleh pihak yang tidak hadir.83 

- - - - - - 

" Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis Modern di Era Global, Ctk I ,  PT Citra Aditya 
Bakti, Bandung, 2008, Hlm 9 

82 Ahmad Azhar Basyir, Fiqh Mu'arnalat, Ctk I ,  PBFH, Yogyakarta, 1983, hlrn. 43 
83 ibid 



Pasal 1 3 1 3 KUH Perdata memberikan definisi perjanjian adalah suatu 

perjanjian atau persetujuan dengan satu orang atau lebih mengikat dirinya 

terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian perjanjian ini mengandung unsur 

1. Perbuatan. Pengunaan kata 'perbuatan' pada perumusan tentang 

perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau 

tindakan hukum, karena perbuatan hukum tersebut membawa akibat 

hukum bagi para pihak yang memperjanjikan. 

2. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk adanya 

suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling 

memberikan pernyataan yang cocok /pas satu sama lain. Pihak tersebut 

adalah orang atau badan hukum. 

3. Mengikatkan dirinya. Di dalarn perjanjian terdapat unsur janji yang 

diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalarn perj anjian 

ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya 

~ e n d i r i . ~ ~  

B. Syarat sahnya Perj anjian 

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, untuk dapat menentukan sah atau 

tidaknya perjanjian, maka diperlukan adanya beberapa syarat yang harus dipenuhi, 

adapun syarat tersebut antara lain : 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri 

2. Cakap untuk inembuat suatu perjanjian 

3. Mengenai suatu ha1 tertentu 

84 Abdukadir Muhammad, Hukum Perjanjinn, Alumni, Bandung, Ctk 11,1986. Hlm. 93 



4. Suatu sebab yang halal. 

Berdasarkan persyaratan yang dikemukakan dalam Pasal 1320 KUH Perdata 

tersebut, maka dapat dilihat bahwa dua syarat yang pertama, dinamakan syarat- 

syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya . yang 

mengadakan perjanjian dan berkonsekuensi dapat dibatalkan apabila diabaikan. 

Sedangkan dua syarat selebihnya atau yang terakhir, dinamakan syarat objektif, 

yang apabila diabaikan maka akan berkonsekuensi batal demi hukum. 

Berikut ini akan dipaparkan mengenai syarat sahnya perjanjian sebagaimana 

yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata : 

1. Persetujuan kehendak atau sepakat mereka yang mengikatkan 

dirinya. 

Persetujuan kehendak adalah suatu kesepakatan , seia sekata pihak-pihak 

mengenai pokok perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga 

dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Persetujuan itu sifatnya sudah mantap, tidak 

lagi dalam perundingan.85 Sebelum ada persetujuan, biasanya pihak-pihak yang 

mengadakan perundingan atau negosiasi, pihak yang satu memberitahukan kepada 

pihak yang lain mengenai objek perjanjian serta syarat-syaratnya. Pihak yang lain 

menyatakan pula kehendaknya, sehingga tercapai persetujuan yang mantap. 

Kadang-kadang kehendaknya itu dinyatakan secara tegas dan kadang-kadang 

secara diam-dim, tetapi maksudnya menyetujui apa yang dikehendaki oleh 

pihak-pihak itu.86 

- - 

85 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdcrlcr Indonesia, Op.cit, hlm. 128 
86 Ibid 



Akibat hukum tidak ada persetujuan kehendak (karena paksaan, kekhilafan, 

penipuan) ialah bahwa perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya kepada 

hakim (vernietigbaar, voidle). Menurut ketentuan Pasal 1454 KUH Pdt, 

pembatalan dapat dimintakan dalam tenggang waktu lima tahun, dalam ha1 ada 

paksaan dihitung sejak hari paksaan itu berhenti, dalarn ha1 ada kekhilafan dan 

penipuan dihitung sejak hari diketahuinya kekhilafan dan penipuan atau dihitung 

sejak hari diketahuinya kekhilafan dan penipuan  it^.^^ 

Untuk dapat mengetahui kapan terjadinya kesepakatan, ada beberapa 

macam teori atau ajaran yaitu : 

a.Teori pernyataan, mengajarkan bahwa sepakat terjadi saat kehendak pihak 

yang menerima tawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran 

tersebut, misalnya saat menjatuhkan boloint untuk menyatakan 

menerima. Kelemahannya sangat teoritis karena dianggap terjadinya 

kesepakatan secara otomatis. 

b. Teori pengiriman, mengajarkan bahwa sepakat terjadi pada saat 

kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima 

penawaran. Kelemahannya adalah bagaimana ha1 itu bisa diketahui? 

Bisa saja walaupun sudah dikirim tetapi tidak diketahui oleh pihak yang 

menawarkan. 

c.Teori pengetahuan, mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan 

seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima (walaupun 

penerimaan itu belum diterimanya dan tidak diketahui secara langsung). 

R7 Ibid, hlm.23 1 



Kelemahannya, bagaimana ia bisa mengetahui isi dari penerimaan itu 

apabila belum menerimanya. 

d. Teori penerimaan, mengajarkan kesepakatan terjadi pada saat pihak yang 

menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak. l a ~ a n . ~ ~  

Sehubungan bahwa pemyataan di atas tidak selalu sesuai dengan kehendak, 

maka timbul persoalan bagaimanakah caranya untuk menentukan telah terjadinya 

'kata sepakat7. Para sarjana telah berusaha untuk menyelesaikan dengan 

mengemukakan berbagai teori : 

a.Teori kehendak (wilstheori), Teori ini adalah yang tertua dan menekankan 

kepada faktor kehendak. Menurut teori ini jika kita mengemukakan 

suatu pernyataan yang berbeda dengan apa yang dikehendalu,maka kita 

tidak 

terikat pada pernyataan tersebut 

b. Teori pernyataan ( verklaringstheori) 

Menurut teori ini, kebutuhan masyarakat yang menghendaki bahwa kita 

dapat berpegang pada apa yang dinyatakan. Jika A misalnya, menawarkan sesuatu 

barang kepada B dan diterima oleh B, maka antara A dan B telah terjadi 

persetujuan tanpa menghiraukan apakah yang dinyatakan oleh A dan B itu sesuai 

dengan kehendaknya masing-masing pihak atau tidak. 

c. Teori kepercayaan (Vetrouwenstheori) . 

Salim HS, Perlcembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia, Ctk. I ,  Sinar Grafika, 
Jakarta, 2003, hlm. 30 - 3 1 



Teori sekarang yang sedang dianut, juga oleh yurisprudensi adalah teori 

kepercayaan, dimana menurut teori ini kata sepakat terjadi jika ada pemyataan 

yang secara objekif dapat dipercaya. 89 

2. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan 

Pada umumnya orang yang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum 

apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai usia 21 tahun atau sudah kawin 

walaupun belum 21 t a h ~ n . ~ '  Setiap subjek hukurn memililu hak dan kewajiban 

untuk melakukan perbuatan hukum.Meskipun setiap subjek hukum mempunyai 

hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan hukum 

tersebut haruslah didukung oleh kecakapan dan kewenangan h u k ~ m . ~ '  

Berbeda halnya dengan yang diatur dalarn Pasal 47 Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan,pasal tersebut menetapkan bahwa anak yang 

belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan 

ada di bawah pengawasan orang tua mereka. Sedangkan dalarn Pasal 39 ayat 1 

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menetapkan bahwa 

penghadap hams paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah. 

Akibat hukum ketidakcakapan membuat perjanjian yang telah dibuat itu 

dapat dimintakan pernbatalannya kepada hakim.92 Jika pembatalan tidak 

89 R Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Ctk. 6 ,  Putra A Bardin, Jakarta: 1999, 
hlm. 57 

90 Abdulkadir Muhammad, Hukurn Perdata Indonesia, op.cit, hlm. 23 1 
Djaja S Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Huk~mm Perilntan, 

Ctk I, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, Hlm 93-94 
92 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Loc.Cit, hlm. 23 1 



dimintakan oleh pihak yang berkepentingan, perjanjian itu tetap berlaku bagi 

pihak-pihak.93 

3. Suatu Hal Tertentu 

Suatu ha1 tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian, prestasi 

yang wajib d i p e n ~ h i . ~ ~  Prestasi itu hams tertentu atau sekurang-kurangnya dapat 

d i t en t~kan .~~  Kejelasan mengenai pokok perjanjian atau objek perjanjian ialah 

memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak.96 Jika pokok 

perjanjian, atau objek perjanjian atau prestasi itu kabur, tidak jelas, sulit bahkan 

tidak munglun dilaksanakan, rnaka perjanjian itu batal (nietig~oid).~' 

R Setiawan mengatakan objek perikatan hams memenuhi beberapa syarat 

tertentu, yaitu : 

a. Harus tertentu atau dapat ditentukan. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata 

menyebutkan sebagai unsur terjadinya persetujuan suatu objek tertentu, 

tetap hendaknya ditafsirkan sebagai dapat ditentukan. Karena perikatan 

dengan objek yang dapat ditentukan diakui sah. Suatu contoh yang 

diberikan oleh undang-undang adalah pasal 1465 KUH Perdata yang 

menentukan bahwa pada jual beli harganya dapat ditentukan oleh pihak 

ketiga. Perikatan adalah tidak sah, jika objeknya tidak tertentu atau dapat 

ditentukan, misalnya, seseorang menerima tugas untuk membangun 

sebuah rumah tanpa disebutkan sebagaimana bentuk dan berapa luasnya. 

93 Ibid 
94 lbid 
95 Ibid 
96 Ibid 
97 Ibid 



b. Objeknya diperkenankan, menumt Pasal 1335 dan pasal 1337 KUH 

Perdata, persetujuan tidak akan menimbulkan perikatan jika objeknya 

bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan atau jika dilarang 

oleh undang-undang. P asal23 AB menentukan bahwa sernua perbuatan- 

perbuatan dan persetujuan adalah batal, jika bertentangan dengan 

undang-undang yang menyangkut ketertiban umum atau kesusilaan. Di 

satu pihak pasal 23 AB lebih luas daripada Pasal 1 335 dan Pasal 1 33 7 

KUH Perdata, karena selain perbuatan-perbuatan mencakup juga 

persetujuan akan tetapi di lain pihak lebih sempit, karena selain 

kebatalannya hanya jika bertentangan dengan undang-undang saja. 

c. Prestasinya dimungkinkan. Dahulu untuk berlakunya perikatan 

diisyaratkan juga prestasinya hams mungkin untuk dilaksanakan. 

Sehubungan dengan itu dibedakan antara ketidakmungkinan objektif dan 

subjektif. Pada ketidakmungkinan objektif tidak akan tirnbul perikatan 

sedangkan pada ketidakmungkinan subjektif tidak menghalangi 

terjadinya perikatan. Prestasi pada ketidakmungkinan objektif tidak dapat 

dilaksanakan oleh siapapun, misalnya prestasinya berupa menempuh 

jarak Bandung-jakarta dengan mobil dalarn waktu 1 jam. Pada 

ketidakmungkinan subjektif hanya debitur yang bersangkutan saja yang 

tidak dapat melaksanakan prestasinya, misalnya seorang gagu hams 

menyanyi . 98 

4. Suatu Sebab Yang Halal 



Kata 'causa' berasal dari bahasa latin artinya 'sebab'. Sebab adalah suatu 

yang menyebabkan orang mernbuat perjanjian, yang mendorong orang membuat 

perjanjian.99 Tetapi yang dirnaksud dengan causa yang halal dalam pasal 1320 

KUH Perdata itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang 

mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti 'isi perjanjian 

itu sendiri' yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak.'OO 

Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang 

mengadakan perjanjian. Yang diperhatikan atau yang diawasi oleh undang- 

undang adalah 'isi perjanjian', yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai 

oleh pihak-pihak, apakah dilarang oleh undang-undang atau tidak, apakah 

bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak (pasal 1337 KUH 

pdt).lol Suatu sebab yang halal umurnnya juga dikenal dngan istilah causa yang 

diperbolehkan. KUH Perdata sendiri mengadopsi syarat causa dari code civil 

Perancis yang bersumber dari pandangan domat dan pothier.lo2 

Menurut Hoge Raad, causa sebagai tujuan utama bersama yang hendak 

dicapai para pihak harus diukur menurut keadaan pada saat perjanjian ditutup.lo3 

J Satrio juga menyimpulkan bahwa perjanjian tidak mempunyai kekuatan 

hukum yang mengikat (batal), apabila perjanjian tersebut : 

a. Tidak mempunyai causa; 

b. Causa yang palsu; 

99 Abdulkadir Muhammad, Hukurn Perdata Indonesia, Op. Cit, hlm. 232 
loo Ibid 
lo' Ibid 
'02 Agus Yudha Hernoko, Op.Cit, hlm. 170 
'03 Hoge Raad, dalam buku J Satrio, Hukurn Perjanjian, Ctk 1, Citra Aditya Bhakti, 

Bandung, 1992, hlm 321-353 



c. Causanya yang bertentan gan dengan undang-undang; 

d. Causanya yang bertentangan dengan kesusilaan; 

e. Causanya yang bertentangan dengan ketertiban umum.lo4 

C. has-azas Perjanjian 

Perjanjian merupakan sumber perikatan yang terpenting. 

Perkatan adalah suatu pengertian yang abstrak, sedangkan perjanjian adalah 

suatu ha1 yang konkrit atau suatu peristiwa. Perikatan yang l h r  dari perjanjian, 

mernang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu 

perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh 

undang-undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan. 

Apabila ada dua orang yang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka 

bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan h ~ k u m . ' ~ ~  

Perjanjian menganut sistem terbuka, artinya hukum perjanjian memberikan 

kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian 

yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. 

Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum 

pelengkap (o ptional law), yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh disingkirkan 

manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian.'06 

Hukurn kontrak / perjanjian menganut beberapa azas, yaitu; pertama azas 

konsensualisme, bahwa perjanjian dinyatakan telah lahir apabila telah ada 

kesepakatan diantara pihak. Kedua, azas kebebasan berkontrak, para pihak diberi 

lo4 J Satrio, Hukum Perjnnjian, Ctk I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm 321 
105 Subekti, Hukum Perjnnjian, Ctk XII, PT Internusa, Jakarta, 1990, hlm. 3 
lo6 Ibid 



kebebasan untuk membentuk isi kontrak. Ketiga, azas kekuatan mengikatnya 

perjanjian (pacta sun sewaada). lo7 

Berbeda halnya dengan M Isnaeni yang menyebut beberapa azas sebagai 

tiang penyangga hukum kontrak, yaitu azas kebebasan berkontrak yang berdiri 

sejajar dengan azas-mas lain berdasar proporsi yang berimbang, yaitu: 

1. Azas kebebasan berkontrak 

2. Azas konsensualisme 

3. Azas Pacta sun servanda 

4. Azas keseimbangan 

5. Azas iktikad baik.'08 

Berikut ini akan dibahas satu persatu mengenai beberapa azas-azas 

perjanjian sebagaimana yang disebutkan di atas, yakni dimulai dari azas 

kebebasan berkontrak, azas konsensualisme, azas pacta sunservanda, azas iktikad 

baik, serta azas kesederajatan atau yang lebih dikenal yaitu azas keseimbangan 

1. Asas kebebasan berkontrak 

Azas kebebasan berkontrak merupakan azas yang menduduki posisi sentral 

di dalam hukum kontrak, meskipun azas ini tidak dituangkan menjadi suatu aturan 

hukum, namun mempunyai pengaruh yang sangat h a t  dalam hubungan 

kontraktual para pihak.'09 Kebebasan berkontrak pada dasarnya merupakan 

penvujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia, yang 

perkembangannya dilandasi oleh semangat liberalism yang mengagungkan 

lo7 Sudikno Mertokusumo, Op.Cit, Hlm. 99 
log M Isnaeni, Hukum Perikatan Dalam Era Perdagangan Bebas, dalam Buku Agus Yudha 

Hernoko, Op.cit, hlm 90 
'09 A ~ U S  Yudha Hernoko, Op.Cit, Hlm. 93 



kebebasan individu.'1° Buku I11 BW menganut sistem terbuka, artinya hukum 

memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk mengatur sendiri pola 

hubungan hukumnya. Apa yang diatur dalam buku I11 BW hanya sekedar 

mengatur dan melengkapi . 111 

Adapun pembatasan terhdap kebebasan berkontrak itu sendiri hanya berupa 

,9 112 "ketertiban umum" dan "kesusilaan . 

Menurut Munir Fuady asas kebebasan berkontrak berarti para pihak bebas 

membuat kontrak dan mengatur sendiri isi kontrak tersebut, sepanjang memenuhi 

kriteria sebagai berikut : 

a. Memenuhi syarat sebagai kontrak; 

b. Tidak dilarang oleh undang-undang; 

c. Sesuai dengan kebebasan yang berlaku; 

d. Sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan dengan iktikad baik. 

Asas kebebasan berkontrak menurut hukurn perjanjian Indonesia meliputi 

ruang lingkup sebagai berikut : 

a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat suatu perjanjian; 

b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat 

perj anjian; 

c. Kebebasan untuk menentukan atau mernilih causa dari perjanjian yang 

akan dibuatnya; 

d. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian; 

lo  Ibid 
' I '  Ibid 

Ibid, hlm 94-95 
113 Munir Fuady, Opcit, Hlm. 30 



e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian; 

f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi kekuatan undang-undang 

yang bersifat opsional (anvulend, 

Sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian 

dalam KUH Perdata lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang 

berbunyi "sernua perj anjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- 

Y Y  115 undang bagi mereka yang membuatnya . Dengan menekankan pada perkataan 

semua, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada 

masyarakat bahwa 

diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang 

apa) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang- 

undang. Atau dengan perkataan lain, dalam perjanjian diperbolehkan membuat 

undang-undang bagi kita sendiri. 7~asal-pasal dalam hukum perjanjian hanya 

berlaku, apabila atau tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian- 

perjanjian yang diadakan.'I8 

Dalam praktik dewasa ini, acapkali azas kebebasan berkontrak kurang 

dipahami secara utuh, sehingga banyak memunculkan kesan pola hubungan 

kontraktual yang tidak seimbang dan berat sebelah.' l9  

Dalam perkembangannya asas kebebasan berkontrak semakin tereduksi 

perannya sebagaimana sinyalemen beberapa sarjana. 120 

'I4 Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit, hlm. 47 
'IS Subekti, Op.Cit, hlm 15 
'I6 lbid 
'I7  lbid 
'I8 lbid 

 u us Yudha Hernoko, Op.Cit, Hlm, 96 



Menurut perkembangannya pula asas ini belum mati dalam arti yang 

sebenarnya, namun asas ini setidak-tidaknya sudah tidak lagi tarnpil dalam 

bentuknya yang utuh.12' Faktor-faktor yang mempengaruhi pembatasan kebebasan 

berkontrak menurut Pumahid Patrik, disebabkan : 

a. Berkembangnya dalam lapangan hukum ekonomi yang membentuk 

persekutuan-persekutuan dagang, badan-badan hukurn atau perseroan- 

perseroan dan golongan-golongan masyarakat lain (misal golongan buruh 

dan tani). 

b. Terjadinya pemasyarakatan keinginan adanya keseimbangan antar 

individu dan masyarakat yang tertuju kepada keadilan sosial; 

c. Timbulnya formalisme perjanjian; 

d. Makin banyaknya peraturan di bidang hukum tata usaha negara. 122 

Pembatasan kebebasan berkontrak juga dapat muncul sedemikian rupa 

sehingga muatan isi kontrak tidak lagi ditentukan oleh kehendak atau kepentingan 

(salah satu) pihak terkait, misalnya dalam perj anjian baku. 12' Kebebasan 

berkontrak para pihak dalam memuat kontrak perlu memperhatikan hal-ha1 

sebagai berikut antara lain : 

a. Memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian; 

b. Untuk mencapai tujuan para pihak perjanjian hams mernpunyai causa; 

c. Tidak mengandung causa palsu atau dilarang oleh undang-undang; 

lZ0 Ibid, hlm. 97 
lZ1 Setiawan, Aneka Masnlah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Ctk I ,  Alumni, Bandung, 

1992, hlm 179-180 
lZ2 Purwahid Patrik, dalam buku Ridwan Khairandy, Iktikad Baik Dalarn Kebebasan 

Berkontrak, Ctk I ,  Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2004, hlm. 2 
Iz3 Herlien Budiono, Op.Cit, hlm. 108 



d. Tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, kesusilaan, dan 

ketertiban umum; 

e. Harus dilaksanakan dengan iktikad baik.124 

2. Asas Konsensualisme 

Azas konsensualisme sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 BW angka 1 

kesepakatan dimana menurut azas itu lahir cukup dengan kata sepakat.12' Disini 

yang ditekankan adalah persesuaian kehendak (meeting of mind) sebagai inti dari 

hukum ~e r j an j i an . ' ~~  Karakter universal dari azas konsensualisme, yang 

menekankan pembentukan perjanjian didasarkan pada unsur kesepakatan ( yang 

dibentuk oleh penawaran dan penerimaan). 

Bagaimana untuk dapat menentukan kapan mulai adanya persesuaian antar 

penawaran dan penerimaan ? Tentang ha1 ini tidak kesulitan apabila kedua belah 

pihak pada suatu waktu bersama-sama berada pada suatu tempat dan pada waktu 

itu juga mencapai persesuian penawaran dan penerimaan. '27 Lain halnya apabila 

mereka masing-masing berada di lain tempat, sehingga penawaran dan 

penerimaan hams dilakukan secara swat menyurat atau telegram. 128 

Dalam ha1 ini ada beberapa teori : 

a. Teori saat melahirkan kemauan (Uitings-theorie). 

124 Ibid 
Agus yudha Hernoko, Op.cit, hlm. 106 

12' Ibid 
Wirjono Projodikoro, Azns-Azas Hukurn Perjanjian, Ctk 7, Mandar Maju, Bandung, 

2000, hlm. 29 
Ibid 



Menurut teori ini persetujuan terjadi apabila atas suatu penawaran telah 

dilahirkan kemauan menerimanya dari pihak lain. Kemauan ini dapat dikatakan 

telah dilahirkan pada waktu yang pihak lain ini mulai menulis surat penerimaan. 

b. Teori saat mengirim surat penerimaan (verzand-theorie) 

Menurut teori ini persetujuan terjadi pada saat syarat penerimaan dikirim 

kepada si penawar. 

c. Teori saat menerima surat penerimaan (ontsvangs-theorie) 

Menurut teori ini persetujuan terjadi pada saat surat penerimaan sampai 

pada alamat si penawar. 

d. Teori saat mengetahui surat penerimaan (vernemings-teori) 

Menurut teori ini persetujuan baru terjadi apabila si penawar telah membuka 

dan membaca surat penerimaan itu.12' Para ahli hukum dan juriprudensi di 

pemerintah Belanda tidak sepaham dalam ha1 ini, tetapi mereka semua hendak 

menolak teori yang a, dan teori b , jadi yang menjadi persoalan antara mereka 

ialah pemilihan antara teori c dan teori d.130 

3. Azas Pacta Sunservanda 

Sebagaimana diketahui bahwa azas pacta sun sewanda diatur dalam pasal 

1338 ayat 1 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa "semua perjanjian yang 

dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya". 

Dengan rumusan yang demikian, maka rumusan Pasal 1338 ayat 2 KUH 

Perdata selanjutnya menentukan "perjanjian-perjanjian tidak dapat ditarik kembali 

 bid 
Ibid 



selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh 

undang-undang dinyatakan cukup untuk ini. 

Selain itu, azas yang menyatakan bahwa suatu perjanjian mengakibatkan 

suatu kewajiban hukurn dan para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan 

kontraktual, serta bahwa suatu kesepakatan hams dipenuhi, dianggap sudah 

terberi dan kita tidak pernah mernpertanyakan kembali.I3' 

Menurt David Allan, sejak 450 tahun yang lalu sebelum masehi sampai 

sekarang telah terjadi empat tahap perkembangan pemikiran rnengenai kekuatan 

mengikatnya kontrak, yaitu : 

a. Tahap pertama disebut dengan contracts re 

b. Tahap kedua disebut dengan contract verbis 

c. Tahap ketiga disebut dengan contract litters 

d. Tahap keempat disebut dengan contracts consensus 

Kekuatan mengikat suatu perjanjian yang pada prinsipnya mempunyai daya 

kerja sebatas para pihak yang membuat perjanjian. Hal ini menunjukan bahwa hak 

yang lahir merupakan hak perorangan dan bersifat relatif.13' 

4. Azas keseimbangan, 

Keseimbangan merupakan suatu kata yang terlintas dalam benak tiap orang, 

dimana adanya kesamaan para pihak dalam aspek posisi pengelola usaha dan 

konsumen, Hal ini tentunya didasari pemikiran bahwa dalam perspektif 

perlindungan konsumen terdapat ketidakseimbangan para ~ i h a k . ' ~ ~  

13' Herlien Budiono, Op. Cit, Hlm. 100 
132 M Isnaeni, Loc. Cit, hlm. 32 
133 Agus Yudha Hernoko,Op. Cit, hlm. 66 



Pemahaman makna azas keseimbangan secara umum adalah sebagai azas 

yang memberikan keseimbangan posisi bagi para pihak yang berkontrak. '34 

Hubungan konsumen dan pengelola usaha diasumsikan hubungan yang sub 

ordinat, sehingga konsumen berada dalarn posisi .yang lemah dalam proses 

pembentukan kehendak kont rak t~a1n~a . l~~  Dalarn hubungan sub ordinat posisi 

tawar menawar yang lemah, dominasi produsen serta beberapa kondisi lain 

diasurnsikan terdapat ketidakseimbangan dalam hubungan para pihak.136 

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka konsurnen perlu diberdayakan dan 

diseimbangkan posisi t a ~ a r n ~ a . ' ~ ~  Dalam konteks ini azas keseimbangan yang 

bermakna "equal-equilibrium" akan bekerja memberikan keseimbangan manakala 

posisi tawar menawar para pihak dalarn menentukan kehendak menjadi tidak 

seimbang. Tujuan dari azas keseimbangan adalah hasil akhir yang menempatkan 

posisi para pihak seimbang (equal) dalam menentukan hak dan k e ~ a j i b a n n ~ a . ' ~ ~  

Dalam kamus, kata keseimbangan berarti keadaan seimbang (seimbang 

sarna berat, setimang, setimpal,); dalam ilmu fisika keseimbangan diartikan 

sebagai keadaan yang terjadi bila semua gaya dan kecenderungan yang ada pada 

setiap benda atau sistem persis dinetralkan atau dilawan oleh gaya atau 

kecenderungan yang sama besar tetapi mempunyai arah yang  be^-1a~anan.l~~ 

Dalam ha1 ini tentunya azas keseimbangan tidaklah tepat apabila hanya 

mengedepankan kepentingan pihak konsumen iakni nasabah. Kepentingan 

134 Ibid, hlm. 233 
13' Ibid, hlm. 66 

ibid 
137 ibid 
13' Ibid, hlm. 67 
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daripada pengelola usaha pun juga tetap hams diakomodir agar terhindar dari 

kerugian. Azas keseimbangan muncul sebagai respon terhadap perkembangan 

yang terjadi dalam format perjanjian. Sebagaimana contoh yang dapat dilihat 

yakni pada perjanjian baku, dimana dalam proses pembuatannya saja hingga pada 

penawaran yang dilakukan sangat berpotensi untuk mengabaikan ' azas 

keseimbangan para pihak yang hams dijaga dalam perjanjian. 

Potensi tersebut muncul oleh karena proses pembuatannya yang dibuat oleh 

satu pihak, dan dalam proses penawarannya pihak lain hanya diberikan pilihan 

untuk mengambil atau meninggalkan penawaran tersebut. Azas keseimbangan 

para pihak ini muncul karena kekuatan yang mengikat suatu perjanjian atas dasar 

azas-azas yang lain, tetaplah tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang 

hidup dalam tubuh masyarakat.l4' Hal ini diperkuat sebagaimana yang dijelaskan 

dalam amanat konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27, 28, 29 ayat 

(1) sampai dengan Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34 yang secara substansial 

mengatur mengenai perlunya keselarasan antara kepentingan individu dengan 

kepentingan masyarakat atau yang lebih  mum.'^^ Hal serupa juga disampaikan 

oleh Presiden Soekarno pada tanggal 15 juli 1945 tatkala menjelaskan landasan 

falsafah konstitusi "Buangltih sarna sekali paham individualism itu, janganlah 

dimasukan dalam Undang-Undang Dasar kita jang dinamakan rights of the 

citizens sebagai jang dianjurkan oleh Repoebik Perantjis itu adanya". 142 

Kesepahaman akan pentingnya semangat keseimbangan serta jiwa komunal dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara inilah yang menjadi azas yang dinainakan 

140 Herlien Budiono, Op. Cit, Hlm. 328 
14' Ibid 
'42 Ibid 



azas keseimbangan serta seharusnya menjadi pegangan terhadap pemberlakuan 

mas-azas yang lain dalam mengatur hubungan hukum yang dibangun atas dasar 

perjanjian. 

5. Azas Iktikad Baik, azas iktikad baik diatur dalam 1338 (3) KUH Perdata 

yang menyatakan bahwa : "perjanjian -perjanjian hams dilaksanakan dengan 

iktikad baik." Adapun iktikad baik sangat erat kaitannya dengan hari atau niat 

awal ketika perjanjian iu hendak dilaksanakan. Sehingga dapat dikataan bahwa 

iktikad baik dapat dilihat di awal perjanjian atau yang biasa disebut dengan pra 

kontrak atau perjanjian. 

D. Macam-macam perjanjian 

Perkembangan kontrak yang ada saat ini merupakan hasil penyesuaian 

terhadap perkembangan zaman serta perkembangan akan kebutuhan masyarakat 

dalam menjalin hubungan hukum satu sama lainnya. Atau dengan kata lain 

dengan adanya perkembangan zarnan, maka hukum pun juga hams .brut serta 

dalam memberikan penyeimbangan di dalamnya, sehingga nantinya manfaat dari 

hukum itu sendiri dapat dirasakan seluruh aspek masyarakat. Pada dasarnya 

macam-macam bentuk pe rjanjian dapat dibedakan sebagai berikut : 

a. Perjanjian timbal balik dan sepihak, perjanjian timbal balik adalah 

perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak berprestasi secara timbal 

balik, misalnya jual beli, sewa menyewa, tukar menukar. Sedangkan 

perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu 

berprestasi dan mernberi hak kepada pihak yang lain untuk menerima 

prestasi, 



misalnya perjanjian hibah, hadiah. 

b. Perjanjian bernarna dan perjanjian tidak benama, perj anjian bernama 

adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, yang 

dikelompokan sebagai perjanjian-perjanjian khusus dan dan jumlahnya 

terbatas, misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, 

dll. 

c. Perjanjian obligator dan kebendaan, Perjanjian obligator adalah 

perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban, misalnya dalam jual 

beli, sejak terjadi, consensus mengenai benda dan harga, penjual wajib 

menyerahkan benda d m  pernbeli wajib membayar harga, penjual berhak 

atas pembayaran harga dan pernbeli berhak atas benda yang dibeli. 

d. Perjanjian konsensus dan riil, perjanjian konsensual adalah perjanjian 

yang terjadinya itu bar=  dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban 

saja bagi pihak-pihak. Tujuan perjanjian baru tercapai apabila ada 

tindakan realisasi hak dan kewajiban tersebut. Perjanjian riil adalah 

perjanjian yang terjadinya itu sekaligus realisasi tujuan perjanjian, yaitu 

pemindahan hak. '43 

Sedikit berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh Salim HS, bahwa 

pembedaan perjanjian, yakni perjanjian dapat dilakukan secara lisan maupun 

secara tulisan.Yang termasuk dalam perjanjian secara lisan adalah 

143 Abdulkadir Muhammad, Hukurn Perdata Indonesia. Op. Cit, Hlm. 227-228 
'44 Salim HS, Op. Cit, Hlm. 19 



a. Perjanjian konsensual, dimana perjanjian hanya dengan kata sepakat dari 

para pihak saja sudah cukup untuk timbulnya perjanjian yang 

bersangkutan. 

b. Perjanjian riil, adalah perjanjian yang hanya beraku sesudah terjadinya 

penyerahan barang atau kata sepakat bersarnaan dengan penyerahan 

barangnya. 

Adapun yang termasuk dengan perjanjian tertulis antara lain : 

A. Perjanjian standar atau perjanjian baku, perjanjian baku adalah suatu 

perjanjian tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam perjanjian 

tersebut, bahkan seringkali perjanjian tersebut sudah tercetak dalam bentuk 

f o r m ~ l i r . ' ~ ~  Adapun syarat sahnya suatu perjanjian mesti ditinjau sehubungan 

dengan adanya perj anjian baku ini, antara lain adalah : 

1. Syarat kausa yang halal terutama misalnya jika ada unsur 

penyalahgunaan keadaan 

2. Syarat kausa yang halal terutama jika adanya unsur pengaruh tidak 

pantas 

3. Syarat kesepakatan kehendak, terutama jika ada keterpaksaan atau 

ketidakjelasaan bagi salah satu pihak. '46 

B. Perjanjian formal, adalah perjanjian yang telah ditetapkan dengan format 

ter ter~tu '~~ misalnya pada perjanjian hibah dengan akta notaris, atau akta / 

perjanjian perdamaian yang dilakukan secara tertulis. 

14' Munir Fuadi, Loc. Cit, Hlm.76 
146 Ibid 
14' Subekti, op. cit, hlm. 16 



E. Perjanjian Baku 

a) Pengertian 

Secara tradisional suatu perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasan 

berkontrak dimana diantara dua pihak yang mempunyai kedudukan seimbang dan 

kedua belah pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi 

terjadinya perjanjian itu melalui suatu proses negosiasi diantara mereka. Namun 

kecenderungan makin memperlihatkan bahwa banyak perjanjian di dalam 

transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang mengindahkan 

azas keseimbangan diantara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara di 

pihak 

yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian 

yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk 

disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak 

lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan. Perjanjian 

yang demikian ini dinamakan perjanjian standar atau perjanjian baku atau 

perjanjian adhesi.14* 

Yang dimaksud perjanjian baku ialah perjanjian yang hampir seluruh 

klausu-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada 

dasarnya tidak mempunyai peluang untuk -mkrundingkan atau meminta 

perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa ha1 saja, misalnya yang 

menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu, dan beberapa ha1 lainnya 

14' Sutan Remi Sjahdeni, op. cit, hlm 65 



yang spesifik dari objek yang diperjanjikan.149 Inti dari isi perjanjian baku ialah 

syarat-syarat perjanjian yang mengatur kewajiban dan hak serta tanggung jawab 

pihak-pihak. 

b) Ciri-ciri perjanjian Baku 

Sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, maka ciri-ciri 

perjanjian baku mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan tuntutan 

masyarakat . 

Ciri-ciri tersebut mencerminkan prinsip ekonomi dan kepastian hukum yang 

berlaku di negara-negara yang bersangkutan. Prinsip ekonomi dan kepastian 

hukurn dalam perjanjian baku dilihat dari kepentingan pengusaha bukan dari 

kepentingan konsumen. Dengan perubahan syarat-syarat perjanjian, kepentingan 

ekonomi pengusaha lebih terjamin karena konsumen hanya menyetujui syarat- 

syarat yang diberikan pengusaha. 

Adapun ciri-ciri perjanjian baku antara lain: 

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisinya lebih h a t .  

Maksudnya disini adalah syarat-syarat perjanjian serta isi dari perjanjian 

yang merupakan pernyataan kehendak ditentukan sendiri secara sepihak 

oleh pelaku usaha. Karena syarat-syarat perjanjian itu dimonopoli oleh 

pelaku usaha maka sifatnya cenderung lebih menguntungkan pengusaha 

daripada konsumen. Penentuan secara sepihak oleh pelaku usaha dapat 

diketahui melalui format perjanjian yang sudah siap pakai. Pihak 

149 [bid, hlm 66 



Konsumen yang mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha ini tinggal 

menandatangani saja. 

2. Masyarakat (konsumen) sama sekali tidak ikut bersama-sama 

menentukan isi perjanjian. Seperti yang ada pada ciri pertama bahwa isi 

perjanjian dibuat oleh pihak yang merniliki posisi dominan. 

3. Maka pada ciri kedua ini pihak masyarakat (konsumen) tidak ikut 

menentukan isi perjanjian karena perjanjian tersebut telah dibuat baku 

atau telah dibakukan oleh pihak pelaku usaha, dan bagian dari pihak 

pelaku konsumen adalah hanya bertugas untuk menyetujui atau menolak 

isi dari perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha atau "take it or leave it". 

Sifat perjanjian yang "take it or leave it" membuat konsumen bersedia 

memikul beban tanggung jawab yang timbul dari ketentuan perjanjian 

tersebut. Jika konsumen menerima syarat-syarat perjanjian yang 

diberikan kepadanya, maka tanda tanganilah perjanjian itu. Jika 

konsumen tidak setuju dengan syarat-syarat perjanjian yang diberikan, 

maka tidak boleh tawar-menawar syarat-syarat yang sudah dibakukan itu. 

Menawar syarat-syarat baku berarti menolak perjanjian. Jadi dalam ha1 

ini konsumen hanya boleh memilih menerima, atau "take it or leave it". 

4. Terdorong oleh kebutuhannya sebagai konsumen terpaksa menerima 

perjanjian itu. Konsumen sebagai pihak yang posisinya lemah 

dibandingkan pihak pelaku usaha terpaksa hanya bisa menerima 

perjanjian tersebut. Konsuinen tidak dapat melakukan ha1 lain lagi baik 

menentukan isi perjanjian yang telah jelas ditentukan oleh pihak pelaku 



usaha maupun untuk melakukan semacam tawaran atau negosiasi 

terhadap isi perjanjian tersebut kepada pihak pelaku usaha. 

5. Bentuk tertentu ( tertulis) 

Maksudnya disini adalah naskah perjanjian keseluruhan dan dokumen 

perjanjian yang memuat syarat-syarat baku. Kata-kata atau kalimat 

pernyataan kehendak yang termuat dalam syarat-syarat baku dibuat 

secara tertulis berupa akta otentik atau di bawah tangan. Karena dibuat 

secara tertulis, maka perjanjian yang memuat syarat-syarat baku itu 

menggunakan kata-kata atau kalimat yang teratur dan rapi. Syarat baku 

dalam perjanjian memuat konsep yang dimuat dalarn beberapa perjanjian 

yang masih akan dibuat dalam jumlah tidak tertentu tanpa merundingkan 

terlebih dahulu isiriya. Sehingga pada asasnya isi perjanjian yang 

dibakukan tersebut adalah tetap dan tidak dapat diadakan perundingan 

lagi. 

6. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal dan kolektif. 

Ciri ini menyatakan bahwa perjanjian ini dibuat dan diolah secara massal 

dan kolektif, yaitu formulir perjanjian ini dibuat sebanyak mungkin dan 

sama baik isi maupun bentuknya. Ini bertujuan untuk menambah efisiensi 

biaya, waktu, dan tenaga serta membuat praktis karena sudah tersedia 

naskah yang dicetak berupa formulir atau blangko yang siap diisi atau 

ditandatangani. Adapun format perjanjian baku meliputi model, rumusan, 

dan ukuran. Format tersebut sudah dibakukan, sehingga tidak dapat 

diganti , diubah, atau dibuat dengan cara lain karena sudah dicetak. 



Rumusan syarat-syarat perjanjian dapat dibuat secara rinci dengan 

menggunakan norma atau pasal-pasal, atau secara singkat klausula- 

klausula tertentu yang mengandung arti tertentu yang hanya dipahami 

oleh pengusaha, sedangkan konsumen sulit atau tidak mernahaminya 

dalam waktu ~ i n ~ k a t . ' ~ ~  

c) Jenis-jenis perjanjian Baku 

Perjanjian baku dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis yaitu; 

1. Perjanjian baku sepihak, yaitu perjanjian yang isinya ditentukan oleh 

pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat 

itu ialah pihak pengusaha yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) 

kuat dibandingkan pihak konsumen. 

2. Perjanjian baku timbal balik , adalah perjanjian baku yang isinya 

ditentukan oleh kedua belah pihak. Misalnya perjanjian baku yang 

dipihak-pihaknya terdiri dari pihak majikan dan pihak lainnya buruh. 

Kedua pihak lazimnya terikat pada organisasi, misalnya pada perjanjian 

buruh kolektif. 

3. Perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah. Ialah perjanjian baku yang 

isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum 

tertentu, misalnya perjanjian yang mempunyai objek hak atas tanah. 

4. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat 

adalah pajanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah 

disiapkan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang 

"O Mariam Darul Badrulzaman , Perjnnjian Baku (Standar) Dan Perkembangannya Di 
Indonesia, Alumni, Bandung. Hlm 57 



minta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan (contract model). 

1 5 1  

Perjanjian baku selain jenis-jenis yang telah disebutkan di atas juga dapat 

ditemukan perjanjian baku dalam bentuk tanpa tanda tangan, serta. tanda tangan 

sepihak. 

d) Cara pemberlakuan Perjanjian Baku 

Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, setiap orang bebas membuat 

perjanjian dalarn mencapai tujuan ekonomi yang dikehendakinya,tanpa 

memperdulikan apakah ia memahami atau tidak maksud rumusan syarat-syarat 

Yaw 

ditentukan dalarn perjanjian yang diberikan oleh pihak lawannya. Yang penting 

baginya ialah tujuan yang dikehendaki berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan 

itu tercapai, yaitu menguasai dan atau memiliki serta menikrnati benda objek 

perjanjian secara patut. Dikatakan secara patut jika benda yang dikuasai dan atau 

dimiliki itu sesuai dengan identitas yang diperjanjikan, ketepatan waktu 

penyerahanlpembayaran, tidak ada cacatnya, dan penikmatannya memberikan 

kepuasan sesuai dengan fungsinya. Dalam uraian ini, yang dimaksud dengan 

syarat-syarat perjanjian ialah ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi oleh 

pihak-pihak dalarn pelaksaan perjanjian guna mencapai tujuan perjanjian. Syarat- 

syarat perj anjian meliputi ketentuan-ketentuan mengenai: 

1. Kewajiban dan hak pihak-pihak 

2. Wanprestasi 

15' ibid 



3.  Akibat wanprestasi 

4. Tanggung jawab dan eksonerasi 

5. Penyelesaian sengketa. 152 

Syarat-syarat baku diberlakukan melalui perjanjian lisan atau tertulis. 

Hondius (1976) mengemukakan, sebagaimana dikutip juga oleh Abdulkadir 

Muhammad 4 (empat) cara atau metode memberlakukan syarat-syarat baku, yaitu 

1. Penandatanganan dokumen perjanjian; 

2. Pernberitahuan melalui dokumen perjanjian; 

3. Penunjukan dalam dokumen perjanjian; 

4. Pemberitahuan melalui papan pengumuman. 153 

Dasar berlakunya syarat-syarat baku dapat ditinjau dari beberapa aspek, 

yaitu:'54 

1. Dari Aspek hukum 

Secara yuridis, Pasal 1338 (1) KUH Perdata menyatakan, perjanjian yang 

dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. 

Berlaku sebagai Undang-undang artinya mempunyai kekuatan mengikat sarna 

dengan undang-undang, jadi ada kepastian hukum. Konsekuensinya pasal 1338 

ayat (2) KLTH Perdata menyatakan, pihak dalam perjanjian tidak dapat 

membatalkan perj anjian 

I52 Abdulkadir Muhammad (I), Perjanjinn Baku dnlam Praktek Perusnhaan 
Perdngangan,PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992 hlm9-10 

Ibid, hlm 23-24 
lS4 Ibid, hlm 26-28 



secara sepihak (tanpa persetujuan pihak lawannya) perjanjian yang telah dibuat 

dengan sah itu. Keterikatan pihak-pihak dapat dibuktikan dengan penandatangan 

perjanjian, atau penerimaan dokumen perjanjian. 

2. Dari aspek kemasyarakatan 

Perrnasalahan filosofi yang muncul ialah apa dasarnya konsumen mau 

menandatangani perjanjian atau menerima dokumen perjanjian? Menurut 

Zeylernaker yang pendapatnya sebagaimana dikutip oleh Abdulkadir Muhammad, 

mengemukakan ajaran penundukan kemauan (wilsondenueping) yang menyatakan 

bahwa orang mau tunduk karena ada pengaturan yang arnan dalarn lalu lintas 

masyarakat, yang disusun oleh orang ahli dalam bidangnya, dan tidak berlaku 

sepihak, sehingga orang tidak dapat berbuat lain daripada tunduk.Pendapat lain 

yang dikuti oleh Abdulkadir Muhammad, yakni pada Stein yang menyatakan 

bahwa kebutuhan praktis dalam lalu lintas masyarakatlah yang menyebabkan 

pihak lain terikat pada semua syarat baku tanpa mempertimbangkan apakah ia 

memahami syarat-syarat itu atau tidak, asal ia dapat mengetahuinya. Abdulkadir 

Muhammad juga mengutip tanggapan Hondius terhadap zeylemaker bahwa 

pendapat beliau ini dapat dipakai sebagai dasar keterikatan konsumen, tetapi 

dengan ketentuan bahwa keterikatan itu dilengkapi dengan alasan kepercayan. 

Jadi menurut Hondius penandatanganan atau penerima tidak hanya terikat karena 

ia mau, melainkan juga karena ia percaya pada pihak lain itu berdasarkan 

perhitungannya. 

3. Dari aspek ekonomi 



Menanggapi permasalahan filosofis tadi, Zonderland yang sebagaimana 

pendapatnya juga dikutip oleh Abdulkadir Muhammad, menyatakan penggunaan 

pendekatan nil. Ia menyatakan bahwa keterikatan konsumen pada syarat-syarat 

baku karena konsumen ingin menukar prestasi dan sekaligus menerima apapun 

yang tercantum dalam syarat-syarat baku dengan harapan ia luput dari musibah( 

halangan). Jadi pendekatan riil Zonderland ini ialah kebutuhan ekonomi yang 

hanya akan terpenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pengusaha, walaupun 

dengan syarat-syarat baku yang lebih berat berdasarkan pengalaman .tidak 

senantiasa merugikan konsumen. Kalaupun memang timbul kerugian karena suatu 

halangan, itu adalah resiko. 

Jika disimpulkan, atas dasar apa konsumen terikat pada syarat-syarat baku 

yang ditetapkan oleh pengusaha, ialah motivasi kebutuhan ekonomi yang menurut 

perhitungannya hanya akan terpenuhi secara normal dengan menerima syarat- 

syarat baku yang diberikan oleh pengusaha. Berdasarkan pengalaman, kebutuhan 

ekonomi tersebut selalu terpenuhi tanpa halangan ( kerugian) yang digambarkan 

dalam syarat-syarat baku. Karena itulah konsumen mau menandatangani 

perjanjian atau menerima dokumen perjanjian itu. 

Ada 3 ( tiga) tolak ukur dalarn Pasal 1337 KUHPerdata untuk menentukan 

apakah klausul atau syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam suatu perjanjian 

baku dapat berlaku dan dapat mengikat para pihak. Tolak ukur itu adalah undang- 

undang (wet), moral (goedezeden), dan ketertiban umum (openbare orde). 

Sedangkan menurut Pasal 1339 KUHPerdata tolak ukurnya adalah kepatutan 

(biljkheid), kebiasaan (gebruik), dan undang-undang ( wet). Atau apabila 



digabungkan tolak ukurnya dari kedua pasal itu adalah undang-undang moral, 

ketertiban urnum, kepatutan, dan keb ia~aan . '~~  

F. Klausula Eksonerasi 

a. Pengertian klausula eksonerasi 

Sebagaimana diketahui bahwa dengan adanya pemberlakuan terhadap suatu 

perjanjian baku atau perjanjian standar, maka ha1 yang perlu mendapatkan 

perhatian penuh, serta dikhawatirkan adalah terdapat adanya klausula eksonerasi 

dalarn perjanjian baku tersebut. Klausula eksonerasi merupakan syarat-syarat yang 

menghapuskan atau membatasi tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan 

perjanjian.156 Sama halnya juga dengan apa yang dijelaskan dalam literature Sutan 

Remy Sjahdeiny, yakni masalah hukum kedua yang terpenting berkenaan dengan 

banyaknya digunakan perjanjian-perjanjian baku di dunia bisnis ialah masalah 

yang berkaitan dengan pencantuman klausul atau ketentuan yang secara tidak 

wajar sangat memberatkan pihak lainnya. '57 

Perhatian besar sehubungan dengan pencantuman klausul-klausul yang 

memberatkan dalarn perjanjian baku, sebagaimana telah diberikan oleh para 

hakim dalam berbagai yurisprudensi, oleh para ahli hukum dalam berbagai 

pustaka hukum dan oleh badan-badan legislative dalam berbagai undang-undang 

dari berbagai negara itu, adalah dalarn rangka usaha untuk melindungi 

kepentingan konsumen yang merupakan pihak 'yang lemah dalam perjanjian 

b a k ~ . ' ~ ~  

Ibid, hlm 1 19 
Purwahid Patrik, Op. Cit, Hlm. 38 

lS7 Sutan Remy Sjahdeiny, Op. Cit, Hlm. 71 
Ibid, hlrn. 72 



Diantara klausul- ltlausul yang dinilai sebagai klausul yang memberatkan 

dan yang banyak muncul dalam perjanjian baku adalah yang disebut dengan 

klausul eksemsi.lS9 Un.tuk istilah klausul eksemsi ini, mariarn dams Badrulzaman 

menggunakan istilah eks~ne ra s i . ' ~~  

Yang dimaksudkan dengan klausul eksemsi atau klausul eksonerasi ialah 

apa yang oleh Mariam Darus Badrulzaman disebut sebagai klausula yang berisi 

pembatasan pertanggunganjawab dari kreditur.161 

David Yates yang pendapatnya dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeiny 

mengernukakan secara sengaja 1ebih.memilih untuk memakai istilah exclusion 

clause daripada exemption clause. 162 Menurut Yates exclusion adalah any term in 

a contract restricting, excluding or modlfiing a remedy or a liability arising out 

of a contractual o b ~ i ~ a t i o n . ' ~ ~ ~ a r i  definisi-definisi tersebut di atas, maka menurut 

hemat Sutan Remy Sjahdeiny, yang dimaksudkan dengan klausul eksonerasi atau 

klasul eksemsi adalah klausul yang bertujuan utuk membebaskan atau membatasi 

tanggungjawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalarn ha1 yang 

bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya 

yang ditentukan di dalam perjanjian tersebut. 

b. Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku 

Secara yuridis-teknis, syarat eksemsi atau eksonerasi dalam suatu 

perjanjian, khususnya perjanjian baku biasanya dilakukan melalui 3 ( tiga) metode 

sebagai 

ibid 
l69bid 
16' Ibid, hlm. 74 

ibid 
'63 Ibid, hlrn 75 



berikut : 

a. Metode pengurangan atau bahkan penghapusan terhadap kewajiban- 

kewajiban hukum yang biasanya dibebankan kepada salah satu pihak. 

Misalnya melalui upaya perluasan pengertian keadaan darurat (force 

majeur). 

b. Metode pengurangan atau bahkan penghapusan terhadap akibat hukum 

karena pelaksanaan kewajiban yang tidak benar. Misalnya pengurangan 

atau penghapusan ganti kerugian jika terjadi wanprestasi dari salah satu 

pihak dalarn kontrak. 

c. Metode menciptakan kewajiban-kewajiban tertentu kepada salah satu 

pihak dalam perjanjian. Misalnya, tanggung jawab salah satu pihak, 

tetapi dibebankan kepada pihak lain dalam ha1 terjadi kerugian kepada 

pihak ketiga yang berada di luar k ~ n t r a k . ' ~ ~  

Mengingat daripada peran klausul eksonerasi yang dapat merugikan salah 

satu pihak, maka sampai sejauh mana pemberlakuan klausul eksonerasi dalam 

perjanjian dan menurut hukum? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, 

kita hams melihat terlebih dahulu bahwa perjanjian adalah terdiri dari penawaran 

dan penerimaan dari kedua belah pihak. 166 Kalau penawarannya diterima 

terjadilah kesepakatan dan perjanjian mengikat sesuai dengan Pasal 1338 KUH 

~ e r d a t a . ' ~ ~  Sehubungan dengan ha1 itu, maka diatur pula dalam Pasal 1335 KUH 

Perdata, Bahwa perjanjian tanpa sebab atau karena sebab yang palsu atau 

164 Munir Fuadi, Hukum Kontrak Dnri Sudut Panclang Hukum Bisnis, hlm. 98 - 99 
' 6 5  Purwahid Patrik, Op. Cit, hlm. 39 
16' ibid 
167 ibid 



168 terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Kemudian dalarn Pasal 1337 KUH 

Perdata tertulis bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang- 

undang, atau apabila bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban 

umum. 169 

Menurut pendapat R.J.H Engels sebagaimana dikutip juga oleh Purwahid 

Patrik dinyatakan bahwa kerugian dapat disebabkan oleh: 

a. Kesengajaan diri sendiri; 

b. Kesalahan besar sendiri; 

c. Kesalahan ringan sendiri; 

d. Kesengajaan atau kesalahan oleh orang-orang bawahan. 170 

Eksoenerasi untuk kesengajaan sendiri pada umumnya dianggap melawan 

kesusilaan basal 1335 KUH Perdata, dan pasal 1337 Kuh Perdata), meskipun 

tidak ada keputusan umum dari Hoge ~ a a d . ' ~ '  

Eksonerasi untuk kesalahan besar, tidak jelas maka harus diteliti dari suatu 

kejadian ke kejadian lain apakah telah melampaui batas-batas yang d i i ~ i n k a n . ' ~ ~  

Eksonerasi untuk kesalahan ringan yang dibuatnya sendiri umumnya 

diterima, hanya berpendapat disinipun tidak dapat diben pendapat umum. 

Selalu hams diteliti maksud dari pihak-pihak yang bersangkutan dan 

keadaan-keadaan.'73 Eksonerasi untuk kesalahan atau kesengajaan dari orang- 

orang bawahan dengan tegas diperbolehkan oleh Hoge ~ a a d . ' ~ ~  

'68 Ibid, hlm. 40 
169 ibid 
17" ibid 

17' ibid 
17' ibid 

'73 ibid 



c. Syarat Sah Klausula Eksonerasi 

Menurut Arthur Lewis, agar klausul eksonerasi menjadi sah dan dapat 

dilaksanakan menurut common law, pengadilan telah menetapkan beberapa 

prinsip, termasuk yang berikut ini : 

a. Keberadaan klausula tersebut hams diketahui oleh pihak yang lain. Tidak 

jadi soal pihak yang lain tersebut sudah membacanya atau belum, tetapi 

setidak- tidaknya hams mengetahui klausula itu ada. Jadi pemegang tiket 

hams diberitahu bahwa di atas tiket tersebut tertera pernyataan "the 

conditions of contract are obtainable on request ". 

b. Klasula eksonerasi atau rujukan pada klausula eksonerasi haruslah 

tercantum dalam "a contractual document and not in a mere voucher or 

receipt". 

c. Terakhir bahwa klausula tersebut wajib diketahui oleh pihak lain sebelum 

atau pada saat perjanjian dibuat. Jika tarnu hotel telah membaca 

pernberitahuan yang tertempel di pintu karnar di hotel itu, maka 

pengadilan 

d. memutuskan bahwa pemberitahuan itu tidak berlaku. 175 

Berikut ini beberapa prinsip hukurn perjanjian yang ditegaskan melalui 

kasus Photo Production: 

1. Perjanjian terdiri dari kewajiban dan kewajiban sekunder ( yang bersifat 

tegas maupun yang tidak langsung). 

- - 

174 ibid 
1'75 Arthur Lewis, Dasnr-Dnsnv Hzckum Bisnis, ctk 1, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 102 



2. Kewajiban primer adalah kewajiban-kewajiban yang diemban para pihak 

terhadap perjanjian. 

3. Kewajiban sekunder adalah kewajiban-kewajiban yang menjadi ada jika 

salah satu pihak melanggar kewajiban primer terhadap perjanjian, 

misalnya, kewajiban untuk membayar ganti rugi (walaupun para pihak 

mungkin sudah terlbih dahulu memodifikasi kewajiban tersebut dengan 

cara membatasi jumlah ganti rugi). 

4. Semua kegagalan untuk menyelesaikan kewajiban primer merupakan 

pelanggaran perjanjian, tetapi kewajiban yang belum terpenuhi dari 

masing-masing pihak tetap tidak berubah, '76 kecuali untuk dua ha1 : 

a. Pelanggaran mendasar (fundamental breach); jika pelanggaran kewajiban 

primer tersebut berakibat hilangnya banyak keuntungan kontrak yang 

dimaksudkan untuk diperoleh pihak yang tidak bersalah, maka pihak 

tersebut dapat memilih mengakhiri kewajiban-kewajiban primer kedua 

belah pihak; 

b. Pelanggaran kondisi (Breach of condition); Jika pelanggaran kewajiban 

primer tidak berlangsung sampai dasar perjanjian, tetapi para pihak 

terlebih dahulu bersepakat bahwa pelanggaran tersebut akan mengizinkan 

pihak yang tidak bersalah untuk mengambil keputusan seperti halnya 

dalam "pelanggaran mendasar" di atas. 

Dengan demikian, semua kewajiban primer tetap ada, kecuali bila pihak 

yang tidak bersalah memutuskan untuk mengakhiri kewajiban-kewajiban tersebut. 

17' Ibid, hlm. 107 
177 Ibid 



Asalkan tepat, jelas, dan relevan, maka klausula eksonerasi dapat 

diberlakukan pada dua kasus pengecualian tadi untuk mengecualikan kewajiban 

primer yang belum terlaksana. Dalam suatu perjanjian, dapat dirumuskan klausula 

eksonerasi karena keadaan memaksa, karena perbuatan pihak-pihak dalam 

perjanjian. Perbuatan pihak-pihak ini dapat mengenai kepentingan pihak kedua 

dan pihak ketiga. Dengan dernikian, ada tiga syarat kemunglunan eksonerasi dapat 

dirumuskan dalarn syarat perjanjian: 

a. Eksonerasi karena keadaan memaksa 

Kerugian yang timbul adalah karena keadaan memaksa bukan tanggung 

jawab pihak-pihak. Tetapi dalam syarat-syarat perjanjian dapat dibebankan 

kepada konsumen, dan pengusaha dibebaskan dari tanggungjawab. Misalnya 

dalarn beli sewa barangnya musnah karena terbakar. Sebab kebakaran bukan 

karena kesalahan para pihak. 

Dalarn ha1 ini pembeli diwajibkan melunasi harga yang belum dibayar lunas 

berdasarkan klausula eksonerasi 

b. Eksonerasi karena kesalahan pengusaha yang merugikan pihak kedua 

Kerugian yang timbul karena kesalahan pengusaha seharusnya menjadi 

tanggungjawab pengusaha. Hal ini dapat terjadi karena tidak baik atau lalai daam 

melaksanakan kewajiban terhadap pihak kedua. Tetapi dalarn syarat-syarat 

perjanjian, kerugian dibebankan kepada konsumen, pengusaha dibebaskan dari 

tanggungjawab . Misalnya dalam perjanjian pengangkutan ditentukan barang 

bawaan yang rusak atau hilang bukan tanggungjawab pengangkut. 



c. Eksonerasi karena kesalahan pengusaha yang merugikan pihak ketiga. 

Kerugian yang timbul karena kesalahan pengusaha seharvsnya menjadi 

tanggung jawab pengusaha. Tetapi dalam syarat-syarat perjanjian, 

kerugian yang timbul dibeankan kepada pihak kedua, yang ternyata yang menjadi 

beban pihak ketiga. Dalarn ha1 ini pengusaha dibebaskan dari tanggungjawab, 

temasuk juga terhadap tuntutan pihak ketiga.'78 

Klausul eksemsi atau klausul eksonerasi hanyalah salah satu penvujudan 

dari klausul yang secara tidak wajar sangat me~nberatkan. '~~ Suatu klausul yang 

tidak membebaskan atau membatasi tangungjawab salah satu pihak terhadap 

gugatan pihak lainnya, dapat saja dirasakan sebagai memberatkan pihak 

lainnya. 180 

Secara yuridis teknis, syarat eksonerasi dalarn suatu perjanjian biasanya 

dilakukan melalui 3 (tiga) metode sebagai berikut : 

a. Metode pengurangan atau bahkan pengahapusan terhadap kewajiban- 

kewajiban hukum yang biasanya dibebankan kepada salah satu pihak. 

Misalnya, dilakukan melalui upaya perluasan pengertian force majeur ( 

keadaan darurat) 

b. Metode pengurangan atau bahkan penghapusan terhadap akibat hukum 

karena pelaksanaan kewajiban yang tidak benar. Misalnya,pengurangan 

atau penghapusan ganti kerugian jika terjadi wanprestasi dari salah satu 

pihak dalam perjanjian. 

178 Abdulkadir Muhammad, Perjanjian Baku dalnnz Praktek Perusahann Perdagnngan, 
Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal. 21-22 

179 sutan Remy Sjahdeini, op.cit, hlm. 77 
I g O  Ibid 



c. Metode menciptakan kewajiban-kewajiban tertentu kepada salah satu 

pihak dalarn perjanjian. Misalnya, tanggung jawab salah satu pihak, 

tetapi dibebankan kepada pihak lain dalarn ha1 terjadi kerugian kepada 

pihak ketiga yang berada di luar perjanjian.181 

181 Op.cit, hlm 76 



BAB 111 

POLITIK HUKUM PIDANA, KEJAHATAN, DAN KRIMINALISASI 

A. Politik Hukum Pidana 

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik 

hukum maupun dari politik kriminal.menurut prof Sudarto, Politik Hukum 

adalah: lS2 

1) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai 

dengan keadaan dan situasi pada suatu saat; 

2) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang benvenang untuk 

menepatkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang 

diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang 

terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita- 

citakan. 

Bertolak dari pengertian demikian, maka Prof Sudarto selanjutnya 

mengatakan , bahwa melaksanakan "politik hukum pidana", berarti mengadakan 

pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti 

memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesernpatan lain beliau 

menyatakan, bahwa melaksanakan politik hukum pidana, berarti usaha untuk 

mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan 

dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. 

182 Barda Nawawi, Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan KUHP 
Baru),Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 201 1 ,Hal. 26 

Ibid 



Terhadap ha1 demikian, maka politik hukum pidana mengandung arti, 

bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang- 

undangan pidana yang baik. Pengetian demikian terlihat pula dalarn definisi 

"penal policy" dari Marc Ancel yang telah dikemukakan pada uraian pendahuluan 

secara singkat dapat dinyatakan sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan 

untuk memungkinkan peraturan hukurn positif dirurnuskan secara lebih baik. 

Mendasarkan pada definisi Marc Ancel itu, maka yang dimaksud dalarn penal 

poliiy adalah peraturan perundang-undangan dalarn hukum pidana. Istilah penal 

policy sendiri, menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah kebijakan atau 

politk hukurn pidana.'84 

Politik hukum pidana adalah bagian integral dari politik kriminal dan politik 

sosial secara keseluruhan. Dengan demikian untuk mengatasi kejahatan dalam 

masyarakat, dilakukan secara serentak dari seluruh kebijakan sosial tersebut. 

Hukum pidana hanyalah salah satu bagian di antara banyak bagian yang lain. Oleh 

karena itu, maka pidana bukanlah segala-galanya atau sebagai panglimanya.'85 

Hukum pidana adalah bagian yang integral dari politk hukum pidana, 

dimana setiap perbuatan negatif dalam masyarakat akan diatasi oleh masyarakat 

dengan berbagai macam cam, manakala cara-cara tersebut tidak dapat juga 

mengendalikan perbuatan negatif itu, maka baru digunakan "pidana" untuk 

menanggulanginya. Hal inilah yang dikatakan bahwa hukum pidana itu sebagai 

ultirnurn remedium (obat terakhir atau senjata terakhir).'86 

184 Ibid, Hal. 27 
185 Ibid, hat. 27 
186 Teguh Prasetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Op. Cit Ha1.26 



Hukum Pidana memiliki sifat yang keras dan negatif, oleh karena terdapat 

ancaman sanksi pidana di dalarnnya, itulah alasan mengapa instrumen hukum 

pidana dijadikan sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi kejahatan. 

Keterangan yang menjelaskan bahwa instrumen hukum pidana merupakan salah 

satu upaya untuk menanggulangi kejahatan, oleh karena banyak media lain yang 

dapat difungsikan sebagai alat penanggulangan kejahatan. 

Seirama dengan pemaparan itu, Barda Nawawi mengemukakan, bahwa 

usaha penanggulangan kejahatan banyak dilakukan dengan berbagai cara namun 

hasilnya belum memuaskan. Salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah 

menggunakan hukum pidana dengan sanksinya berupa .hukum pidana. Namun 

dernikian, usaha ini masih sering dipersoalkan. Sehingga penggunaan hukum 

pidana dalam menghadapi kejahatan, sekaligus sebagai usaha pengendalian 

perbuatan anti sosial terhadap seseorang yang melanggar hukum, merupakan 

suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting.187 

Pidana adalah suatu reaksi atau delik, dan benvujud suatu nestapa yang 

dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik. Nestapa yang 

ditimpakan kepada pembuat delik bukanlah suatu tujuan yang terakhir dicita- 

citakan masyarakat, tetapi nestapa hanyalah suatu tujuan yang terdekat. Sehingga 

hukum pidana dalam usahanya mencapai tujuan-tujuannya tidaklah dengan 

semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana, tetapi dengan jalan menggunakan 

tindakan-tindakan. Sehingga tindakan dapat dipandang suatu sanksi, tetapi bersifat 

pembalasan,dan ditujukan semata-mata pada prevensi khusus, dan tindakan 

'87 Ibid, Hal. 9 



dimaksudkan untuk menjaga keamanan masyarakat terhadap ancaman 

bahayanya. lg8 

Hukum pidana berbeda dengan bagian hukum yang lain, yaitu terjadinya 

penambahan penderitaan dengan sengaja dalam bentuk pidana, dengan tujuan lain, 

yakni menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan, guna menjaga 

ketertiban, ketenangan, dan kedamaian dalam masyarakat.lg9 Hukum pidana 

adalah hukum sanksi negatif, karena sifat dari hukum pidana itu, maka dapat 

berfungsi sebagai sarana upaya lain sehingga mempunyai fungsi yang subsidair. 

Dalam hukum pidana, penentuan perbuatan-perbuatan apa yang perlu diancam 

dengan hukum pidana dan jenis-jenis pidana serta cara penerapannya, maka 

pidana atau sanksi sangat penting.190 Sekarang ini muncul apa yang disebut 

dengan hukum pidana fungsional, yakni hukum pidana bukan saja berfungsi 

sebagai untuk memberikan nestapa pada pelaku kejahatan, tetapi juga mengatur 

masyarakat agar hidup lebih damai dan tenteram. Penerapan hukum pidana tidak 

selalu berakhir dengan penjatuhan pidana, tetapi dikenal dengan juga dengan asas 

oportunitas yang disebut pardon, di samping dikenal juga dengan sanksi yang 

disebut dengan tindakan, yang dalam hukum pidana ekonomi sangat luas, ada 

tindakan tata tertib sementara yang dikenakan oleh jaksa dan ada tindakan tata 

tertib yang dikenakan oleh hakim, juga ada sistem penundaan pidana dan pidana 

188 Syaiful Bakhri, Perkembangnn Stelsel Pidnna Indonesia, Cetakan Pertama, Total Media, 
Yogyakarta, 2009, Hal. 1 

189 J.M Van Bemmelen, Hztkilrn Pidann I .Hukum Pidana Materiil Bagian Umzim, 
Sebagaimana dikutip oleh Syaiful Bakhri, Ibicl. 

lgO Ibid. hal. 3 
lgl ibid 



Penggunaan upaya hukum, tennasuk hukurn pidana, sebagai salah satu 

upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijaksanaan 

penegakan hukum di samping bertujuan mencapai kesejahteraan masyarakat pada 

umurnnya, maka kebijaksanaan penegakan hukum ini pun termasuk dalam bidang 

kebijaksanaan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang terrnasuk masalah 

kebijaksanaan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan 

suatu keharusan. Tidak ada kernutlakan dalam bidang kebijaksanaan, karena pada 

hakekatnya dalam masalah kebijaksanaan orang dihadapkan pada masalah 

penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif. Dengan demikian, 

masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hum 

pidana, bukan hanya merupakan problem sosial, tetapi juga merupakan masalah 

kebijaksanaan. Sehingga dapat dilihat dari sudut ini, apakah ada yang 

mempermasalahkan apakah perlu kej ahatan ini ditanggulangi, dicegah, atau 

dikendalikan dengan rnenggunakan sanksi pidana.'g2 

B. Kejahatan 

Suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan bila memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut : 

1. Harus sudah dilakukan atau tidak dilakukan. Bahwa orang yang 

bemiat untuk melakukan sesuatu dilarang oleh hukum atau berencana 

melakukan kejahatan bersama-sama dengan orang lain tidaklah cukup 

disebut kejahatan. hams ada tindakan; 

lg2 Ibid, Hal 10 



2. Yang dilakukan atau tidak dilakukan iu haruslah melanggar hukum 

yang melarang atau memerintahkannya; 

3. Harus ada niat jahat (mens rea) atau keteledoran pidana. Istilah mens 

rea digunakan untuk mendeskripikan bentuk niat tersebut; 

4. Harus ada niat dan pelaksanaan tindakan sekaligus atau keteledoran 

pidana; 

5. Hukuman hams ditetapkan oleh ~ n d a n ~ - u n d a n ~ . ' ~ ~  

Pengertian kejahatan dalam perspektif hukum pidana, mendapat dukungan 

dari sejumlah kriminolog. C Ray Jeffrey, yang mengatakan bahwa kejahatan hams 

dipelajari dalam kerangka hukurn pidana, sehingga kita bisa yakin dalam kondisi 

seperti apa perilaku didefinisikan jahat dan bagaimana undang-undang 

berinteraksi dengan sistem normatif lain. '94 

Senada dengan Jeffrey, Michael dan Adler mengemukakan bahwa definisi 

kejahatan dalam perspektif hukum pidana merupakan definisi yang paling ringkas 

dan tidak membingungkan untuk memahami kejahatan. selain itu, definisi 

kejahatan menurut hukum pidana adalah satu-satunya definisi "kejahatar~".'~~ 

karena definisi hukum pidanalah yang menentukan perilaku mana yang dianggap 

jahat. Austin T. Turk mengatakan bahwa knminolog perlu meneliti bagaimana 

hukum pidana dirumuskan untuk dijalankan. 

Menurut Paul Tappan menyebutkan 4 (empat) a'lasan penggunaan definisi 

kejahatan dalam perspektif hukum pidana, yaitu 

~ 

'" Hugh D Barlow dalam Disertasi Dr.Salman Luhan. Op.Cit, Hal. 128 
lg4   bid, Hal. 129 
195 Ibid, Hal. 130 



1. Statistik kejahatan yang disusun lembaga-lembaga resmi 

berdasarkan pelanggaran-pelanggaran hukum pidana; 

2. Tidak ada kesepakatan umum tentang apa yang dimaksud dengan 

perilaku antisosial; 

3. Tidak ada kesepakatan umum tentang nonna-norma yang 

pelanggarannya merupakan perilaku non norrnatif kriminal; 

4. Undang-Undang Dasar A.S dan undang-undang negara bagian 

menyediakan banyak pertimbangan bagi indvidu dari stigmatisasi 

yang tidak adil. 

Menurut Sue Titus Reid, bagi suatu perumusan hukum tentang kejahatan, 

maka hal-ha1 yang perlu diperhatikan adalah antara lain:196 

1. Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja atau omissi. Dalam 

pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena 

pikirannya, melainkan hams ada suatu tindakan atau kealpaan dalarn 

bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan 

kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak 

dalam kasus tertentu. Di samping itu pula, harus ada niat jahat ( 

criminal intent; mens rea ); 

2. Merupakan pelanggaran hukum pidana; 

3. Yang dilakukan tanpa adanya suatu pernbelaan atau pembenaran 

yang diakui secara hukum; 

196 Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, Mulyana, Kriminologi Suatu Pengantar, 
Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 198 1, Hal. 45 



4. Yang diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau 

pelanggaran. 

Sutherland (1949) menekankan bahwa cirri pokok dari kejahatan adalah 

perilaku yang dilarang oleh negara, oleh karena merupakan perbuatan yang 

merugikan negara dan terhadap perbuatan itu, negara bereaksi, dengan hukuman 

sebagai suatu upaya yang pamungkas.'97 

Herman Mannheirn, seorang ahli knminologi Inggris menganggap bahwa 

perumusan hukum tentang kejahatan sebagai perbuatan yang dapat dipidana 

adalah lebih tepat, walaupun kurang informatif. Namun ia mengungkapkan 

sejumlah kelemahan yakni antara lain bahwa "pengertian hukurn tentang 

kejahatan terlalu luas". 19* 

Pada pokoknya menurut Mannheirn, istilah kejahatan pertama-tama h a s  

digunakan dalam bahasan teknis hanya dalam kaitannya dengan kelakuan yang 

secara hukum merupakan kejahatan; kedua, kelakuan itu, jika sepenuhnya 

terbukti, adalah kejahatan dengan tidak melihat apakah benar-benar dipidana 

melalui peradilan pidana atau tidak ditangani oleh alat-alat penegak hukum lain 

atau tidak; ketiga keputusan tentang altematif-altematif apakah yang tersedia dan 

akan digunakan tergantung pada pertimbangan dalam kasus individual; dan 

terakhir. Kriminologi bebas menggunakan klasifikasi-klasifikasinya sendiri : 

Adapun alasan-alasan diterimanya rumusan hukum tentang kejahatan 

menurut Haskell dan Yablonsky, adalah 

197 Ibid, 
lg8 Ibid,Hal. 46 
199 /bid, ha1.46-47 



1. Statistik kejahatan berasal dari pelanggaran-pelanggaran hukum 

yang diketahui oleh polisi, yang dipertegas dalam catatan-catatan 

penahanan atau peradilan serta data yang diperoleh dari orang- 

orang yang berada dalam penjara, atau parole. Perilaku yang tidak 

normative serta perilaku anti sosial yang tidak melanggar hukum 

tidak mungkin menjadi bagian catatan umum apapun ; 

2. Tidak ada kesepakatan umum mengenai apa yang dimaksud 

dengan perilaku anti sosial; 

3. Tidak ada kesepakatan umum mengenai norma-noma yang 

pelanggarannya merupakan perilaku non normatif dengan suatu 

sifat atau kejahatan (kecuali bagi hukum pidana); 

4. Hukurn menyediakan perlindungan bagi seseorang dan stigrnatisasi 

yang tidak adil. Adalah suatu kesalahan apabila meninggalkan ha1 

ini dalam rangka membuat pengertian kejahatan lebih inklusif. 

Pengertian mengenai kejahatan secara komprehenif juga dapat dilihat dari 

berbagai sudut pandang atau perspektif, antara lain : 

a. Kejahatan dalam perspektif moral 

Moral memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap hukum pidana, baik 

dalam proses pembentukan hukum pidana maupun dalam proses penegakan 

hukum pidana. Pengaruh moral terhadap hukum pidana terutama terlihat pada 

masyarakat-masyarakat primitif, dimana hukum dan keadilan diidentifikasi 

sebagai konsep-konsep yang mengatur aspek inoral dari perilaku sosial. Bahkan 



kodifikasi hukum yang luas di Yunani dan Romawi menggabungkan moralitas 

dan h~kum.~OO 

Hubungan moral dan hukurn pidana melahirkan konsepsi kejahatan "mala 

in se", yakni kejahatan yang bukan hanya melanggar undang-undang, tapi juga 

melanggar kaidah-kaidah moral, dan kejahatan "maha prohibita", Yaitu kejahatan 

yang merupakan pelanggaran hukurn undang-undang. Mengenai ha1 ini, Hugh D. 

Barlow mengernukakan : 

"the connection between law and morality less clear, and people 
categorized crimes as mala prohibita-meaning evil because they are forbidden-or 
mala in se meaning evil themselves. Mala prohibita crim would include drug 
oflences, traffic violation, and embezzelement; example of mala in se crime acts 
that are inherently evil, include rape, murder,arson, and robbery." 

Analisis sejarah hukum pidana mengidentifikasikan adanya pengaruh agarna 

dan moralitas dalarn menetapkan suatu perbuatan sebagai kejahatan, seperti 

mengenai pengaruh moralitas terhadap kriminalitas, yang diungkapkan oleh 

Helvetius. Helvetius mengungkapkan bahwa "hukum pidana menggambarkan 

kekuatannya dari moralitas masyarakat". Suatu perbuatan yang tidak salah 

menurut berbagai cara pandang, tidak boleh dikualifikasikan sebagai kejahatan.20' 

pendapat senada dikemukakan pula oleh biderman dkk yang mengemukakan 

bahwa kajahatan mempunyai signifikansi dalam proporsi yang luas dengan 

perasaan moral orang banyak. Pengaruh ini tidak terbatas pada orang-orang yang 

menjadi korban secara langsung.202 

Kejahatan merupakan bagian dari perbuatan-perbuatan amoral. Perbuatan 

amoral dikualifikasikan sebagai kejahatan dengan perbuatan yang paling 

200 Dr. SalmanLuthan, Disertasi, Up. Cit, hal. 132 
201 Ibid, hal. 133 
'02 Ibid. 



dipandang amoral oleh masyarakat. Hubungan perbuatan amoral dengan kejahatan 

dapat digambarkan dengan 2 (dua) buah lingkaran yang bertitik pusat pada satu. 

Perbuatan-perbuatan amoral merupakan lingkaran besar, sedangkan kejahatan 

adalah lingkaran yang lebih k e ~ i l . ~ ' ~  

Perbuatan amoral adalah perbuatan anti sosial menuut pindangan 

masyarakat. Meskipun demikian, pada dasarnya tidak ada perbuatan yang "perse 

a-moral atau kejahatan. dengan demikian berarti tidak ada kejahatan alarniah 

(natural crime). Konsepsi kejahatan tergantung kepada masyarakat. Karena 

masyarakat senantiasa berubah dengan cepat, maka perasaan kesusilaan akan ikut 

berubah pula. Perubahan perasaan kesusilaan akan mempengaruhi konsepsi 

masyarakat mengenai kejal~atan.~'~ 

b. Kejahatan dalam perspektif sosiologi 

Menurut perspektif sosiologis, kejahatan muncul dalam berbagai 

terminologi, yaitu perilaku menyimpang, perbuatan anti sosial, perbuatan tercela, 

perbuatan yang merugikan masyarakat, perbuatan penyelewengan adat dan norma 

sosia~.~O~ 

Sebagai salah satu bentuk dari perilaku menyimpang, kejahatan dapat 

diartikan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari aturan-aturan normatif yang 

berlaku atau penyelewengan terhadap adat istiadat dan aturan hubungan sosial 

dimana pelakunya dapat disiksa atau dibunuh oleh warga-warga suatu komunitas. 

Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau 

ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau 

203 Ibid, hal. 134 
'04 Ibid. 
2051bid, Hal. 137 



keteraturan sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun 

ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi 

berlangsungnya ketertiban sosial. 

c. Kejahatan dalam perspektif psikologi 

Sudut pandang psikologi memandang, kejahatan sebagai suatu perbuatan 

yang abnormal, yang merupakan cerrninan perilaku seseorang dalam 

bermasyarakat di mana perilaku itu berkaitan dengan kegiatan kejiwaan individu 

yang tidak selaras dengan norma-norma dan nilai-nilai sosial. Abnormalitas 

memang dapat disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya psikopatogik 

(psikopat, maniac, gila, dsb) atau sakit jiwa, penyimpangan perilaku, kelainan 

kejiwaan, dsb.206 

Kejahatan sendiri, menurut (Sutherland 1960) mengandung unsur, yaitu 

.207 

a. Adanya nilai politis yang diterima golongan; 

b. Adanya konflik kebudayaan; 

c. Adanya paksaan dari golongan yang menerima nilai. 

Berdasarkan dari pengertian kejahatan yang memiliki diversifikasi makna, 

serta dapat dilihat dari berbagai macam perspektif, maka tidak menutup 

kemungkinan pula, bahwa mernandang suatu pengertian utuh tentang kejahatan, 

206 Diakses pada http://www.ut.ac.idihtmYsuplemen/sosi4302/modu2.htm, tanggal 26 
Desember 2012 pukul 17.00 
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dapat dilakukan melaui beberapa sudut pandang. Beberapa ha1 sudut pandang 

dalam melakukan pendekatan terhadap kejahatan antara lain :208 

a. Pendekatan konsensus dan konflik 

Pendekatan ini memiliki sudut pandang yang berbeda dalam 

mendefinisikan kejahatan. Pendekatan dengan konsensus, melihat 

bahwa masyarakat memiliki satu persepsi atau asumsi yang sama dalam 

melihat kejahatan, sementara pendekatan konflik melihat bahwa 

kejahatan merupakan satu istilah yang muncul akibat adanya 

perbedaan-perbedaan gagasan di mas yarakat, yang pada dasarnya juga 

memiliki tingkat dan kelompok kepentingan yang berbeda pula. Dalam 

pandangan konflik, kejahatan merupakan satu definisi yang diberikan 

oleh kelompok kepentingan yang lebih berkuasa atau dominan terhadap 

kelompok minoritas dengan menerapkan atau menjalankan satu sistem 

penghukuman dan opresi bagi yang melanggar peraturan tersebut. 

Negara dalam ha1 ini merupakan salah satu contoh dari ilustrasi 

sebagaimana kelompok dominan memberikan definisi kejahatan bagi 

kelompok yang ada di bawahnya atau yang berbeda dengan 

kepentingan negara tersebut. 

b. Piramida John Hagan 

208 Diakses pada http://mmshwzikri.wordpress.com/2012/04/06/kejahatan-apakah-itu- 
&a-mendefinisikan-dm-menakar-masalah-keahat- tanggal 27 Desember 2012 Puku15.38 



Garnbar ini diakses padaLUY 

John Hagan lebih jauh menjelaskan bagaimana definisi kejahatan itu 

didefinisikan oleh negara. Menurutnya, kejahatan atau penyimpangan, dapat 

diletakkan pada tingkat tertentu yang bervariasi berdasarkan konteks norma sosial 

yang diatur melalui hukum yang berlaku di satu masyarakat. John Hagan 

membagi tiga kategori yang mempengaruhi pendefinisian kejahatan. Setiap 

kategori, kuat atau tidaknya, akan mempengaruhi satu perilaku atau tindakan 

untuk ditempatkan pada tingkat atas (paling jahat atau bawah (tidak kejahatan). 

Tingkatan tersebut dapat lebih dijelaskan sebagai berikut, pertama 

berdasarkan tingkat konsensus dan perjanjian yang disepakati bersama oleh 

anggota masyarakat, pada tingkat ini masyarakat menerima satu perilaku sebagai 

salah satu ha1 yang diyakini benar atau salah menurut kesepakatan umum. Kedua 

tanggapan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Kuat atau tidaknya 
. . 

. . .  

perhatian masyarakat terhadap hukurn yang menangani satu perilaku akan 

mempengaruhi kuat atau tidaknya pula definisi kejahatan bagi tindakan atau 

209 http://plato.acad~u.ca~course_s/soci/thomsodcriminal~ustice/deviance/deviance.~m 
tanggal 27 Desember Puku15.48 



perilaku tersebut yang diyakini oleh masyarakat. Ketiga, tingkat seriusitas 

kejahatan berdasarkan penyebab dan akibat yang ditimbulkan kejahatan tersebut. 

Usaha yang dilakukan oleh hagan ini sedikit memberikan kejelasan bagi kita 

untuk dapat mendefinisikan atau menakar satu perilaku apakah termasuk 

kejahatan atau tidak. Namun dernikian, masih terdapat kekurangan dalam 

Piramida Hagan Tersebut, dimana kekurangannya adalah tidak mernasukan poin 

kepedulian masyarakat terhadap kejahatan (crime awarness). Hagan juga tidak 

mempertimbangkan keberadaan dan posisi korban di dalam piramidanya serta 

dimensi keseriusitasan respon atau reaksi dari masyarakat itu sendiri terhadap 

kejahatan hukum dan korban yang ditimbulkan. 

Selain terdapat sudut pandang mengenai kejahatan berdasarkan piramida 

hagan, ternyata kelernahan tersebut, dapat diakomodir melalui bagan piramida 

yang lebih lengkap dengan memperluas cakupan kategori untuk mendefinisikan 

kejahatan. Bagan ini kemudian disebut sebagai prisma kejahatan. Prinsip kerjanya 

serupa, dengan prisma sebagaimana mestinya, adalah menguraikan masing- 

masing faktor yang dapat dimanfaatkan untuk menakar satu perilah termasuk 

dalarn tingkat kejahatan. Prisma dibagi menjadi dua dimensi, atas dan bawah. 

Bagian atas menjelaskan kejahatan yang terlihat, seperti kejahatan jalanan, 

sedangkan bagian bawah menjelaskan kejahatan yang dilakukan oleh pihak yang 

abstrak, seperti organisasi, korporasi, pemerintah, yang tidak teridentifikasi secara 



langsung, tetapi ada. Dengan demikian, akan di dapatkan satu analisis dimensi 

yang lebih lengkap dan k ~ m ~ r e h e n s i f . ~ ' ~  Bentuk dari prisma tersebut antara lain : 

Diakses pada'" 

Penernpatan atau pengategorian kejahatan pada tingkat-tingkat tertentu 

dilihat dari hubungan antara bentuk kerugian, respon hukurn, korban dan reaksi 

sosial masyarakatnya. Semakin banyak faktor yang diperhitungkan, dan ketika . 

nilainya semakin kuat mempengaruhi, maka satu perilaku tersebut masuk pada 

bagian yang paling mengemcut atau meningkat, dan dianggap serius. Sementara 

itu, ketika satu perilaku tidak menghasilkan satu darnpak yang signifikan pada 

beragam faktor tadi, dia akan menempati tingkatan yang lebih bawah, misalnya 

victimless crime, yang tidak menimbulkan kerugian pada orang lain. Kemgian 

individu dan kerugian sosial menjadi aspek yang paling penting, terutama pada 

prisma bagian atas, dalam penempatan tingkat serius atau tidaknya satu perilaku 

sebagai kejahatan. Ketika satu perilaku memunculkan kerugian yang permanen 

210 http:/!manshurzikri.wordpress.com/20 12/04!06!keiahatan-apakah-itu-usaha- 
mendefinisikan-dan-menakar-masalah-keiahatan-31,Op.Cit. . 

21 1 http://www.epidemio1ogicalcrimino1ogy.corecentpb1icatio.htm, diakses tanggal 
27 Desember 2012 pukul 15.00 



bagi korban, kemungkinan besar dia terletak pada tingkat paling atas, sedangkan 

kerugian sementara akan menempati posisi yang lebih bawah. Perilaku 

penyimpangan yang hanya memunculkan kerugian moral dan tidak langsung, 

menempati tingkatan yang lebih bawah lagi. Jurnlah atau kuantitas dari kerugian 

atau respon yang dimunculkan juga mempengaruhi. Seperti misalnya korupsi atau 

kejahatan lingkungan, yang tidak memberikan dampak langsung, tetapi sangat 

signifikan merugikan bagi orang banyak, juga menempati posisi yang paling 

tinggi (pada prisma bagian bawah), dan dengan oleh karenanya koneskuensi 

hukum dan sanksi juga hams lebih tinggi. Namun demikian, kejahatan yang tidak 

jelas (atau bersifat abstrak) juga dapat masuk dalam dimensi Prisma Kejahatan, 

dan akan menempati bagian yang lebih mengemcut (menajam) sebagai bentuk 

gambaran peningkatannya, di prisma bagian bawah. Misalnya, kejahatan 

pornografi anak, yang tidak dapat dilihat secara langsung, tetapi dia ada, 

memunculkan korban yang bukan perorangan, dan melibatkan banyak aspek bagi 

terj adinya.2'2 

C. Krirninalisasi 

Tertibnya suatu sistem sosial akan sangat terbantu apabila ditunjang oleh 

adanya kebijakan yang sifatnya mampu memberikan perlindungan kebijakan 

sosial. Aspek hukum pidana adalah salah satu alat atau metode yang dapat 

diberdayakan dalam melindungi kebjjakan sosial tersebut. Melalui fbngsionalisasi 

hukum pidana tersebut, maka sebenamya ada sisi kewenangan negara dalam 

memberikan pelarangan terhadap suatu perbuatan di sistem sosial masyarakat, 

212 httv://manshurzikri. wordpress. com/2O 12/04/06/keiahatan-apakah-itu-usaha- 
mendefinisikan-dan-menakar-masalah-kejahatan-3/,Op.Cit 



serta diberikan ancarnan pidana sebagai sanksi negatif untuk memberikan 

penjeraan bagi pihak yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh negara 

tersebut. 

Syarat pertama untuk menindak suatu perbuatan antisosial yakni dengan 

adanya suatu ketentuan dalam undang-undang pidana yang memmuskan 

perbuatan antisosial tersebut, dan memberikan suatu sanksi terhadapnya dan ini 

disebut dengan legalitas h ~ k u r n . ~ ' ~  

Konsep bahwa tindak pidana adalah melanggar kepentingan negara sebagai 

representasi kepentingan publik, umumnya menjadi dasar kewenangan negara 

untuk menentukan, membuat peraturan, menuntut, dan menghukum seseorang 

yang melanggar peraturan. Hal ini diperkuat oleh pengklasifikasian ilmu hukum, 

dimana hukum pidana adalah bagian dari hukum publik, dimana hukurn pidana 

adalah bagian dari hukum publik yang tidak memperbolehkan campur tangan 

individu2I4 

Adanya sanksi berupa pidana ditentukan oleh ada dan tidaknya perbuatan 

yang tidak dikehendaki (dilarang). Suatu perbuatan yang tidak dikehendaki 

(dilarang) oleh masyarakat dapat di wujudkan dalam bentuk peraturan. Perbuatan 

yang tidak dikehendaki adalah berupa perbuatan negatif. Artinya, perbuatan yang 

tidak dikehendaki secara tegas dinyatakan dilarang dalam peraturan perundang- 

undangan tertulis. Isi dari peraturan perundang-undangan tersebut, berupa 

peraturan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Jadi prinsipnya, semua 

perbuatan itu boleh dilakukan kecuali yang dilarang. Sedangkan perbuatan yang 

2'3 Teguh Prasetyo, Abdul Hakim Barkatullah, Politik Hukum Pidana (kajian Kebijakan 
Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Cetakan Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, Hal. 26 

Ibid. 



dilarang tersebut diatur dalam berbagai bentuk peraturan atau norma yang tertulis 

atau tidak tertuli~.~" 

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminil dengan menggunakan sarana 

penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan :216 

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dm; 

2. Sanksi apa sebaiknya digunakan atau dikenakan pada si pelanggar. 

Bertolak dari pendekatan kebijakan itu, Sudarto berpendapat, dalam 

menghadapi masalah sentral pertama di atas (masalah kriminalisasi) hams 

diperhatikan hal-ha1 yang intinya sebagai berikut :'I7 

1. Penggunaan hukum pidana harus mernperhatikan tujuan 

pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan 

makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila : 

sehubungan dengan ini (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk 

menanggulangi kejahatan dan mengadakan peneguhan terhadap 

tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan 

pengayoman masyarakat; 

2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan 

hukum pidana harus merupakan "perbuatan yang tidak 

dikehendaki," yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian 

(materiil dan atau spirituil) atau warga masyarakat; 

215 Ibid, Hal. 40 
2'6 Barda Nawawi Areif, Kebijakan Legislatif : Dalam Penanggulangan Kejnhntnn dengnn 

Pidana Penjam, Universitas Diponegoro, Cet. Ketiga, Semarang, 2000, Hlm. 35 
217 Teguh Prasetyo, Abdul Hakim Barkatullah, Op.Cit, Hal. 38 



3. Penggunaan hukum pidana hams pula memperhatikan prinsip biaya 

dan hasil ; 

4. Penggunaan hukum pidana hams pula memperhatikan kapasitas atau 

kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu 

jangan sampai ada kelarnpuan beban tugas. 

Perumusan perbuatan pidana (delik) dalam peraturan perundang-undangan 

hukum pidana merupakan pennasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam 

membentuk hukum pidana. Perumusan perbuatan pidana merupakan tindak lanjut 

dari kegiatan menimbang dan menetapkan perbuatan yang tidak dikehendaki yang 

perlu dilarang dalam hukurn pidana t e~ tu l i s .~ '~  

Khusus mengenai kriteri kriminalisasi dan dekriminalisasi, laporan 

simposium pernbaharuan hukum pidana nasional pada agustus 1980 di Sernarang 

antara lain menyatakan : 

"untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindakan kriminal, perlu 

memperhatikan kriteria umum sebagai berikut" : 

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat 

karena merugikan, atau dapat merugikan , mendatangkan korban; 

2. Apakah biaya mengknminalisasi seimbang dengan hasilnya yang 

akan dicapai,artinya >cost pembuatan undang-undang, pengawasan 

dan penegakan hukum serta beban yang dipikul oleh korban , pelaku 

218 Dapat dilihat dalam literatur Teguh Prasetyo, Abdul Hakim B, Op.Cit,Hal 41 
sebagaimana mengutip, pendapat Mudzakkir,"Sistem Pengancaman Pidana Dalam Hukum 
Pidana," Makalah disampaikan Pada Seminar Nnsional Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalnm 
Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,", diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII, 
Yogyakarta, 15 Juli 1993, hal. 2 



kejahatan itu sendiri hams seimbang dengan situasi tertib hukum 

yang akan dicapai; 

3. Apakah akan makin menarnbah beban aparat penegak hukum yang 

tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh 

kemampuan yang dimiliknya; 

4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita- 

cita bangsa Indonesia sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan 

mas yarakat. 

Dari berbagai pertimbangan tersebut di atas, maka alasan kriminalisasi pada 

umurnnya meliputi : 219 

1. Adanya korban; 

2. Kriminalisasi bukan semata-mata ditujukan untuk pembalasan; 

3. Harus berdasarkan ratio principle; 

4. Adanya kesepakatan sosial. 

Alasan yang menyebutkan adanya korban ini menyiratkan bahwa perbuatan 

tersebut hams menimbulkan sesuatu yang buruk atau menimbulkan kerugian. 

Salah satu kesimpulan dari seminar kriminolog ketiga 1976, di Semarang antara 

lain menyatakan, hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu 

sarana untuk sosial defence. Pemilihan pada konsepsi perlindungan masyarakat 

inipun membawa konsekuensi pada pendekatan yang rasional, seperti 

dikemukakan oleh J. Andenaes sebagai berikut :220 

219 Ibid, Hal. 5 1 
220 Ibid, Hal. 52 



"apabila orang mendasarkan hukum pidana pada konsepsi perlindungan 

masyarakatlsocial defence, maka tugas selanjutnya adalah mengembangkan 

serasional mungkm. Hasil-hasil maksimum harus dicapai dengan biaya yang 

minimum bagi masyarakat, dan minimum penderitaan bagi individu. Dalarn tugas 

demikian, orang hams mengandalkan hasil-hasil penelitian ilmiah mengenai 

sebab-sebab kejahatan dan efektifitas dari bermacam-macarn sanksi". 

Mendasarkan pada apa yang dikemukakan J. Andenaes di atas jelas terlihat 

bahwa pendekatan kebijakan yang rasional erat pula dengan pendekatan ekonomis 

dalarn penggunaan sanksi pidana. Pendekatan ekonomis tidak hanya dimaksudkan 

untuk mempertimbangkan antara biaya atau beban yang ditanggung masyarakat 

(dengan dibuat dan digunakannya hukum pidana), dengan hasil yang ingin 

dicapai, tetapi juga dalam arti mempertimbangkan efektifitas sanksi pidana itu 

sendiri. Sehubungan dengan ha1 ini, Ted Honderich berpendapat, suatu pidana 

dapat disebut sebagai alat pencegah ekonomis (economical deterrents) apabila 

dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut ; 

1. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah; 

2. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih 

berbahayafmerugikan daripada yang akan terj adi apabila pidana itu 

tidak dikenakan; 

3.  Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan 

bahaydkerugian yang lebih keciL2*' 

221 Ibid, Hal. 53 



Pidana hanya dibenarkan apabila ada kebutuhan yang berguna bagi 

masyarakat; pidana yang tidak diperlukan, tidak dapat dibenarkan dan berbahaya 

bagi masyarakat. Sehingga dengan seperti itu akan menghasilkan fungsionalisasi 

hukum pidana yang berdasar dan berorientasi kepada nilai.222 

Karena fokus dalam penelitian ini adalah kriminalisasi terhadap klausula 

eksonerasi, maka penulis dalam penulisan hasil penelitian ini mencoba 

menempatkan dua teori kriminalisasi yang dianggap relevan terhadap isu 

kriminalisasi, yakni teori liberal individualistik, serta teori "ordeningsstrafrecht". 

Titik tolak teori liberal individualistik memiliki persamaan dengan dasar 

-- teori kriminalisasi yang dikemukakan oleh Beccaria yang mernakai istilah "Injury 

done to society" diganti dengan istilah "social harm" atau "harm to society". - 
Konsep "social harm" ini menurut Jerome Hall, merupakan kata kunci untuk 

menyebut suatu perbuatan sebagai k e j a h a t a ~ ~ . ~ ~ ~  dalam teori liberal individualistik 

ini, fokusnya adalah pada pencegahan terhadap terjadinya kerugian yang 

ditimbulkan oleh orang lain. 

Penerapan prinsip kerugian dalam kriminalisasi dilakukan dengan dua cara. 

Pertama, tindakan yang merugikan merupakan alasan untuk mendukung 

pernbenaran knminalisasi suatu perbuatan. Kedua, perbuatan yang normal tidak 

seharusnya dkriminalisasikan meskipun perbuatan itu menyebabkan kerugian. 

sehingga dengan adanya pemikiran di atasj maka terdapat pula pendapatlargurnent 

bahwa pemikiran kejahatan oleh negara adalah tidak sah.224 Latar belakang 

pemikiran seperti tersebut di atas, juga menstimulasi hadirnya pemikiran sejenis 

222 Ibid, Hal 54 
223 Dr.Salman Luthan, SH,MH, Loc. Cit, hal. 8 1 
224 Ibid, Hal. 86 



bahwa kriminalisasi terhadap suatu perbuatan merupakan teori konsensus yang 

diterima publik sebagai konsensus umum tentang pelarangan mereka.225 

Teori libertarian individualistik berusaha meminimalkan penggunaan 

kekuatan dan kecurangan dan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Namun, 

kenyataan sosial yang lebih komprehensif berusaha memaksimalkan 

kesejahteraan sosial, dengan memperhatikan larangan-larangan libertarian, tapi 

sekaligus melewatinya untuk dimungkinkan bentuk-bentuk peraturan dan 

perpajakan tertentu dapat mengatasi masalah-masalah ini.226 

Teori lain mengenai dasar pembenaran kriminalisasi yang dibahas, yakni 

teori ordeningsstrafrecht. Teori ini menekankan penggunaan hukum pidana 

sebagai instrumen kebijakan pemerintah.227 Penetapan kriminalisasi dalam teori 

ini bukanlah apa yang dipandang oleh masyarakat sebagai tindakan hukum yang 

ditunjuk sebagai perbuatan pidana, melainkan apa yang bertentangan dengan 

kebijakan pemerintahlah yang ditetapkan sebagai perbuatan pidana itu.228 

Sedangkan teori pernbenaran kriminalisasi yang mengkombinasikan teori- 

toeri liberal individuallistik dan teori ordenering strafrecht, mempunyai asumsi 

bahwa penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana bukan hanya karena 

perbuatan tersebut merugikan orang lain, tapi karena perbuatan tersebut 

bertentangan dengan kebij akan pemerintah.229 

225 Zbid,Hal. 87 
226 Ibid, Hal.  88 
227   bid, Hal. 107 
228 Ibid 
""bid, Hal. 50 



BAB IV 

KEBIJAKAN LEGISLATIF KRIMINALISASI KLAUSULA BAKU 

(Klausula eksonerasi) PADA PERJANJIAN BAKU DI LEMBAGA 

KEUANGAN PERBANKAN 

A. DASAR PEMBENARAN KRIMINA.LISAS1 KLAUSULA EKSO - 
NERASI DALAM RANCANGAN UNDANGUNDANG TENTANG 
PER LINDUNGAN KONSUMEN. 

a. Latar Belakang Ekonomi, Sosial, dan Politik Pembentukan Undang- 
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

Pembahasan yang menghasilkan sudut pandang yang jelas dan jernih 

mengenai dasar pernbenaran para legistalator dan pemerintah dalam 

mengknminalisasi klausula baku bernuansakan klausula eksonerasi pertama ,, 

kali akan dimulai oleh penulis dengan terlebih dahulu memberikan serta 

memaparkan pemahaman secara utuh mengenai hal-ha1 yang menjadi latar 

belakang 'ekonomi, sosial dan politik pembentukan undang-undang 

perlindungan konsurnen Nomor 8 tahun 1999. 

Penyampaian ini dipandang penting, oleh karena penulis memandang 

melalui pembahasan mengenai latar belakang ekonomi, sosial dan politik 

pembentukan undang-undang perlindungan konsumen, akan didapatkan 

pemikiran yang utuh yang menggambarkan alasan atau dasar pembenaran 

kriminalisasi terhadap pencanturnan klausula baku bernuansakan eksonerasi 

pada perjanjian baku. 

Berdasarkan surat pengusul DPR RI Nomor : 051 LEGNASI BANG1 XI/ 98 

tanggal 20 November 1998 tentang perihal penyainpaiaii Rancangan Undang- 

Undang Usul Inisiatif tentang Pcrlindungan Konsumen, di dapatkan beberapa 



ha1 yang menjadi pertimbangan dari disusunnya rancangan undang-undang 

perlindungan konsumen, yang antara lain berisi : 

1. UUD 1945 mengarnanatkan bahwa pembangunan nasional 

bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan 

pernbangunan nasional tersebut diwujudkan melalui sistem 

pembangunan sistem pembangunan nasional yang demokratis. 

Pernbangunan nasional yang demokratis, mampu menumbuhkan dan 

mengembangkan dunia usaha yang memproduksi barang dan jasa 

untuk dikonsumsi oleh masyarakat konsumen; 

2. Kemajuan tekhnologi dan fenomena pasar global telah mendukung 

dan mendorong usaha-usaha tersebut di atas yang dibuktikan dengan 

semakin bervariasinya kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang 

beredar di pasar, baik hasil produksi dalam negeri maupun impor. 

3. Kondisi tersebut pada satu sisi dapat memberikan manfaat positif 

bagi konsumen, namun pada sisi lain, tekhnologi canggih, pasar yang 

terbuka, serta kondisi pendidikan masyarakat yang masih rendah, 

dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk meraih keuntungan melalui 

praktek-praktek curang dalam usaha produksi dan perdagangan; 

4. Praktek usaha yang demikian, secara langsung maupun tidak 

secara langsung telah merusak dan melemahkan daya saing pelaku 

usaha nasional itu sendiri, merebaknya bentuk-bentuk perdagangan 

yang curang serta meningkatnya peredaran barang dan jasa yang tidak 

memenuhi standar mutu keamanan dan keselamatan konsumen; 



5. Salah satu penyebab utama dari berkembangnya praktek-praktek 

tersebut adalah karena belum memadainya peraturan perundang- 

undangan yang memberikan kepastian hukurn atas perlindungan 

terhadap kepentingan konsumen yang secara eksplisit mengatur 

tentang hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen serta 

tanggungjawab pelaku usaha beserta sanksi-sanksinya; 

6. Semua pelaku usaha adalah konsurnen, sebaliknya tidak semua 

konsumen adalah pelaku usaha, sehingga masalah-masalah yang 

dihadapi oleh konsumen adalah menyangkut semua lapisan dan 

golongan masyarakat yang perlu mendapat perhatian dewan. 

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka konsekuensi dari 

pemikiran tersebut adalah perlunya pengalman dan kepastian akan persamaan 

kedudukan dalam fungsi yang jelas dan pasti mengenai hak dan kewajiban 

masing-masing pihak. Hanya dengan pemikiran yang demikian, keadilan dalam 

hubungan hukum antara produsen dan konsumen dapat tenvujud sebagai syarat 

penting terbentuknya masyarakat Indonesia yang adil dan m a k ~ n u r . ~ ~ ~  

Konteks dalam pertimbangan ini memberikan suatu gambaran bahwa 

masalah perlindungan konsumen merupakan masalah semua orang dan seluruh 

lapisan masyarakat Indonesia. Bahkan setiap pelaku usaha tidak dapat lepas 

dari kedudukannya sebagai konsumen. Oleh karena itu, pengusul Rancangan 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini memandang bahwa perlindungan 

230 Penjelasan tim pengusul mengenai rancangan undang-undang usul inisiatif tentang 
perlindungan konsumen. Hal. 26 



konsumen merupakan masalah penting yang hams mendapat perhatian prioritas 

dalam upaya pembentukan hukum nasional Indonesia. 

Melalui beberapa pertimbangan yang muncul tersebut, maka dapat dinilai 

secara sistematis, bahwa ada kepentingan ekonomi, sosial dan politik yang 

menjadi landasan dari disusunnya rancangan undang-undang tentang 

perlindungan konsumen tersebut. 

1. Aspek ekonomi 

Aspek ekonomi dari dirancangnya Undang-Undang Tentang 

Perlindungan Konsumen ini adalah mengingat seiring dengan 

derasnya arus globalisasi, maka juga akan berimplikasi terhadap 

adanya perkembangan sarana perekonomian yang semula dari yang 

sifatnya konvensional, hingga kepada sarana perekonomian yang 

sifatnya modem oleh karena ditunjang dengan perkembangan 

teknologi. Konsepsi ini sejalan dengan pertimbangan yang 

melatarbelakangi lahimya Rancangan Undang-Undang Tentang 

Perlindungan Konsumen, dimana kemajuan dunia usaha yang 

ditunjang dengan kemajuan teknologi serta menghadapi sistem pasar 

global yang terbuka, pada satu sisi dapat menguntungkan konsumen, 

karena semakin bervariasinya mutu dan jumlah barang yang tersedia, 

namun pada sisi lain konsumen dapat dimanfaatkan dan menjadi 

korban kepentingan pelaku usaha dalam memperoleh keuntungan 



~ s a h a n ~ a . ~ "  Oleh karena itu, pelaksanaan konsep-konsep 

pernbangunan ekonomi yang diarnanatkan dalam Undang-Undang 

Dasar 1945, hams berlandaskan pembangunan yang menempatkan 

konsumen sebagai salah satu subjek ekonomi serta subjek 

pernbangunan. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan 

Konsumen ini, juga menyinggung masalah klausula baku, dimana 

klausula baku memiliki kedudukan penting dalam aspek perlindungan 

konsurnen. Argumentasi ini terlihat dari risalah pembahasan Undang- 

Undang tentang Perlindungan Konsumen, dimana penggunaan 

klausula baku telah diatur sendiri melalui Bab VIII dan melalui pasal 

2 6. 

Menurut sudut pandang ekonomi, konsumen dan pengusaha 

sebenarnya merupakan satu kesatuan utuh yang saling pengaruh 

mempengaruhi dan saling berkepentingan satu sama lain. Ibarat 

sekeping mata uang, di satu sisi, konsumen membutuhkan barang atau 

jasa yang dihasilkan oleh pengusaha untuk pemenuhan kebutuhannya, 

di sisi lain, pengusaha sangat membutuhkan konsumen untuk 

menyerap hasil produksinya. Bila salah satunya atau keduanya dalam 

berhubungan tidak seimbang, maka lambat laun akan mengganggu 

kepentingan-kepentingan pihak lainnya. Untuk itu keseimbangan 

hubungan keduanya hams saling menguntungkan, sehingga upaya 

231 Penjelasan Tim Pengusul Mengenai Usul Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif 
Tentang perlindungan Konsumen Oleh Mayjen TNI Slamet Sugidjardjo Anggota DPR RI Fraksi 
ABRI Risalah tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1998, Hal. 26 



menjaga keseimbangan hubungan antara konsumen dengan pengusaha 

tersebut, menempati posisi prioritas utama. 232 

2. Aspek Sosial 

Globalisasi aktivitas perekonomian dan kemajuan teknologi yang 

semakin canggih dalam proses produksi, merupakan wujud 

lingkungan sosial konsumen pada abad modern ini. Globalisasi telah 

membawa dampak pada pergerakan barang dan jasa atau produk dari 

satu negara ke negara lain, globalisasi produk membawa dampak 

positif dan negatif, dari sisi positif, produk dari satu negara dapat 

dengan mudah diperoleh dan dinikmati oleh konsumen di negara lain, 

namun pada sisi lain globalisasi produk juga dapat inenimbulkan 

dampak negatif apabila tidak ada upaya kontrol terhadap standar 

kualitas yang layak untuk dikonsumsi sesuai dengan karakter 

konsumen di suatu negara. Lingkungan sosial yang telah 

menggunakan teknologi canggih dalam produksi telah pula membawa 

dampak positif ataupun negatif yang perlu diantisipasi dengan suatu 

produk undang-undang. Teknologi canggih pada satu sisi dapat 

menghasilkan berbagai jenis produk yang kadang-kadang dibutuhkan 

oleh konsumen, namun dari sisi lain , ternyata teknologi canggih ini 

232 Penjelasan oleh Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen 
dalam acara rapat Pembicaraan Tingkat IPenjelasan Panitia Khusus atas Rancangan Undang- 
Undang Usul Inisiatif tentang perlindungan Konsumen (Rapat Paripuma DPR RI tanggal 18 
Desember 1998) Hal. 161-162 



telah dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memanipulasi dan 

mengeksploitasi k ~ n s u m e n . ~ ~ ~  

3. Aspek Politik 

Membahas aspek politik, maka akan terulas sebuah pemaparan yang 

menyiratkan adanya kehendak atau willing yang mengupayakan 

penyelesaian permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam sistem 

sosial. Sebagaimana diketahui, dasar dari segala ilmu adalah filsafat, 

oleh karena itu guna mengetahui apa yang menjadi motif politik dari 

dirumuskannya Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan 

Konsumen dapat digali dari pengertian mengenai filsafat politiknya 

terlebih dahulu. 

Menurut filsafat politik yang mencari penjelasan berdasarkan ratio, 

jelas adanya hubungan antara sifat dan dan hakekat dari alam semesta 

dengan sifat dan hakekat dari kehidupan politik di dunia yang fana ini. 

Pokok pikiran dari filsafat politik adalah bahwa persoalan-persoalan 

yang menyangkut alarn semesta seperti metafisika dan epistimologi 

hams dipecahkan dulu sebelum persoalan-persoalan politik yang kita 

alami sehari-hari dapat ditanggulangi.234 Persis dengan semangat dan 

maksud dalam paparan tersebut diatas, maka maksud politik dari 

pembentukan undang-undang gerlindungan konsurnen antara lain 

sebagai bagian dari upaya untuk memfilosofikan pernbangunan yang 

233 Pendapat Juru Bicara Pengusul Usul Inisiatif Oleh anggota nomor 230 dari FKP DPR 
RI Ir. NY. HJ. Nikentari Musdiono dalam acara Penjelasan Oleh Para Pengusul Mengenai Usul 
Inisiatif Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen. Hal. 60 

234 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar llmu Politik, Cetakan Ke dua puluh dua, PT Sun Jakarta, 
2002, Hal. 3 1 



menempatkan konsumen sebagai salah satu pelaku kegiatan ekonomi 

dan subjek pemba&unan nasional. Konsumen sudah selayaknya juga 

ikut dalam menentukan setiap kegiatan perekonomian, selain itu 

pertimbangan kepentingan, keselamatan, peningkatan produktifitas, 

serta peningkatan nilai produk haruslah berorientasi kepada 

kepentingan konsumen. Melalui pengakuan terhadap posisi konsumen 

sebagai subjek kegiatan ekonomi nasional maupun internasional 

berarti menempatkan konsumen sebagai subjek pembangunan, yang 

tidak dapat dieksploitasi untuk kepentingan pelaku usaha. Peran 

konsumen dalam pembangunan nasional yang bersifat ideal tersebut 

juga sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang 

dianamanatkan dalam UUD 1945, yaitu untuk mewujudkan 

masyarakat adil dan makmur yang merata, baik materiil maupun 

spiritual dalam suatu perekonomian nasional yang demokratis 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1 945.235 

b. Maksud dan Tujuan Dibentuknya Rancangan Undang-Undang tentang 

Perlindungan Konsumen 

Sebagaimana diketahui bahwa peraturan perundang-undangan yang 

memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen belurn memadai, 

sehingga dalarn praktek konsumen sering dirugikan. Berdasarkan keyakinan 

tersebut, maka penyusunan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen 

dimaksudkan untuk mengisi kekosongan, melengkapi serta memperkuat 

235 Ibid, pada penjelasan mengenai aspek filosofis, ha1 59-60 



peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mernberikan perlindungan 

kepada konsumen dan pelaku usaha. Sedangkan tujuan dari penyusunan 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah menetapkan standar-standar 

Perlindungan Konsumen dan pelaku usaha berdasarkan prinsip persamaan 

kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen. Ditetapkannya standar-standar 

tersebut, diharapkan dapat membantu mewujudkan keadilan dalam hubungan 

antara pelaku usaha dan kons~men. '~~  

Secara lebih spesifik, pengaturan mengenai klausula baku bernuansakan 

klausula eksonerasi, sebenarnya telah disinggung dalam hal-ha1 yang menjadi 

pertimbangan dalam perumusan dan dibentuknya Rancangan-Undang-Undang 

tentang Perlindungan Konsumen. JSlausula baku yang di dalarnnya 

bernuansakan klausula eksonerasi menjadi suatu perbuatan yang dilarang untuk 

dilakukan oleh pelaku usaha, dengan pertimbangan bahwa masalah mengenai 

klausula baku ini dirasakan penting untuk diatur di dalam suatu bab tersendiri, 

mengingat selama ini banyak penggunaan klausula yang merugikan 

pihak konsumen. Pembuatan klausula baku yang merugikan konsumen 

dianggap membuat posisi tawar konsumen menjadi lemah. Di lain pihak, 

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini juga ingin 

menyadarkan konsumen akan pentingnya membaca dan mengerti apa yang 

236 Penjelasan Tim Pengusul Mengenai Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif tentang 
Perlindungan Konsumen, Oleh Juru Bicara Pengusul Inisiatif (Mayjen TNI Slarnat Sugidardjo), 
hal. 27 

237 Pengaturan mengenai klausula baku diatur dalam pasal 26 draft RUU Perlindungan 
Konsumen , dimana upaya kriminalisasi klausula eksonerasi telah terlihat dalam pasal36 ayat 1. 



tertuang di dalarn suatu perjanjian sebelum mengambil keputusan.238 Hadirnya 

Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen sebenarnya 

bukan merupakan ha1 baru yang memberikan perlindungan hukum bagi 

konsumen, karena sebenarnya regulasi dalam bentuk undang-undang sejenis 

telah ada sebelumnya mengatur mengenai perlindungan hukum bagi 

konsumen. Contoh undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan 

hukum bagi konsumen sebelum dirumuskannya Rancangan Undang-Undang 

tentang Perlindungan Konsumen antara lain dituangkan dalam undang-undang 

nasional seperti Undang-Undang Nomor 2 tahun 198 1 tentang Metrologi 

Legal, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, dan Undang- 

Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, dan lain sebagainya. Berbagai 

jenis undang-undang tersebut belumlah cukup, oleh karena substansinya 

kurang menonjolkan kepentingan konsumen, sehingga masih diperlukan satu 

undang-undang khusus yang menjadi simpul atau "pengikat" dari ketentuan- 

ketentuan perlindungan konsumen yang tersebar dalarn berbagai undang- 

undang. Kehadiran Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen di 

samping memperkuat ketentuan-ketentuan yang sudah ada, juga dimaksudkan 

untuk mengatur hal-ha1 yang bersifat ~ ~ e s i f i k . ~ ~ ~  

Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif tentang Perlindungan Konsumen 

dimaksudkan untuk melindungi kepentingan fisik, kepentingan sosial ekonomi, 

dm kepentingan hukum konsumen. Untuk menjamin semua kepentingan 

konsumen tersebut, Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif tentang 

238 Pembicaraan Tingkat IIPenjelasan dari pansus Rancangan Undang-Undang Tentang 
Perlindungan Konsumen, hal. 174 

239 Ibid, Nikentari Musdiono, Penjelasan Ketua Pansus, Hal. 164 

115 



Perlindungan Konsumen ini mengatur beberapa ha1 pokok yang berkaitan 

dengan perlindungan konsumen, yaitu mengenai hak dan kewajiban konsumen 

dan pelaku usaha, tanggung jawab konsumen dan pelaku usaha, perbuatan- 

perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pengusaha, tanggungjawab pelaku 

usaha, pembinaan dan pengawasan, lembaga perlindungan konsumen swadaya 

masyarakat, klausula baku (termasuk klausula baku yang bernuansakan 

klausula eksonerasi), penyelesaian sengketa dan sanksi atas pelanggaran.240 

c. Diskursus Pernikiran Pembentuk Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen Dalam Pengaturan Tindak Pidana Klausula Eksonerasi. 

Pengaturan mengenai klausula baku yang di dalarnnya bernuansalakn 

klausula eksonerasi telah diatur sebelumnya di Draft Rancangan Undang- 

Undang Tentang Perlindungan Konsumen. Di dalam draft Rancangan Undang- 

Undang tentang Perlindungan Konsumen klausula baku diatur di BAB VIII 

dengan judul klausula baku pasal 26 ayat (1) huruf a, sedangkan ancaman 

pidananya diatur dalam pasal 36 ayat 1241. penjelasan ini masih bertahan pada 

saat penyampaian oleh ketua Pansus dalam pembicaraan tingkat I. Sedangkan 

dalam pembicaraan tingkat I1 yakni mengenai pembicaraan tingkat 11, 

tanggapan pemerintah atas penjelasan Pansus mengenai Rancangan Undang- 

Undang Usul Inisiatif DPR RI tentang Perlindungan Konsumen, penyampaian 

oleh pemerintah diwakili oleh Prof. 1 Rahardi Ramelan, M. Sc. 

240 Ibid 
241 Pada pasal36 Ayat (1) "barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal8 ayat (I), ayat (3) dan ayat (4); pasal9 ayat (1) dan ayat (2); pasal l0;pasal 
1l;pasal 12;pasal 13;pasal 14;pasal 15;pasal 16;pasal 17 ayat (1). Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) 
diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling 
banyak 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) 



Berdasarkan pemaparannya, berkaitan dengan substansi pengaturan yang diatur 

dalam Bab VIII : Klausula Baku, mengandung materi larangan bagi pelaku 

usaha yang pada prinsipnya tidak beritikad baik. Oleh karena itu, dari pihak 

pemerintah menyarankan untuk menyatukan BAB tersebut ke dalarn bagian 

pada BAB IV mengenai Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha, 

khususnya yang mengatur antara lain larangan pelaku usaha memproduksi dan 

atau memperdagangkan produk yang rusak, tercemar atau mempromosikan dan 

mengiklankan suatu produk yang tidak b e ~ ~ a r . ~ ~ ~ ~ e n u r u t  pemaparan yang 

disarnpaikan oleh representasi pemerintah tersebut, tidak ada pemaparan yang 

menyinggung mengenai perubahan atau diskursus ancaman pidana yang 

dikenakan kepada pelaku usaha yang mencanturnkan klausula baku yang di 

dalarnnya juga bernuansakan klausula eksonerasi. Diskursus pemikiran 

mengenai klausula baku yang di dalamnya juga bernuansakan klausula 

eksonerasi, terjadi kembali di jawaban panitia khusus atas tanggapan 

pemerintah. Dimana dijelaskan bahwa mengenai pemisahan Bab VIII : 

klausula Baku dengan Bab IV perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

"Substansi Bab VIII, menurut hemat karni mempunyai ciri dan kekhasan 

tersendiri. Di dalam praktek kehidupan sehari-hari, sering dijumpai bahwa 

kerugian konsumen dapat terjadi karena kesulitan atau tidak terbacanya 

klausula-klausula yang mengikat yang ditulis dengan huruf-huruf kecil di 

242 Dapat dilihat pada pembicaraan tingkat 111 tanggapan pemerintah atas penjelasan Pansus 
mengenai Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR RI tentang Perlindungan Konsumen 
(Rapat Paripuma DPR FU tanggal 15 februari 1999), penyampaian oleh pemerintah diwakili oleh 
Prof. Dr.Ir. Kahardi Ramelan, M.Sc, hal. 198 



setiap produk atau di dalam setiap perjanjian jual beli, di mana konsumen 

membeli baik secara tunai maupun secara cicilan. Bahkan ada klausula- 

klausula yang sifatnya memaksa seperti "barang yang telah dibeli tidak dapat 

dikembalikan lagi", karena filosofinya berbeda dengan larangan-larangan yang 

tercantum dalarn Bab IV, maka penulisan Bab VIII tersebut terutarna bagi para 

9, 243 pelaku usaha dapat tercapai . Pada tahap ini, pembicaraan yang terkait 

dengan diskursus pemikiran kriminalisasi klausula baku bemuansakan klausula 

eksonerasi sebagai tindak pidana, tidak terdapat adanya perbedaan dalam 

menyikapi dan memandang bahwa klausula eksonerasi merupakan salah satu 

klasula baku yang dijadikan sebagai bentuk tindak pidana. 

Tahapan berihtnya Pansus menj alani rapat kerj a Pansus dan laporan 

singkat. Namun proses ini berjalan setelah teridentifikasinya daftar 

inventarisasi masalah. Dalam pembicaraan tingkat IIYPembahasan Rancangan 

Undang-Undang Usul Inisiatif Dewan Penvakilan Rakyat Republik Indonesia 

tentang Perlindungan Konsumen, terdapat DIM (daftar inventarisasi masalah) 

terkait klausula baku yang bernuansakan klausula eksonerasi dan ancaman 

pidana yang dikenakan terhadapnya. Pencantuman larangan menggunakan 

klausula baku yang bernuansakan eksonerasi, muncul sebagai bagian daftar 

masalah yang sama dengan tanggapan pemerintah dalam pembicaraan tingkat 

I1 menanggapi atas penjelasan dari Pansus. Masalah ancaman pidana yang 

dikenakan kepada pelaku usaha yang menggunakan klausula baku khususnya 

yang bennuatkan dengan klausula eksonerasi ada perubahan dari sebelumnya 

243 Jawaban disampaikan oleh Ketua Pansus dalam Pembicaraan Tingkat Illjawaban Pansus 
Terhadap Tanggapan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan 
Konsumen 1999. Hal. 217 



di draft Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, dimana 

ancaman pidana terhadap klausula baku yang bernuansakan klausula 

eksonerasi diatur dalam pasal 36. Sedangkan dari hasil usulan pemerintah 

dalam daftar inventarisasi masalah, pasal tersebut diubah menjadi pasal 45. 

Pemerintah juga mengusulkan bahwa penuntutan pidana dapat dilakukan 

terhadap pelaku usaha dan pengurusnya. Pennasal ahan lain yang muncul 

terkait ancaman pidana yang diberikan terhadap pelaku usaha yang 

mencantumkan klausula baku bernuansakan klausula eksonerasi dalarn 

Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen antara lain 

adanya kesulitan untuk menentukan apakah pencanturnan klausula baku 

yang bernuansakan klausula eksonerasi merupakan kategori pelanggaran 

berat ataukah pelanggaran ringan. Pemerintah juga mengusulkan untuk 

mengubah ketentuan pidana pokok dalam Rancangan Undang-Undang tentang 

Perlindungan Konsumen diubah dari pasal 45 menjadi pasal 46, dengan 

ancaman pidana yang semula dalam draft Rancangan Undang-Undang tentang 

Perlindungan Konsumen yakni pidana penjara 10 (sepuluh) tahun atau pidana 

denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Terhadap 

ancaman pidana tersebut, tidak ada permasalahan yang masuk dalam daftar 

inventarisasi masalah, namun usulan pemerintah mengusulkan agar ancaman 

pidana penjara diubah menjadi pid&a penjara setinggi-tingginya 10 (sepuluh) 

tahun dan atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.000.000.000 (dua 

milyar rupiah). 



Upaya mengkriminalisasi klausula baku yang di dalarnnya bernuansakan 

klausula eksonerasi juga terdapat dalam diskursus pemikiran mengenai 

hukuman tambahan. Sebagaimana yang terpapar dalam draft rancangan 

undang-undang tentang perlindungan konsumen, maka perubahan pasal 

sebagai hasil diskursus narnpak pada perubahan pasal 37 mengenai pidana 

tarnbahan, yakni berupa perampasan barang tertentu, pengumurnan keputusan 

hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin usaha, perintah penghentian 

kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, serta 

kewajiban penarikan barang dari peredaran. Ketentuan ini berubah menjadi 

Pasal 47 Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen 

berdasarkan usulan pemerintah. 

Klausula baku yang tentu di dalarnnya bemuansakan mengenai klausula 

eksoenerasi juga menjadi bahan yang dijelaskan dalam rapat pansus ke 2 

terdapat bahasan yang menjelaskan baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi 

fraksi. Dari sisi pemerintah, klausula baku(termasuk bernuansakan klausula 

eksonerasi) yang masuk dalam dafiar inventarisir masalah nomor 70 oleh 

pemerintah tetap dinyatakan pengaturannya dijadikan satu saja babnya dengan 

bab mengenai perbuatan yang dilarang.244 S edangkan pendapat berbeda 

dikemukakan oleh Ny. HJ. Lydia Arlini Rianzi Julidar dari FKP dimana 

mengemukakan bahwa "mengenai perbuatan yang dilarang ingin digabungkan 

dengan klausula baku, kami tidak dapat menerima usulan pemerintah karena 

kami menganggap perlu adanya pengaturan tentang klausula baku di dalam bab 

244  "Butir 70, klausula baku lebih tepat di dalam bab IV bagian kedua, sehingga perbuatan 
yang dilarang ini merupakan bagian kesatu dalam rangka memproduksi, memperdagangkan, dan 
mengiklankan". Oleh Memperindag (Rahardi Ramelan) pada Rapat Pansus Ke 2, Hal, 370 



yang tersendiri. Klausula baku (termasuk yang bernuansakan klausula 

eksonerasi) pada umumnya terjadi suatu ketentuan yang dibuat oleh pihak 

pelaku usaha dan dianggap tidak begitu penting, namun demikian sangat 

merugikan konsumen dan karena itu konsumen terpaksa hams menerimanya, 

karena itu kami beranggapan ha1 ini masih perlu untuk dicantumkan dalam satu . 

bab tersendiri sehingga kami tetap bertahan agar bab ini tidak digabungkan 

dengan bab IV tentang pabuatan yang d i l a r ~ i n ~ . " ~ ~ ~  

Mengenai ketentuan pidananya, dimana di dalamnya juga memuat mengenai 

pengenaan ancarnan pidana kepada pelaku usaha yang mencanturnkan klausula 

eksonerasi dalam pejanjian baku, hanya di dapatkan diskursus pemikiran 

mengenai penamaan nama bab. Penamaan bab yang dimaksud hanya terdapat 

usulan bahwa pengenaan ancaman pidana pokok sebagaimana diatur dalam 

Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen ini, sebaiknya 

ditambahkan pula ancaman pidananya dengan ancarnan pidana tambahan. Hal 

ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Ridwan Sani dari FKP yang 

menjelaskan sebagai berikut : "pihak pemerintah memang menyarankan untuk 

adanya bagian kedua dengan pidana pokok tapi kita juga sudah baca kepada 

pasal-pasal berikutnya. Kita juga agak kehilangan di sini karena di hukum 

pidana ada hukurnan pokok dan ada hukuman tambahan. Kami tidak melihat 

ha1 yang demikian, jadi kalau pihak pemerintah menyatakan pidana pokok ya 

kita ingin melihat pidana tambahannya, karena dalam ancaman hukumannya 

yang kita letakkan disini, ada beberapa ha1 yang terkait, apalagi berbicara 

245 Ibid 



kepada daftar inventarisir masalah nomor 285, kami mendahuluinya saja. 

Usulan pihak yang pertama substansinya kita dapat menerima, mungkin uraian 

babnya mengenai sanksi pidana dengan bagian kedua pidana pokoknya ini 

perlu kita bicarakan lebih baik, maka kami dari pihak dewan menyarankan ini 

'< 246 lebih baik kita masukkan dalam timus, terima kasih . 

Pada saat pembahasan mengenai pengaturan tindak pidana terhadap klasula 

baku berrnuatkan eksonerasi dibahas, penvakilan pemerintah dalam ha1 ini oleh 

Prof. Dr. Lr. Rahardi Ramelan, M.Sc menjelaskan bahwa "dafiar inventarisir 

masalah nomor 285 (tentang pasal 36 yakni pengaturan tindak pidana 

pencantuman klausula eksonerasi dalam ltlausula baku), memang kami melihat 

adanya hal-ha1 yang susah tapi dalam pelaksanaannya untuk bisa membedakan 

pelanggaran-pelanggaran berbagai jenis jenjangnya tersebut, disini disebut 

pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal yang berbeda dari bacaan undang- 

undang ini, oleh karena itu kami menyarankan adanya satu rurnusan baru, jadi 

pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 

ini diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 10 tahun dan atau pidana 

denda sebanyak-banyaknya Rp. 2 Milyar (dua milyar rupiah). Dengan 

demikian nanti penentuan yang melanggar pasal yang mana munglun dapat 

ditentukan oleh badan yang akan mengadakan pengadilannya sendiri. Terima 

kasiy 247 .. . 

Dari pihak DPR kembali menanggapi bahwa "memang ini ada 2 (dua) versi 

di sini, katakanlah dua versi dalam pembicaraan kalangan mereka-mereka yang 

246 Ridwan Sani, FKP, dalam Rapat Panitia Pansus ke 2 Rancangan Undang-Undang 
Tentang Perlindungan Konsumen, Hal. 480 

247 Prof. Rahardi Ramelan, Ibid, Hal. 482 



bergerak di dalam bidang hukum, ada yang menginginkan bahwa dalam pasal 

itu jelas-jelas dikatakan pasal mana yang harus dilanggar, dan dalam satu versi 

yang lain mengatakan cukup saja, nah kita katakan saja jika undang-undang ini 

dilanggar ancaman hukumannya, sekian dewan menganggap peluang-peluang 

ini nanti membuka tafsiran-tafsiran yang bukan-bukan baik dari pihak pembela 

maupun dari pihak majelis pengadilan, sehingga akhinya nanti kita akan 

melihat ya katakanlah kalau proses-proses mengenai penyelesaian perkara 

seperti sekarang ini terlalu banyak nanti bertumpuk di Mahkamah Agung, 

untuk itu dalam pasal 36 ini, memang kalau benar ada kesulitan untuk 

mengidentifikasi si pelanggar berat atau ringan nanti kita bicarakan hingga kita 

akan lebih jelas untuk memperincinya, kami memang melihat seperti misalnya 

kami menyatakan pasal 16 apakah itu termasuk kepada pelanggaran ataukah itu 

kejahatan, jadi untuk itu kami menyarankan kita rinci dan dengan perincian itu 

nanti akan tergambar apa yang diharapkan oleh pihak pemerintah dan harapan 

kita bersama, yaitu barangkali di Panja lebih tepat ."248 

Prof. Rahardi Rarnelan kembali menanggapi dari sisi perspektif pemerintah, 

yakni beliau menjelaskan " kami dapat mengerti pemikiran dari Anggota 

Dewan, kalau kita melihat praktik sehari-hari satu perurnusan yang terlalu uum 

juga mempersulit kita untuk mengambil keputusan sehingga melihat setelah 

mencermati lebih rinci mengenai pasal 36 dengan dua ayat ini walaupun 

dengan kesukarannya kita akan bisa mengidentifikasi pelanggaran berat dan 

ringan saya kira satu ha1 yang perlu kita cermati secara mendalam sehingga 

248 Ridwan Sani, FKP, Ibid, Hal. 43 



pasal ini perlu kita bahas di dalam Panja sehingga kita menemukan titik 

temunya. Saya juga tidak terlalu sepakat untuk mengadakan perurnusan yang 

terlalu umum sehingga mernpersulit nanti kepada badannya sendiri dalam 

rangka menentukan pidana. Hal tersebut karena sudah rumusan yang cukup 

mengarah juga, jadi kami sepakat pasal 36 yaitu butir 285 DIM dan butir 286 

untuk dibahas di panja." Terhadap pemaparan diskursus yang berkembang 

tersebut, terdapat kesimpulan awal mengenai tanggapan terhadap pengaturan 

tindak pidana yang salah satunya mengatur tentang tindak pidana terhadap 

pencantuman klausula baku bernuansakan klausula eksonerasi yakni pada pasal 

36 ayat 1 akan dibahas lebih lanjut dalam Panja (Panitia Kerja) dimana guna 

mendapatkan gambaran utuh mengenai rumusan pengaturan tindak pidana 

beserta ancaman sebagaimana yang terdapat dalam pasal 36 ayat 1 masih 

dipandang terlalu urnurn, sehingga memiliki potensi kesulitan dalarn 

mengimplementasikannya ke depan oleh majelis pengadilan. 

Pada saat pembahasan mengenai pengaturan tindak pidana terhadap 

pencantuman klausula baku yang bernuansakan klausula eksonerasi masuk 

pada tahap pembahasan di panitia kerja, terlihat pembahasan terhadap BAB 

mengenai Klausula Baku masih saja berkutat di ha1 penyamaan BAB antara 

BAB mengenai Klausula Baku dengan BAB mengenai Perbuatan yang 

dilarang. Diskursus yang berkembang antara lain seperti antara perspektif 

pemerintah dalam ha1 ini yang diwakili oleh Di j en  Perdagangan Dalam Negeri 

IR. Teddy Setiadi dimana menjelaskan bahwa muatan dalam BAB mengenai 

Klausula Baku dengan Perbuatan yang dilarang memiliki keterkaitan, sehingga 



alangkah lebih baiknya apabila pengaturannya dilakukan dalam satu rumusan 

BAB saja. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Lydia Arlini Rianzi 

Julidar dari FKP dimana menjelaskan bahwa isu mengenai Klausula Baku 

(temasuk yang bernuansakan klausula eksonerasi) merupakan isu yang relatif 

masih baru, yang artinya sesuatu yang selama ini tidak pernah menjadi 

perhatian masyarakat. Sehingga perlu diangkat rumusannya secara tersendiri 

karena mengingat sifatnya selain masih berupa isu baru yang relatif masyarakat 

masih banyak belum mernikiki kesadaran, selain itu juga isu mengenai 

, Klausula Baku bernuansakan klausula eksonerasi juga merupakan isu yang 

sangat membawa kerugian kepada masyarakat dalam ha1 ini konsumen, 

sehingga perlu dirurnuskan dalam bab t e r ~ e n d i r i . ~ ~ ~  Adapun dalam hasil rapat 

panita kerja ini untuk dafiar inventarisir masalah tentang penempatan BAB 

mengenai Klausula Baku akan dilakukan. lobi antara Pemerintah dengan 

Anggota Dewan guna didapatkan kesepahaman. 

Berdasarkan hasil rapat panitia kerja ke 3 di dapatkan hasil yakni bahwa 

penempatan BAB mengenai Klausula Baku ditempatkan setelah BAB 

mengenai Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha. Adapun judul 

sementara terhadap BAB mengenai Klausula Baku adalah "Ketentuan 

7, 250 Pencanturnan Klausula Baku . 

Pada hasil rapat Panitia Kerja ke 4 (Empat) yang berlangsung pada tanggal 

12 Maret 1999, didapatkan hasil yakni mengenai ketentuan pidana 

- 

249 ~ a ~ a t  dilihat dalam Hasil Risalah Sidang Panitia Kerja 1 Tanggal 9 Maret 1999 
Rancangan Undang-Undang Tentang perlindungan Konsumen. 

250 Dapat dilihat dalam Hasil Risalah Sidang Panitia Kerja 3 Tanggal 11 Maret 1999 
Rancangan Undang-Undang Tentang perlindungan Konsumen 



sebagaimana yang terdapat di dalam Rancangan Undang-Undang tentang 

Perlindungan Konsumen justru tidak mendapatkan diskursus pemikiran berarti. 

Hasil kesimpulan rapat menjelaskan bahwa rumusan sebagaimana yang 

terdapat di dalam rancangan undang-undang disetujui untuk masuk kepada lobi 

guna mendapatkan kesepahaman. Sedangkan dari hasil rapat panita kerja 

berikutnya yakni ke 6 pada tanggal 16 Maret 1999, perkembangan diskursus 

pemikiran mengenai pengaturan tindak pidana pencantuman Mausula 

eksonerasi, khusus untuk ancaman pidananya dalam rumusan rancangan 

undang-undang tentang perlindungan konsumen disetujui, namun dengan 

catatan pemerintah akan merumuskan pasal36 ini dengan 4 (empat) subtansi : . 

a) Yang mengatur pelanggaran dengan kesengajaan, hukuman lebih 

tinggi; 

b) Yang mengatur tentang pelanggaran karena kelalaian, dengan 

hukuman lebih rendah; 

c) Pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu adalah tindak pidana 

kejahatan; 

d) Pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu adalah tindak pidana 

pelanggaran. 

Hasil pada rapat panita kerja selanjutnya yakni pada rapat panita kerja ke 8, 

didapatkan hasil mengenai pengaturan ketentuan pidana terhadap salah satunya 

mengenai klausula baku bernuansakan klausula eksonerasi adalah sebagai 

berikut : "dafiar inventarisasi masalah nomor 285 dan 286 pasal 36 substansi 

disetuj ui, namun dengan rumusan sebagai berikut : 



Pasal 36 

1)Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan undang-undang 

ini diancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau 

pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah); 

2)Barang siapa karena kelalaian melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalarn ketentuan undang-undang ini diancam dengan 

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau pidana dendan 

paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah); 

3)Pelanggaran terhadap pasal-pasal.. . . . . adalah jenis tindak pidana 

kej ahat an; 

4)Pelanggaran terhadap pasal-pasal . . . . . . ..adalah jenis tindak oidana 

pelanggaran; 

5)Pelanggaran yang menyebabkan kematian atau luka berat..(kembali 

ke KUHAP, rumusan disiapkan ~ernerintah).~" 

Pada pembahasan mengenai pengaturan tindak pidana berlanjut pada 

Rapat Panitia Kerja Khusus ke-4, didapatkan hasil rapat antara lain 

menempatkan Klausula Baku pada BAB tersendiri yakni pada BAB VI 

setelah BAB Perbuatan Yang Dilarang. Pengaturan larangan mengenai 
. . 

penggunaan klausula eksonerasi dirumuskan pada pasal 18 ayat (1) huruf a 

di mana secara substansi menjelaskan sebagai berikut : "(1) Pelaku usaha 

dalarn menawarkan barang dadatau jasa yang ditujukan untuk 

diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada 

251 Dapat dilihat dalam Hasil Risalah Sidang Panitia Kerja 6 Tanggal 16 Maret 1999 
Rancangan Undang-Undang Tentang perlindungan Konsumen. 



setiap dokumen dadatau perjanjian apabila : (a). Menyatakan pengalihan 

tanggung jawab pelaku usaha" sedangkan ancaman pidananya tertera 

dalam pasal 62 ayat 1 sebagaimana tertera sebagai berikut : "(1) pelaku 

usaha yang melanggar. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, 

pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat 2, pasal 15, pasal 17 ayat (I), pasal 18, 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana 

denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00.- (dua milyar rupiah). 

Sedangkan draft akhir mengenai Rancangan Undang-Undang tentang 

Perlindungan Konsumen bermuatkan tidak jauh berbeda sebagaimana dari 

hasil akhir dari Rapat Panita Kerja Khusus ke 4. Hal yang membedakan 

hanya pada pengaturan pada pasal 62 ayat I BAB mengenai sanksi pidana, 

dimana khusus untuk pasal 17 ayat (1) diperluas menjadi huruf a, b, c, e dan 

ayat (2). Sedangkan secara khusus terkait dengan pengaturan tindak pidana 

terhadap penggunaan klausula eksonerasi tidak ada perubahan sama sekali. 

d. Dasar Pembenaran Kriminalisasi Terhadap Klausula Baku (Klausula 

Eksonerasi) 

Terhadap paparan mengenai sub-sub bab tersebut diatas, jelas bahwa 

pennasalahan hukum yang melibatkan konsurnen dengan produsen memiliki 

kompleksitas permasalahaii hukum yang melibatkan domain publik, yakni isu 

kesejahteraan masyarakat konsumen yang seringkali dirasakan merugi akibat 

dari adanya penerapan klausula baku khususnya yang bernuansakan klausula 

eksonerasi. Ada beberapa kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam 

upaya dibentuknya Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan 



Konsumen, seperti adanya kepentingan ekonomi masyarakat konsumen agar 

terhindarkan dari kerugian akibat penerapan klausula eksonerasi di hubungan 

hukum bisnis antara produsen (pengelola usaha) dengan konsumen. Klausula 

eksonerasi yang hidup dalarn klausula baku dipandang sebagai jenis klausula 

dalam perjanjian yang seringkali menghasilkan ketidakseimbangan kedudukan 

atau p.osisi para pihak, yakni masyarakat konsumen dengan produsen selaku 

pengelola usaha. Semangat jalinan bisnis yang berdasarkan keseimbangan para 

pihak dirasakan diabaikan dengan adanya jenis ldausula baku tersebut. 

Pemerintah serta legislatif dalam ha1 ini mencoba memberikan penyelesaian 

permasalahan sistem sosial tersebut melalui upaya mengknminalisasikan 

klausula baku yang memiliki nuansa eksonerasi di dalamnya. Indikasi 

knminalisasi tersebut tercerrnin dari adanya larangan dan disertai ancaman 

pidana bagi pelaku usaha yang menerapkan klasula eksonerasi. Dasar 

pembenaran kriminalisasi sebagaimana tertera dalam proses perurnusan 

rancangan undang-undang tentang perlindungan konsumen tersebut mirip 

dengan penggunaan pilihan alasan pembenar kriminalisasi sebagaimana yang 

diatur dalarn kajian hukum pidana yakni teori liberal individualistik serta 

dikombinasikan dengan teori ordeneringsstrafrecht. 

Titik tolak teori liberal individualistik adalah berfokus kepada upaya 

pencegahan terhadap terjadinya kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain. 

Penerapan prinsip kerugian dalam perspektif teori ini dilakukan dengan 2 (dua) 

cara. Dan cara yang relevan dalarn ha1 ini adalah cara Pertama, dimana 

tindakan yang merugikan, merupakan alasan untuk mendukung pembenaran 



kriminalisasi suatu perbuatan.252 Teori libertarian individualistik berusaha 

meminimalkan penggunaan kekuatan dan kecurangan dan akibat-akibat yang 

d i t i r n b ~ l k a n n ~ a . ~ ~ ~  Cara ini sejalan dengan keadaan sosial yang terjadi di 

lingkungan bisnis masyarakat, dimana melalui klausula baku apalagi yang 

sifatnya eksonerasi, seringkali menghasilkan kedudukan konsumen yang tidak 

seimbang dengan pengelola usaha. Irnplikasi yang muncul adalah, tidak adanya 

kepastian akan pembebanan tanggung jawab kerugian bagi pengelola usaha 

dan konsumen, semua beban hanya ditujukan pada diri konsumen. 

Teori pembenaran kriminalisasi ordeneringsstrafrecht, menekankan 

penggunaan hukurn pidana sebagai instrumen kebijakan pemerintah.254 

Penetapan kriminalisasi dalam teori ini bukanlah apa yang dipandang oleh 

masyarakat sebagai tindakan hukum yang ditunjuk sebagai perbuatan pidana, 

melainkan apa yang bertentangan dengan kebijakan pernerintahlah yang 

ditetapkan sebagai perbuatan pidana  it^.^^' 

Kebijakan pemerintah yang dimaksud dalam ha1 ini adalah bisa muncul 

penafsiran dimana dilanggarnya kebijakan pemerintah dalam ha1 ini adalah 

RUU tentang Perlindungan Konsumen yang kini telah menjadi Undang- 

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau juga bisa 

penafsiran pelanggaran terhadap kebijakan pemerintah ini muncul oleh karena 
. . 

muatan perlindungan hukum terhadap masyarakat konsumen akibat perjanjian 

sebelumnya telah terakomodir dalam kebijakan pemerintah berbentuk undang- 

252 Dr.Salman Luthan,SH,MH, Loc. Cit. Hal. 8 1 
253 Loc. Cit Hal. 88 
254 Loc.Cit, hal. 107 
255 Ibid 



undang, salah satunya yakni KUH Perdata pasal 1473-1 5 12; pasal 1320-1 338 

dimana pasal-pasal tersebut mengatur perbuatan antara masyarakat konsumen 

dengan pengelola usaha yang terikat dalam perjanjian. 

Sehingga teori pembenaran kriminalisasi yang diterapkan oleh pemerintah 

dan legislatif selaku pembentuk .Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen ini mengkombinasikan teori liberal individualistik 

dan teori ordeneringstraj-echt. Preposisii ini terbangun dengan maksud bahwa 

penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana bukan hanya perbuatan 

tersebut merugikan orang lain, tapi karena perbuatan tersebut bertentangan 

dengan kebijakan pemerintah256 (baik kebijakan pemerintah yang telah ada 

sebelumnya dan saling terkait maupun kebijakan pemerintah yang baru ada 

yakni UU Perlindungan  ons sum en).^^^ 

256 Dr.Salman Luthan, Loc.Cit. hal. 50 
257 Gambaran mengenai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan 

perlindungan keamanan, keselamatan atau kesehatan kepada rakyat Indonesia saat ini dapat 
dijumpai dalam berbagai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan berbagai Peraturanlatau 
Keputusan Menteri dari berbagai Departemen. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 202, 203, 205, 263, 364, 
266,382, bis. 383,388 dsb; 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasall473 - 1512; pasal 1320-1338; 
c. Ordonansi Bahan-Bahan Berbahaya tahun 1949; 
d. Undang-Undang tentang Obat Keras Tahun 1949; 
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Kesehatan; 
f. Undang-Undang Nomor 10 Tahun Barang; 
g. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 198 1 tentang Metrologi Legal; 
h. Undang-udnang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian; serta 
i. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 

Dapat dilihat dalam Hukum Perlindungan Konsumen, dapat dilihat dalam Hukum 
Perlindungan Konsumen, PT Penerbit Mandar Maju, Op.Cit, Hal. 8 - 10. 



B. AKIBAT ATAU EKSES POSITIF DAN NEGATIF KLAUSULA 
BAKU (KLAUSULA EKSONERASI) DALAM LALU LINTAS 
PERDAGANGAN DAN EKONOMI, KHUSUSNYA PADA 
LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN YANG DIKAITKAN 
DENGAN NASABAH BANK. 

Melalui berbagai kompleksitas terhadap hadirnya klausula baku (eksonerasi) 

pada perjanjian baku, maka dari kehadirannya tersebut pasti terdapat dua 

implikasi. Baik dari sisi positif maupun dari sisi negatifhya, khususnya terhadap 

lalu lintas perdagangan dan ekonomi di lembaga keuangan perbankan. Untuk 

menjawab perrnasalahan ini, sengaja penulis mewawancarai praktisi di bidang 

penyelesaian sengketa konsumen. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan praktisi penyelesaian sengketa 

konsumen, yakni bapak Tahruri, SH (Majelis dari sisi pelaku usaha dalam BPSK 

Yogyakarta), terdapat gambaran jawaban bahwa klausula baku khususnya 

klausula yang sifatnya mengalihkan pertanggungjawaban salah satu pihak yakni 

pelaku usaha lernbaga keuangan perbankan, seringkali memang ditemui 

memberikan dampak negatif terhadap harmonisasi hubungan hukum, hubungan 

bisnis lalu lintas perdagangan dan ekonomi antara nasabah bank dengan lembaga 

keuangan perbankan. 

Akibat negatif dari klausula baku yang bernuansakan (eksonerasi) muncul 

seiring dengan banyaknya praktik bisnis perbankan kepada nasabah yang 

seringkali mengabaikan amanat daripada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini tercermin dari seringkali pengakuan dari 

para nasabah bank yang tidak mendapatkan akses informasi mengenai muatan 

klausula baku bemuansakan klausula eksonerasi dalam perjanjian yang di berikan 



dari pihak perbankan. Selain itu, dalam realitasnya pihak perbankan seringkali 

mengaba~kan prinsip keseimbangan para pihak dan kemungkinan-kemungkinan 

dari syarat sahnya pencantuman klausula eksonerasi sebagaimana hasil dari 

perkembangan teori-teori perjanjian yang ada. Seperti misalnya, masih banyak 

bank yang mencanturnkan klasula baku yang bernuansakan (eksonerasi) dalam 

bentuk huruf atau tulisan yang kecil-kecil. Format perjanjian yang diberikan pun 

letak klausula baku bernuansakan eksonerasi nya sangat sulit terlihat secara 

sepintas, dan seringkali pihak nasabah bank tidak diberikan akses informasi 

mengenai adanya klausula baku yang bernuansakan (eksonerasi) tersebut. 

Tahruri, SH mengatakan bahwa ada beberapa alasan yang mendorong Pihak 

perbankan mengabaikan prinsip keseimbangan dan kesepakatan para pihak 

sebagaimana yang diatur dalam syarat sahnya perjanjian pada pasal 1320 

KUHPerdata. Hal ini sangat terlihat seperti adanya tuntutan dari pihak lembaga 

keuangan perbankan yang merasa dikejar oleh waktu dan target, sehingga 

penggunaan klausula baku bernuansakan klausula (eksonerasi) yang 

mencerminkan keseimbangan para pihak seringkali menjadi point yang 

terabaikan. 

Terhadap akibat-akibat yang muncul tersebut, Tahruri,SH menyatakan 

bahwa hadirnya klausula eksonerasi dalam perjanjian baku perbankan dapat 

dikatakan membawa akibat atau ekses negatif yang tidak proporsional dengan 

akibat atau positifnya. Hal tersebut terlihat dari seringkali akibat negatif lebih 

dominan ditemukan daripada akibat positifnya. Tahruri, SH selaku majelis yang 

seringkali mernbantu menyelesaikan sengketa antara nasabah bank dengan 



konsumen perbankan (nasabah bank), memberikan pandangan bahwa sangat ada 

kemungkinan pihaknya bisa memenangkan lembaga keuangan perbankan, apabila 

berdasarkan fakta-fakta yang telah digali, ditemukan lembaga keuangan 

perbankan berdasarkan iktikad baik telah melakukan upaya yang cukup dalam 

mendorong kesadaran nasabah bank dalam mengerti dan memahami implikasi 

dari adanya klausula baku bernuansakan eksonerasi di perjanjian baku yang 

ditawarkan oleh pihak bank. Pandangan yang disampaikan oleh Tahnm,SH 

tersebut terbangun berdasarkan pada realita bahwa tetap ada konsumen yang 

berlaku curang, meskipun prosentasenya tidak begitu banyak. 

Selain menggali pendapat dari Majelis BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen) Yogyakarta, penulis dalam ha1 ini telah melakukan penelitian 

sebelumnya yang mencoba menggali akibat atau ekses positif dari adanya 

klausula baku bernuansakan klausula eksonerasi yang diterapkan pada lalu lintas 

perdagangan dan ekonomi, khususnya pada lembaga keuangan perbankan. Dari 

hasil penelitian lain yang penulis lakukan dalam judul penelitian "Klausula 

Eksonerasi dan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Baku (Studi Kasus 

Perjanjian Fasilitas ATM VISA Pada Beberapa Bank Swasta dan Pemerintah di 

Yogyakarta"), penulis mencoba menghubungan serta bempaya mendapatkan 

relasi atau garis sinkronisasi antara klausula eksonerasi dengan asas 

keseimbangan para pihak. Setelah inencoba menghubungkan dua ha1 tersebut, 



penulis dalam penelitian ini mendapatkan sebuah preposisi, terdapat 3 tipe 

pencantuman klausula eksonerasi yang dilakukan oleh pihak perbankan, yakni :258 

a. Pencantuman klausula eksonerasi dengan sebelumnya telah 

mencantumkan klausula arahan-arahan bagi nasabah agar terhindar 

dari kerugian; 

b. Klausula eksonerasi yang membebaskan tanggungjawab bank oleh 

karena kerugian yang dialami oleh nasabah merupakan akibat 

kelalaian mumi dari pihak nasabah bank; dan 

c. Klausula eksonerasi dengan sebelumnya terdapat pengaturan 

pemblokiran fasilitas perbankan. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, penulis bisa membuat 

kesimpulan bahwa sebenarnya ada sisi dari peran klausula eksonerasi yang 

memberikan dampak positif terhadap hubungan bisnis nasabah dengan lembaga 

keuangan perbankan dalarn lalu lintas perdagangan dan ekonomi. Akibat atau 

ekses positif tersebut tercermin dari peran klausula eksonerasi yang senyatanya 

mampu memberikan dan menjaga kedudukan para pihak yakni nasabah bank dan 

pihak perbankan agar seimbang satu sama lainnya. Peran positif dari klausula 

eksonerasi ini di satu sisi .agar menghindari lembaga keuangan perbankan selaku 

pelaku usaha dari perilaku konsumen yang curang, di sisi lain juga membantu 

nasabah bank agar terhindar dari potensi kerugian akibat kelalaian murni dari diri 

nasabah bank. 

258 Lucky Omega Hasan, Klausula Eksonerasi dan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian 
Baku (Studi Kasus Perjanjian Fasilitas ATM Visa Pasda Beberapa Bank Swasta dan Pemerintah di 
Yogyakarta), Skripsi, UlI, Yogyakarta, 201 1, Hal. 86 



C .  PENDAPAT AHLI HUKUM BISNIS DAN AHLI HUKUM PIDANA 

TERHADAP KRIMINALISASI KLAUSULA BAKU (KLAUSULA 

EKS0NERASI)KHUSUSNYA TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN 

PERBANKAN. 

a. Pendapat Ahli Hukum Bisnis Mengenai Kriminalisasi Klausula Baku 

Bernuansakan Klausula Eksonerasi pada Lembaga Keungan 

Perbankan. 

Pernbahasan mengenai pendapat ahli hukum bisnis dan ahli hukum pidana 

terhadap kriminalisasi klausula eksonerasi pada lembaga keuangan perbankan, 

penulis sajikan dengan 2 model yang saling terkait satu sama lain, yakni 

pendapat ahli hukum berdasarkan riset langsung wawancara, serta pendapat 

ahli hukum berdasarkan riset pustaka. dua model ini akan dikombinasikan satu 

sama . lain agar terdapat pemaparan pembahasan yang lengkap dan 

komprehensif. Terkait dengan kriminalisasi terhadap klausula eksonerasi yang 

melibatkan lembaga keuangan perbankan, ahli hukum bisnis Prof. Dr. Ridwan 

Khairandy, SH.,MH berpendapat bahwa perlu dipastikan terlebih dahulu 

mengenai status dari nasabah bank apakah sama dengan yang dimaksud dengan 

masyarakat konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga akan di dapatkan pintu 

masuk atau legitimasi bagi alasan pembenar lembaga keuangan perbankan 

dapat dilibatkan dalam penerapan Undang-Undang tentang Perlindungan 

Konsumen. Selain itu Prof. Ridwan Khairandy mernaparkan juga perlu 

dipastikan bahwa klausula baku yang tennuat di dalam Undang-Undang 



tentang Perlindungan Konsumen merupakan jenis klasula eksonerasi apa 

tidaknya. 

Undang-Undang tentang perlindungan Konsumen mendefinisikan 

konsumen sebagai "setiap orang pemakai barang danlatau jasa yang tersedia 

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, 

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan." Definisi ini 

sesuai dengan pengertian bahwa konsumen adalah end userlpengguna terakhir, 

tanpa si konsumen merupakan pembeli dari barang danljasa t e r eb~ t . ' ~~  

Pengertian konsumen dalam arti m u m  adalah pernakai, pengguna dan atau 

pernanfaat barang dan atau jasa untuk tujuan tertentu. Sedangkan pengertian 

menumt undang-undang tentang perlindungan konsumen di atas adalah setiap 

. orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalarn masyarakat, baik bagi 

kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain maupun makhluk hidup lain dan 

tidak untuk diperdagangkan.260 

Berdasarkan pengertian di atas, subjek yang disebut sebagai konsumen 

berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan jasa. Istilah 

LL orang" sebetulnya menimbulkan keraguan apakah hanya orang individual 

yang lazim disebut dengan naturlijkperson atau termasuk juga badan hukum 

(recht person). Menurut AZ Nasution, orang yang dimaksudkan adalah orang 

alami bukan badan hukum. Pendapat tersebut mengemuka sebab yang 

memakai, menggunakan dan atau memanfaatkan barang d m  atau jasa untuk 

- 

259 Abdul Hakirn Barkatullah, Hak-Hak Konsumen, Cetakan Pertama, Nusa Media, 
Bandung, 2010, Hal. 30 

260 Ibid 



kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain tidak 

untuk diperdagangkan hanyalah orang alami atau m a n ~ s i a . ~ ~ '  

Sedangkan nasabah bank menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mendefinisikan 

nasabah bank menjadi 2 hal, yakni nasabah dan nasabah penyimpan. Nasabah 

merupakan pihak yang menggunakan jasa bank, sedangkan nasabah penyimpan 

merupakan nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk 

sirnpanan berdasarkan perjanjian perbankan sebagaimana dimaksud dalam 

undang-undang yang berlaku. Berdasarkan pemaparan definisi tersebut, maka 

terlihat adanya korelasi antara konsumen sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan nasabah bank maupun 

nasabah penyimpan dana. Oleh karena peran daripada nasabah bank maupun 

nasabah penyimpan sama-sarna menggunakan, memanfaatkan fungsi dari jasa 

atau produk perbankan. Pemaparan ini juga diperkuat dengan pengertian dari 

pelaku usaha dalam undang-undang tentang perlindungan konsumen. Dalam 

undang-undang tentang perlindungan konsumen pasal 3 menjelaskan bahwa 

"pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan hukum usaha, baik 

yang berbentuk badan hukurn maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalarn wilayah hukum negara republik 

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 

26' Ibid, Hal 2 



Penjelasan tersebut di atas selaras bila dikomparasikan dengan fungsi dari 

bank yang merupakan media perputaran lalu lintas uang, dan tempat dimana 

permasalahan keuangan dapat diselesaikan, baik melalui produk-produk bank 

maupun jasa bank yang ditawarkan kepada n a ~ a b a h n ~ a . ~ ~ ~  

Selain itu perlu diketahui juga bahwa kehadiran dari pada Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen merupakan payung hukum yang mengintegrasikan 

undang-undang sebelumnya yang memuat perlindungan konsumen, termasuk 

salah satunya Undang-Undang tentang Perbankan. Relasi kuat lain yang 

menegaskan bahwa nasabah bank merupakan kualifikasi konsumen antara lain 

dapat dilihat juga dari sejarah sebelum terbentuknya undang-undang 

perlindungan konsurnen, dimana instrument hukum guna melindungi 

kepentingan konsumen salah satunya telah lama hadir dalarn Kitab Undang- 

Undang Hukum Perdata Pasal 1473-1 5 12; pasal 1320- 1338 dimana pasal-pasal 

tersebut mengatur perbuatan yang berkaitan dengan perlindungan kepada 

pembeli dan perlindungan kepada pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian. 

Instrument perjanjian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki keselarasan dengan 

penyaluran produk dan jasa perbankan kepada nasabah yang seringkali identik 

terikat dalam suatu media perjanjian sebagaimana diatur dalarn undang-undang 

yang berlaku. Sehingga dengan demikian tegas dikatakan bahwa nasabah bank 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo Undang- 

Undang Nomor 10 Tahun 1998 merupakan konsumen sebagaimana yang 

262 Maryanto Supriyono, Buku Pintar Perbankan (Dilengkapi Dengan Studi Kasus dan 
Kamus Istilah Perbankan, CV Andi Offset, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 201 1, hal. 3 



dikualifikasikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. 

Prof. Ridwan Khairandi dalam hasil wawancara juga menegaskan bahwa 

perlu pengklarifikasian yang jelas terlebih dahulu bahwa klausula eksonerasi 

merupakan bagian daripada j enis klausula b aku yang dilarang dalarn Undang- 

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga 

dengan ditemukannya relevansi dari klausula eksonerasi dengan jenis klausula I 

baku yang dilarang dalam undang-undang tentang perlindungan konsumen, 

maka setidaknya ada alasan pembenar yang marnpu membawa klausula 

eksonerasi merupakan bentuk tindak pidana. Sebagaimana diketahui, bahwa 

jenis klausula baku yang dilarang yang berkaitan dengan istilah klausula 

eksonerasi ditemukan pada pasal 18 ayat 1 huruf a dimana dijelaskan sebagai 

berikut : "pelaku usaha dalam menawarkan dadatau jasa yang yang ditujukan 

untuk diperdagangkan dilarang mernbuat dadatau mencantumkan klausula 

baku pada setiap dokumen danlatau perjanjian apabila : a. menyatakan 

pengalihan tanggung jawab pelaku usaha". Menurut penjelasan pasal 18 ayat 1, 

bahwa Jenis klausula ini dilarang dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan 

konsurnen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan 

berkontrak. 

Sedangkan klausula eksonerasi sendiri menurut definisinya adalah 

merupakan klausula yang berisikan syarat-syarat yang menghapuskan atau 

membatasi tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan perjanjian.263 

263 Sutan Remy Sjahdeny, Loc.Cit, Hal. 38 

140 



Selain itu, Rijken juga mengatakan bahwa klausula eksonerasi adalah klausula 

yang dicantumkan dalarn suatu perjanjian dengan mana satu pihak 

menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi 

seluruhnya atau terbatas, yang terjadi .karena ingkar janji atau perbuatan 

melanggar h u k ~ r n . ~ ~ ~  

Klausula eksonerasi yang biasanya - dimuat dalam perjanjian sebagai 

klausula tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian, pada umurnnya 

diternukan dalarn perjanjian baku. Klausula tersebut merupakan klausula yang 

sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika 

dibandingkan dengan produsen, karena beban yang seharusnya dipikul oleh 

produsen, dengan adanya klausula tersebut menjadi beban k o n s ~ m e n . ~ ~ ~  

Menurut Mariarn Darusbadrulzaman, perjanjian baku dengan klausula 

eksonerasi yang meniadakan atau membatasi kewajiban salah satu pihak 

(kreditur) untuk membayar ganti kerugian kepada debitur; merniliki cirri-ciri 

sebagai berikut : 

a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kredit& yang posisinya relatif 

lebih kuat daripada debitur; 

b. Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu; 

c. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima 

perjanjian tersebut; 

d. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual. 

264 Ahrnad Miru, Sutarman Yodo, Op. Cit, Hal. 114 
"j 1bid 



Mendasarkan pada ciri dan definisi dari klausula eksonerasi tersebut, maka 

konteks kata melakukan pengalihan sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 

ayat 1 hurur a memiliki kemiripan dengan apa yang terdapat dalam cirri dan 

pengertian klausula eksonerasi. Namun pemahaman yang menyamakan 

klausula baku yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 199 

Tentang Perlindungan Konsumen tidak hanya berhenti sampai di situ saja. 

Definisi dan ciri khas yang dikemukakan oleh Mariam Darusbadrulzaman 

merupakan pendefinisian yang terkesan hanya memposisikan dampak dari 

eksonerasi hanya ditimbulkan oleh pelaku usaha semata. Padahal senyatanya 

eksonerasipun juga dapat dibuat oleh konsumen kepada produsen, misalnya 

tengkulak atau grosir membeli hasil karya pengrajin k e ~ i l . ' ~ ~  Selain itu, 

sebenamya perlu dibedakan bahwa klausula eksonerasi tidak hanya dapat hadir 

dalam perjanjian baku, pendapat ini mendasarkan diri kepada pengertian lebih 

lanjut mengenai klausula eksonerasi yang dipaparkan oleh Sutan Remy 

Sjahdeny, dimana menjelaskan bahwa eksonerasi merupakan "klausul yang 

bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggungjawab salah satu pihak 

terhadap gugatan pihak lainnya dalam ha1 yang bersangkutan tidak atau tidak 

dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan di dalam 

perjanjian tersebut". Sehingga sebenarnya kata "pihak" yang definisi tersebut 
i: 

terbuka baik bagi diri pelaku usaha maupun pada diri kon~umenz~~ ,  serta 

266 Taryana Soenandar, Op. Cit,Hal. 1 19 
267 Sutan Remy Sjahdeny, Kebebasnn Berkontrak dnn Perlindungan Ynng seimbang Bagi 

Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Cetakan Pertnmn, Institut Bnnkir 
Indonesia, Jakarta, 1993, Hal. 75 



terbuka juga peluang untuk merumuskan klausula eksonerasi dalam bentuk 

perjanjian non baku. 

Pemaparan tersebut di atas juga mernberikan penj elasan yang menegaskan 

bahwa sebenamya perlu ada pernbedaan yang jelas dan spesifik mengenai 

klausula baku sebagaimana dilarang dalam Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen Pasal 18 ayat 1 (a), dengan klausula eksonerasi itu sendiri. 

Memperhatikan substansi pasal 18 ayat 1 dm ayat 2 Undang-Undang 

Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka dapat dipahami 

bahwa istilah dan pengertian klausula baku tidak sama dengan istilah dan 

pengertian klausula eksonerasi. Artinya klausula baku yang dilarang dalam 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah klausula yang dibuat atau 

dicantumkan secara sepihak dalam kontrak oleh pelaku usaha, tetapi isinya 

tidak boleh mengarah kepada klausula eksonerasi. Sedangkan klausula 

eksonerasi baik prosedur pembuatan dan pencantumannya, sejak awal 

bertujuan pengalihan kewajiban atau tanggung jawab pelaku usaha ataupun 

k~nsumen . ' ~~  Mendasarkan pada pernaparan tersebut di atas maka sebenarnya 

ada penelaahan lebih kritis lagi dalam memberikan stigma kriminalisasi 

terhadap pencanturnan klausula baku bernuansa eksonerasi. Oleh karena 

berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, yang menjadi ukuran kriminalisasi adalah terhadap klausula baku 

yang dilarang, yakni klausula baku yang mengarah kepada eksonerasi, 

pengarahan kriminalisasipun eksonerasi hanya sebatas terhadap klausula yang 

268 Muhammad Syaifudin, Hukum Kontrak (Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, 
Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (seri pengayaan hukurn perikatan), Mandar Maju, 2012, 
Ha1.236-237. 



sifatnya mengalihkan pertanggungjawaban pelaku usaha. Sedangkan mengacu 

kepada ciri dari perurnusan klausula eksonerasi, tidak hanya sebatas yang 

sifatnya mengalihkan tanggungjawab salah satu pihak, namun juga terdapat ciri 

atau aspek lain, yakni membatasi pertanggungjawaban. Sehingga sebenarnya 

yang dikriminalisasi oleh Undang-Undang perlindungan Konsumen bukanlah 

klausula eksonerasinya, tetapi klausula baku yang bernuansakan ciri klausula 

eksonerasi, yakni mengalihkan tanggungj awab salah satu pihak (dalam ha1 ini 

pelaku usaha). Sehingga lembaga keuangan perbankan sebenamya 

diperbolehkan untuk menggunakan klausula baku bernuansakan klausula 

eksonerasi "membatasi pertanggungjawaban salah satu pihak" 

Terhadap penerapan klausula baku tersebut, beberapa ahli hukum bisnis 

seperti Arthur Lewis menyatakan bahwa ada peluang bagi pelaku usaha untuk 

menggunakan klausula baku yang bernuansakan eksonerasi melalui 

pernenuhan beberapa prinsip seperti :269 

a. Keberadaan klausula eksonerasi tersebut hams diketahui oleh pihak 

lain. Tidak jadi soal pihak yang lain tersebut sudah membacanya 

atau belum, tetapi setidak-tidaknya hams mengetahui klausula itu 

ada; 

b. Klausula eksonerasi haruslah tercantum dalam "a contractual 

document and not in mere voucher or receipt"; 

c. Terakhir bahwa klausula eksonerasi tersebut wajib diketahui oleh 

pihak lain sebelum atau pada saat perjanjian dibuat. 

269 Arthur Lewis, Loc. Cit, Hal. 63 



Wacana yang berkembang dengan preskriptif yang mengesahkan 

penggunaan klausula eksonerasi, muncul didasarkan pada pemahaman 

bahwa perjanjian baku yang menggunakan klausula baku lchususnya 

klausula eksonerasi sangat dibutuhkan dalam dunia perdagangan yang 

semakin maju dewasa ini, khususnya pada lembaga keuangan perbankan. 

Melalui penggunaan perjanjian baku yang terdapat klausula baku di 

dalamnya yang mengandung nuansa eksonerasi, berarti para pihak dapat 

mempersingkat waktu bemegosiasi. Hal ini sangat berguna j ika dikaitkan 

dengan prinsip bahwa waktu adalah uang.270 Oleh karena itu beberapa ha1 

yang perlu mendapat perhatian dalam perjanjian baku, adalah pencantuman 

klausula eksonerasi hams :271 

a. Menonjol dan jelas; 

Pengecualian terhadap tanggung gugat tidak dapat dibenarkan 

jika penulisannya tidak menonjol dan tidak jelas. Dengan 

demikian, maka penulisan pengecualian tanggun gugat yang 

ditulis di belakang surat perjanjian atau yang ditulis dengan 

cetakan kecil, kemungkinan tidak efektif karena penulisan 

klausula tersebut tidak menonjol. Agar suatu penulisan klausula 

dapat digolongkan meonjol, maka penulisannya dilakukan 

sedemikian rupa sehingga orang yang berkepentingan akan 

memperhatikannya, misalnya dicetak dalam huruf besar atau 

270 Ahmad Miru, Sutarman Yodo, Op. Cit, hal. 11 8 
271 Jeny J. Philips. Product Liability. St. Paul Minnesota : West Publishing Company. 

1993. Hal. 130-135 



dicetak dengan tulisan dan wama yang kontras, dan tentu saja ha1 

ini dimuat dalam bagian penting dari kontrak tersebut. 

b. Disarnpaikan tepat waktu 

Pengecualian tanggung gugat hanya efektif jika disampaikan 

tepat waktu. Dengan demikian, setiap pengecualian tanggung 

gugat harus disampaikan pada saat penutupan perjanjian, 

sehingga merupakan bagian dari kontrak. Jadi bukan disampaikan 

setelah perjanjian terjadi; 

c. Pemenuhan tujuan-tujuan penting; 

Pembatasan tanggung gugat tidak dapat dilakukan jika 

pembatasan tersebut, tidak akan memenuhi tujuan penting dari 

suatu jarninan, misalnya tanggung gugat terhadap cacat yang 

tersembunyi tidak dapat dibatasi dalam batas waktu tertentu, jika 

cacat tersernbunyl tersebut tidak ditemukan dalam periode 

tersebut; dan 

d. Adil; 

Jika pengadilan menemukan kontrak atau klausula kontrak yang 

tidak adil, maka pengadilan dapat menolak untuk 

melaksanakannya, atau melaksanakannya tanpa klausula yang 

tidak adil. 

Berdasarkan pernaparan tersebut di atas terlihat bahwa penggunaan klausula 

eksonerasi berdasarkan perkembangan teori yang ada di domain hukum bisnis, 

masih dimungkinkan untuk dapat dilaksanakan, serta digunakan jika 



berdasarkan pada pemenuhan prinsip-prinsip fair yang tetap menghasilkan 

kedudukan yang seimbang antara konsumen dengan pengelola usaha dalam ha1 

ini lembaga keuangan perbankan. Lembaga keuangan perbankanpun dal am ha1 

ini juga memberikan peluang agar eksonerasi dengan cirri lain yakni 

mernbatasi pertanggungjawaban salah satu pihak untuk dapat dilakukan, oleh 

karena tidak ada pengaturan larangannya dalarn Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen. 

Narnun demikian upaya kriminalisasi klausula eksonerasi sebagai bentuk 

tindak pidana juga dimunglunkan untuk tetap dilakukan, mengingat di samping 

mempunyai aspek keperdataan, hukum perlindungan konsurnen juga 

mempunyai aspek pidana, oleh karena perlindungan konsumen adalah juga 

bagian dari hukum pidana karena melibatkan publik yakni masyarakat 

konsumen. Jelasnya hak-hak konsumen ada yang bernuansakan publik, 

sehingga dapat dipertahankan melalui hukum pidana. P erbuatan pengusaha 

yang menimbulkan kerugian kepada konsumen dalam tingkatan kompleksitas 

tertentu mungkin saja berdimensi kejahatan. Artinya perbuatan pengusaha yang 

merugikanlmelanggar hak konsumen yang bertentangan dengan norrna-norma 

hukum pidana dapat dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana, karena itu 

diselesaikan dengan hukum pidana dan memakai instrument hukum pidana. 

Kecenderungan menetapkan ketentuan-ketentuan pidana dalam setiap 

perundang-undangan di setiap bidang hukum khususnya bidang hukum 

ekonomi yang umumnya dimuat dalam bagian akhir dari undang-undang 

tersebut, menunjukan bahwa fungsi hukum sebagai alat pengendali dapat 



d i t e ~ i m a . ~ ~ ~  Ahli hukum bisnis selanjutnya yakni Ery Arifudin, SH.,MH dalam 

hasil wawancara menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen, masalah penggunaan perjanjian baku 

menjadi sebuah masalah yang tidak dilarang terutama apabila dilihat dalam 

konteks lembaga keuangan perbankan yang sangat sarat akan penggunaan 

perjanjian baku. Hanya penggunaan klausula baku bernuansakan klausula 

eksonerasi yang bermuatkan pengalihan tanggung jawab salah satu pihak, yang 

dilarang. Jenis klausula baku dengan nuansa eksonerasi yang dikeluarkan oleh 

lembaga keuangan perbankan ini menurut narasurnber, sah-sah saja apabila 

diberlakukan klaim sebagai bentuk tindak pidana dan diberikan ancaman 

pidana terhadap pencanturnan klausula eksonerasi oleh pengelola usaha dalam 

ha1 ini lembaga keuangan perbankan, dengan catatan, sepanjang penggunaan 

klausula eksonerasi yang dikeluarkan lembaga keuangan perbankan tersebut 

terbukti memenuhi unsur-unsur suatu perbuatan pidana, serta membawa 

dampak kerugian yang tidak hanya dilihat secara materiil namun juga secara 

moril. Dengan memisahkan item perbuatan perdata dengan perbuatan yang 

dapat diklaim sebagai bentuk tindak pidana, sama halnya justru menjadikan 

hukum yang terkotak-kotak. Pentingnya mengindari pendikotomian hukum ini 

oleh karena dalarn rumpun perdatahisnispun juga banyak ditemukan potensi- 

potensi perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang jahat. 

Harnpir selaras dengan pendapat Ery Arifudin tersebut di atas, Janus 

Sidabalok, SH.,M.Hum juga menegaskan bahwa pengaturan klausula baku 

272 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (dengan pembahasan 
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999), Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 
2006, Hal. 59-60 



(eksonerasi) sebagai bentuk tindak pidana semata-mata tidak lepas dari adanya 

pengaruh KUHP pasal 378, 390, dan 382 yang muatannya memberikan 

perlindungan hukum kepada kepentingan konsumen. Nuansa penerapan KUHP 

terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen masih dirasakan kuat 

terlihat dengan adanya bentuk pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, 

sakit berat, cacat tetap, atau kematian. Diluar dari akibat pelanggaran tersebut, 

seperti penggunaan klausula eksonerasi pada lembaga keuangan perbankan 

yang meniadakan prinsip-prinsip adil dan menjaga keseimbangan para pihak 

sebagaimana teori-teori perjanjian kekinian mernungkinkan untuk itu, 

dikenakan ancarnan pidana pada pasal 62 ayat 1 sebagaimana yang terdapat 

dalarn Undang-Undang Tentang Perlindungan  ons sum en.^^^ 

b. Pendapat Ahli Hukum Pidana Terkait Krirninalisasi Klausula Baku 

bermuatkan Eksonerasi Pada Lembaga Keuangan Perbankan. 

Pendapat ahli hukum pidana dalam pembahasan ini akan disajikan sama 

dengan pemaparan pendapat ahli hukum bisnis seperti tersebut di atas, dimana 

perspektif apa yang muncul dibalik hadirnya kriminalisasi klausula baku yang 

bernuansakan klausula eksonerasi terhadap pada lembaga keuangan perbankan. 

Pendapat ahli hukum pidana dalam konteks ini akan disajikan secara kombinasi 

antara pendapat ahli hukum pidana berdasarkan hasil wawancara serta 

pendapat ahli hukum pidana berdasarkan hasil riset pustaka. 

Membahas legalitas negara dalam melarang perbuatan sehingga terstigma 

sebagai perbuatan pidana merupakan legitimasi negara yang sah. Na~nun dalam 

2 73 Dapat dilihat dalam pasal 62 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen 



realisasinya terdapat syarat pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan 

yang tercela, yaitu adanya suatu ketentuan dalarn undang-undang pidana yang 

merumuskan perbuatan yang tercela itu dan memberikan suatu sanksi 

terhadapnya, ini disebut legalitas negara dalam hukum pidana.274 

Konsep bahwa tindak pidana adalah melanggar kepentingan negara sebagai 

representasi kepentingan publik umumnya menjadi dasar pemberian 

kewenangan negara untuk menentukan, membuat peraturan, menuntut, dan 

menghukum seseorang yang melanggar peraturan yang telah dibuat oleh 

negara. Hal ini diperkuat oleh pengklasifikasian ilmu hukum , dimana hukum 

pidana adalah bagian dari hukum publik yang tidak membolehkan campur 

tangan indi~idu.'~' 

Hasil wawancara dengan Dr.Arif Setiawan,SH.,MH sebagai ahli hukum 

pidana menjelaskan bahwa tetap ada kemun&nan bagi lembaga keuangan 

perbankan yang menggunakan klausul baku bernuansakan eksonerasi untuk 

dapat dikriminalisasi sebagai bentuk tindak pidana serta disertai ancaman 

pidana. Pendapat tersebut menurut narasumber tidak dapat lepas dari syarat 

dalam menjatuhkan kriminalisasi terhadap suatu perbuatan.276 Sudarto 

berpendapat bahwa dalam masalah kriminalisasi, yang hams diperhatikan 

adalah hal-ha1 sebagai b e r i k ~ t : ~ ~ ~  

a. Penggunaan h u b  pidana hams memperhatikan tujuan 

pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil 

274 Teguh Prasetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Op. Cit, Hal. 37 
''j Ibid. 
276 Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. Arif Setiawan,SH.,MH 
277 Teguh Prasetyo, Loc. Cit, hal. 39 



makrnur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; 

sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana 

bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan 

penangguhan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri. Demi 

kesejahteraan dan pengayoman masyarakat; 

b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi 

dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak 

dikehendaki, yaitu perbuatan yang m endatangkan kerugian 

(materiil dan atau spiritual) atas warga mas yarakat; 

c. Penggunaan hukurn pidana harus pula memperhatikan dan 

memperhitungkan prinsip "biaya dan hasil" (cost benejtprinciple); 

d. Penggunaan hukum pidana hams pula memperhatikan kapasitas 

atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, 

yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting). 

Berkaitan dengan pengaturan criminal privacy protection seperti yang 

ditekankan Sudarto tersebut, perlu juga dicatat bentuk model law yang dibuat 

oleh organization for economic Co-operation and development (OECD) yang 

dapat dijadikan pedoman dalam rangka menghindarkan under and 

overcriminalization. Prinsip-prinsip model law itu mencakup beberapa ha1 di 

bawah ini :278 

a. Ultima Ratio Principle 

278 Ibid. ha1 41 



Hukum pidana disiapkan sebagai sarana terakhir atau senjata 

pamungkas, namun kenyataannya, kecenderungan dunia 

internasional kini sudah mengarahkan hukum pidana juga sebagai 

primum remedium/ dikedepankan, malahan dalam ha1 ini 

mengutamakan pidana denda sekalgus dapat digunakan sebagai 

dana bagi pernbangunan di suatu negara; 

b. Precision Principle 

Ketentuan hukum pidana hams tepat dan teliti menggambarkan 

suatu tindak pidana. Perumusana hukum pidana yang bersifat 

sarnar dan umum harus dihindari; 

c. Clearness Principle 

Tindakan yang dikriminalisasikan hams digambarkan secara jelas 

dalam ketentuan hukum pidana; 

d. Principle Of Differntiation 

Harus jelas perbedaan yang satu dengan yang lain. Hindarkan 

perumusan yang bersifat global/terlalu luas. Multipurpose atau all 

embracing. 

e. Principle of Intent 

Tindakan yang dikriminalisasikan hams dengan dolus, sedangkan 

untuk tindakan culpa hams dinyatakan dengan syarat khusus untuk 

memberikan pembenaran knminalisasinya; 

f. Principle of Victim Application 



Penyelesaian perkara pidana h a s  memperhatikan permintaan atau 

kehendak korban. Dalam ha1 ini kepentingan korban hams diatur 

dalam rangka pidana dan pemidanaan. 

Hasil Simposium Pembahman Hukum Pidana Nasional pada bulan 

Agustus 1980 di Semarang menyatakan : untuk menetapkan suatu perbuatan itu 

sebagai tindak kriminal, perlu memperhatikan Kriteria umum sebagai berikut 

.279 

a. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat 

karena merugikan, atau dapat merugrkan, mendatangkan korban 

atau dapat mendatangkan korban; 

b. Apakah biaya menghminalisasi seirnbang dengan hasilnya yang 

akan dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan 

dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban dan 

pelaku, kejahatan itu sendiri hams seimbang dengan situasi tertib 

hukum yang akan dicapai; 

c. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang 

tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh 

kemampuan yang dimilikinya; 

d. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalang- 

halangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi 

keseluruhan masyarakat. 

279 Barda Nawawi, Kebijakan Hukum Pidana (perkembangan Penyusunan Konsep KUHP 
Baru Op. Cit, hal. 32 



Pemaparan tersebut di atas juga sejalan dengan pendapat hasil wawancara 

dengan Dr. Arif Setiawan,SH,MH dimana untuk mengkriminalisasi aspek 

hulcum .perdata menjadi sebuah atau bentuk tindak pidana sebagaimana yang 

terdapat di dalam kriminalisasi klausula baku bernuansakan klausula 

eksonerasi khususnya apabila dikaitkan dengan peran lernbaga keuangan 

perbankan, maka perlu 'dipastikan bahwa upaya knminalisasi tersebut 

dilakukan memenuhi sebagai prinsip-prinsip di atas, dimana selain bersifat 

ultimum remedium, juga hams memperhatikan biaya dan keuntungan dari hasil 

yang akan diperoleh. 

Dr.Mudzakir,SH.,MH juga berpendapat bahwa dalam melakukan 

kriminalisasi termasuk khususnya kepada klausula baku yang bernuansakan 

klausula eksonerasi, sangat diperluka kehati-hatian, seperti harus dipastikan 

dan dinilai akan content dan konteks klausula baku yang bemuansakan 

klausula eksonerasi pada perjanjian baku tersebut. Argumentasi tersebut 

mendasarkan kepada rasionalitas bahwa dalam konteks hubungan bisnis, 

apalagi pada domain perbankan, pengelola usaha atau lembaga keuangan 

perbankan tidak bisa selamanya dibebankan pertanggungjawaban, oleh karena 

dalam suatu perjanjian tersebut seringkali ada situasi dimana seharusnya sudah 

menj adi pertanggungi awaban konsumen (nasabah bank) apabila terj adi suatu 

kerugian yang diderita. Apabila krimin,alisasi dirumuskan dan ditetapkan tanpa 

mempertimbangkan content dan konteksnya, maka pertanggungjawaban atas 

kerugian yang diderita oleh karena murni kelalaian nasabah bank sebagai 

konsumen, akan selalu tertuju kepada 1 embaga keuangan perbankan. Dan ini 



bisa berpotensi mengganggu iklim usaha atau bisnis menjadi kurang 

kond~s i f .~~ '  

Korelasi kriminalisasi klausula baku yang bernuansakan klausula eksonerasi 

dengan iklim usaha atau bisnis adalah oleh karena sebagaimana diketahui 

bahwa masalah klausula baku yang bernuansakan klausula eksonerasi dalam 

perjanjian yang diterbitkan oleh lembaga keuangan perbankan merupakan 

masalah bisnis, masalah ekonomi, oleh karena itu terkait model pencaturnan 

klausula baku yang bernuansakan klausula eksonerasi yang digunakan 

merupakan masalah etik bisnis yang merniliki kontribusi dalam mewujudkan 

kondusifitas iklim usaha atau bisnis. Pemahaman bahwa pengelola usaha atau 

pihak perbankan tidak bisa selamanya dibebankan pertanggungjawaban pidana 

atas kerugian yang diderita oleh konsemen, juga mendasarkan kepada pendapat 

ahli hukum bisnis pada penyampaian sebelumnya, bahwa sepanjang 

pemenuhan prinsip-prinsip etis, adil dan mengutamakan keseimbangan para 

pihak, sebenarnya secara teoritis penggunaan klausula baku (eksonerasi) dapat 

dimunglunkan untuk dapat digunakan. 

Terkait sifat domain perilaku etika bisnis dalam pencantuman klausula 

eksonerasi dalam perjanjian baku perbankan ini, menurut ahli hukum pidana 

yakni ProfDr. Romli Atmasasmita, SH.,LL.M, bahwa penggunaan pengaturan 

ketentuan pidana dalam bentuk penetapan macam-macam sanksi pidana dalam 

hubungan dengan dunia perdagangan atau bisnis hams dilakukan secara hati- 

hati, karena jika masalah etika bisnis yang dijadikan standar perilaku dalam 

280 Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. Mudzakir,SH.,MH pada tanggal 2 April 20 13 



hubungan bisnis atau perdagangan, maka sanksi pidana tidak selalu dapat 

menegakkan etika bisnis pada khususnya dan etika pada umumnya. Sanksi 

pidana dalam konteks dunia perdagangan dan bisnis hanya merupakan salah 

satu upaya untuk memperkuat harmonisasi hubungan antara pihak yang 

terlibat, bukan sarana hukum yang dapat memperbaiki hubungan para pihak 

yang sudah terganggu. Penggunaan dan harapan yang terlalu berlebihan pada 

kekuatan sanksi pidana konteks dunia perdagangan dan bisnis hanya &an 

mempertaruhkan masa depan dunia usaha ke dalam jurang kehancuran, dan 

tidak memperkuat segenap segrnen kehidupan dunia bisnis dan perdagangan. 

Hal ini patut dipahami, mengingat dengan sifat sanksi yang tegas, keras dan 

negatif, penghentian suatu kegiatan usaha sebagai akibat sanksi pidana yang 

dijatuhkan akan berdampak negatif terhadap masalah ketenagakerjaan dan 

upaya pemerintah mendorong perturnbuhan ekonomi melalui dunia usaha. Pola 

penyusunan sanksi sebagaimana diuraiakan di atas, sesungguhnya sejalan 

dengan asumsi dasar bahwa korporasi, pengusaha, perorangan atau kelompok 

yang melakukan perbuatan tercela tidak mutatis mutandis dapat dipandang 

kriminal sejak didirikannya badan usaha tersebut, kecuali memang perbuatan 

tercela tersebut sudah merupakan kegiatan pokok dari suatu wadah organisasi 

knminal. Menarik dari pengamatan ini dalam konteks perlindungan konsumen, 

bahwa penamaan Corporate crime ataupun Bussiness  rim k adalah cocok 

sehingga dapat dibedakan antara suatu sindikat kriminal dan bukan sindikat 

kriminal. Pembedaan ini sangat penting di mana terhadap kelompok yang 



kedua penggunaan sanksi pidana sebagai ultimum remedium lebih relevan 

dibandingkan dengan penggunaan primum remedi~m.~" 

Pendapat ahli hukum pidana tersebut di atas bila direlevansikan dengan 

upaya kriminalisasi klausula eksonerasi pada lembaga keuangan perbankan 

sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsurnen, seharusnya mampu mernberikan pemahaman 

yang komprehensif terkait bahayanya penggunaan upaya knminalisasi suatu 

perbuatan secara tidak hati-hati, apalagi bila menyentuh pada sektor bisnis dan 

perdagangan. Pengaturan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang- 

Undang Perlindungan Konsumen memberikan sinyalemen bahwa Lembaga 

Keuangan Perbankan digeneralisirkan sama halnya dengan sindikat kriminal 

yang menggunakan prinsip primum remedium dalam penanggulangannya. Hal 

tersebut terlihat dari pengaturan klausula baku bernuansakan eksonerasi 

sebagai bentuk tindak pidana diatur sebagai delik fonnil, dimana tidak perlu 

melihat pada aspek akibat perbuatannya, serta tidak perlu melihat atau 

pengecekan siapa yang akan dirugikan, padahal sejatinya perlu memperhatikan 

fbngsi duty of care, and standar of care282 yang dilakukan oleh pelaku usaha 

yakni lembaga keuangan perbankan dalam melakukan tugas dan fungsinya. 

Lembaga keuangan perbankan s'eharusnya dikategorikan sebagai non sindikat 

kriminal, karena legitmasi berdiri dan operasionalisasinya pun dijarnin dan 

dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang 

281 Romli Atmasasmita, Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Produsen 
Pada Era Perdagangan Bebas, Suatu Upaya Antisipatif Preventif dan Represif, Makala. Dapat 
dilihat dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2000, 
Hal 89-9 1 

282 Taryana Soenandar, Loc. Cit, hal. 1 19 



Nomor 10 Tahun 1998. Selain itu larangan penggunaan klausula eksonerasi 

pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga dibuat tanpa 

memperhatikan peran sentral lembaga keuangan perbankan yang menopang 

roda perekomian dan perputaran uang pada sistem sosial. Hal ini terlihat pada 

larangan dan ancaman penggunaan klausula baku bernuansakan eksonerasi 

tidak menspesifikan lebih dalam mengenai penggunaan prinsip-prinsip etika, 

adil, dan mengedepankan keseimbangan para pihak dalam pencantuman 

klausula eksonerasi. Sehingga meskipun pihak lembaga keuangan perbankan 

telah melakukan prinsip-prinsip yang melegitimasi penggunaan klausula 

eksonerasi, sepanjang terjadi kerugian oleh nasabah bank selaku konsumen, 

maka pihak lembaga keuangan perbankan dapat dikenai sanksi pidana, 

meslupun ternyata kerugian dimunculkan oleh karena ulah dan kelalaian dari 

nasabah bank itu sendiri. Kesalahan lain strategi kebijakan hukum pidana yang 

diterapkan oleh perurnus Undang-Undang Perlindungan Konsurnen dalam 

menerapkan instrument hukurn pidana juga terlihat dalam pengaturan 

penyelesaian sengketa konsumen. Kesalahan tersebut terletak pada 

diberikannya alternatif bagi konsumen untuk menyelesaikan sengketa 

konsumen, yakni baik dari media pengadilan, maupun media non pengadilan. 

Media non pengadilan dapat tempuh dengan cara penyelesaian damai di BPSK 

atau tuntutan ganti rugi langsung, sedangkan media pengadilan dapat ditempuh 

dengan menggunakan instrument hukum pidana sebagaimana tercantum 

ancaman pidana pada pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsurnen. 

Penerapan strategi kebijakan hukum pidana tersebut berdampak menempatkan 



lembaga keuangan perbankan seperti organisasi sindikat kriminal sehingga 

terbuka kesempatan untuk menerapkan prinsip primum remedium dalam 

mengknminalisasi klausula baku yang dilarang yang dilakukan oleh lembaga 

keuangan perbankan. Kesalahan dalam perumusan .ini menimbulkan 

kontraproduktif dari dimaksudkannya kehadiran instrument hukum pidana 

dalarn membantu perwujudan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan 

pertumbuhan perekonomian. Oleh karena penggunaan berlebihan dal am 

instrument hukum pidana tersebut yakni kriminalisasi klausula baku 

bemuansakan eksonerasi dan ancaman pidananya justru hanya membawa pada 

lembaga keuangan perbankan terganggu fungsi utarnanya dalam menopang 

ketenagakerjaan, dan menjaga stabilitas ekonomi. 

Selain itu Prof Romli Atmasasmita juga berpendapat bahwa strategi 

kebijakan hukum pidana yang diterapkan dalam RUU yang telah menjadi 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 

adalah strategi kebijakan yang bersifat preventif, dan regresif dan tidak dianut 

strategi kebijakan hukum pidana yang rehabilitatif dan protektif. Hal ini terlihat 

pada tidak dicantumkanya ketentuan mengenai kemungkinan perusahaan 

(lernbaga keuangan perbankan) mengajukan klaim ganti rugi atau rehabilitatif 

jika terbukti tidak b e r ~ a l a h . ~ ~ ~  

283 Ibid, Hal. 88 



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kebijakan 

Legislatif Kriminalisasi Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Di 

Lembaga Keungan Perbankan, didapatkan hasil simpulan sebagai berikut : 

1. Kriminalisasi klausula baku yang bernuansakan kepada klausula 

eksonerasi pada Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan 

Konsumen, mendasarkan diri pada dasar pembenaran kriminalisasi 

dengan menggunakan teori liberal individualistik serta 

dikombinasikan dengan teori ordeneringsstrafrecht. Mengingat 

selain bermaksud untuk melindungi kepentingan konsumen dari 

potensi kerugian yang akan diderita, juga kriminalisasi klausula 

baku yang bernuansakan klausula eksonerasi juga mendasarkan 

kepada dilanggamya kebijakan pemerintah terkait perlindungan 

konsumen baik kebijakan pemerintah yang telah ada sebelum 

undang-undang perlindungan konsumen maupun kebijakan yang 

lahir sebagai induk perlindungan konsumen yakni Undang-Undang 

Nomor 8 tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen; 

2. Klausula eksonerasi dalarn penergpannya memiliki akibat atau 

ekses negatif dan juga ekses positif. Baik dari merugikan 

konsumen, hingga justru mampu memberikan hubungan hukum 

yang sehat antara lembaga keuangan perbankan dengan nasabah. 



Berdasarkan ha1 tersebut memberikan sinyalemen bahwa klausula 

baku yang bernuansakan klausula eksonerasi sebenarnya bisa 

diterapkan dalarn lalu lintas perdagangan dan ekonomi yang 

melibatkan lembaga keuangan perbankan sepanjang penerapan 

klausula eksonerasi tersebut mendasarkan diri pada iktikad baik, 

transparan, adil dan mengutamakan keseimbangan para pihak yang 

saling terjaga. Alasan demikian seringkali digunakan sebagai upaya 

perlindungan lembaga keuangan perbankan dari oknum konsumen 

atau nasabah bank yang curang; 

3. Ahli hukum bisnis dan ahli hukum pidana dalam penelitian ini 

memberikan garnbaran yang sebenarnya saling melengkapi satu 

sarna lain. Dimana menurut perspektif ahli hukum bisnis, 

kriminalisasi yang dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 pasal 18 ayat 1 a, berbeda dengan definisi dari klausula 

eksonerasi itu sendiri. Oleh karena sebenarnya yang dikriminalisasi 

adalah klausula baku yang mengarah kepada salah satu syarat dari 

eksonerasi yakni pengalihan tanggungjawab salah satu pihak. Hal 

ini berbeda dengan klausula eksonerasi yang memiliki ciri lebih 

dari sekedar mengalihkan tanggung jawab salah satu pihak, yakni 

juga meliputi pembatasan terhadap tanggungjawab salah satu 

pihak. Meskipun klausula baku yang bernuansa pada salah satu 

cirri eksonerasi merupakan domain kajian hukum perdata, namun 

sepanjang kompleksitas kerugian yang ditimbulkan dari hadirnya 



klausula eksonerasi menimbulkan tingkat kompleksitas kerugian 

yang tinggi, maka ada kepentingan publik yang dirugikan, oleh 

karena itu pelibatan instrument hukum pidana dalam 

mengknminalisasi Mausula eksonerasi dapat dibenarkan menurut 

perspektif hukum bisnis. Sedangkan menurut ahli hukum pidana, 

perlu kehati-hatian dalam mengknminalisasi aspek perdagangan 

dan ekonomi khususnya yang melibatkan lembaga keuangan 

perbankan berdasarkan menerapkan klausula baku yang 

bernuansakan klausula eksonerasi sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena ada 

keterbatasan instrument hukum pidana yang tidak bisa mengatur 

etika dalam hubungan bisnis. Instrument hukum pidana hanya 

mampu menghannonisasikan hubungan hukum para pihak yang 

terganggu dan terikat dalarn hubungan hukurn bisnis, tidak untuk 

memperbaiki hubungan yang terganggu tersebut. Penggunaan 

instrument hukum pidana yang berlebihan dan menempatkan 

lembaga keuangan perbankan sama dengan organisasi sindikat 

kriminal (primum remedium) , hanya berimplikasi terhadap potensi 

terjadinya kontraproduktif kebijakan hukum pidana. 



B. SaranIRekomendasi 

1. Perlu adanya revisi strategi kebijakan hukum pidana pada 

kriminalisasi klausula b a h  yang bernuansa satu syarat eksonerasi, 

yakni dengan strategi kebijakan hukum pidana preventif, 

rehabilitatif dan protektif, bukan dengan strategi kebijakan hukum 

pidana yang represif. Sehingga pada tataran implementasinya 

berimbang dan proporsional bahwa tidak hanya kepentingan 

konsumen yang terlindungi, namun juga kepentingan produsen 

pengelola usaha atau salah satunya Bank akan terlindungi; 

2. Perlu dilakukannya revisi kembali terkait pengaturan larangan 

penggunaan klausula baku yang dilarang (bernuansa satu syarat 

eksonerasi) menjadi lebih jelas akan batasan kualifikasi yang 

memenuhi sebagai tindak pidana. Tidak hanya cukup dengan 

merumuskan secara umum dan multitafsir, sehingga tidak akan 

terjadi kekaburan makna akan perbuatan yang dipandang sebagai 

bentuk tindak pidananya, dan pihak siapa yang dirugikan. 
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